BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.    Aspek Geografi dan Demografi 
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.480 desa pakraman (desa adat), dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian. Provinsi Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah selatan.
Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km2. Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 km2, diikuti Kabupaten Jembrana 841,80 km2, Karangasem 839,54 km2, Tabanan 839,33 km2, Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km2, Gianyar 368,00 km2, Klungkung 315,00 km2 dan terkecil adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78 km2, seperti  tercantum pada Tabel 2.1.
2. Letak dan Kondisi Geografis
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Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah hanya 0,29% dari luas wilayah Indonesia.  Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08o-03’ 40”  - 08o 50’ 48”  Lintang Selatan  dan 114o 25’23” – 115o 42’ 40” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat Selat Bali (Gambar 2.1).

 Gambar 2.1. Peta letak 

                      Geografis 

                      Provinsi Bali
Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Desa

Pakraman  menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Luas Wilayah

(km2)
	Jumlah Kecamatan
	Jumlah Desa/ Kelurahan
	Jumlah Desa Pakraman

	1
	Kab. Jembrana
	841,80
	5
	51
	64

	2
	Kab. Tabanan
	839,33
	10
	133
	346

	3
	Kab. Badung
	418,52
	6
	62
	122

	4
	Kab. Gianyar
	368,00
	7
	70
	272

	5
	Kab. Klungkung
	315,00
	4
	59
	113

	6
	Kab. Bangli
	520,81
	4
	72
	168

	7
	Kab. Karangasem
	839,54
	8
	78
	190

	8
	Kab. Buleleng
	1.365,88
	9
	148
	170

	9
	Kota Denpasar
	127,78
	4
	43
	35

	
	Jumlah
	5.636,66
	57
	716
	1.480


    Sumber: BPS Provinsi Bali (2012)
3. Topografi dan Geologi

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. 
Jenis tanah di Bali sebagian besar didominasi oleh Tanah Regosol dan Latasol. Hanya sebagian kecil saja yang terdiri dari Tanah Alluvial, Mediteran dan Tanah Andosol. Jenis Tanah Latasol sangat peka terhadap erosi dan jenis tanah ini tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Patemon, Ringdikit, dan Pempatan. Jenis tanah ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,9% dari luas Pulau Bali. Jenis Tanah Regosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapuran sampai Culik. Jenis tanah ini juga terdapat di pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, di sekitar kelompok hutan Batukaru serta bagian kecil berada di pantai selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa dan Kuta. Jenis tanah ini mencapai 39,93% dari luas Pulau Bali. 
Jenis Tanah Andosol terdapat di sekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta dan Prapat Agung. Jenis Tanah Alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini, yaitu Andosol, Mediteran dan Alluvial sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali.
4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan yaitu: Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur. Empat danau di Bali merupakan sumber air baku bagi mata air yang ada di seluruh Pulau Bali. Selain sumber air danau, potensi kesediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m3 per tahun. Mata air ini menjadi sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total mencapai 3.756 km. Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali mencapai 1,036 juta m3 yang digunakan untuk irigasi dan keperluan konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 8.000 juta m3.
5. Iklim dan Suhu

Iklim di Bali merupakan iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang membentuk dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Rata-rata suhu berkisar 28oC sampai 30oC, namun antara tempat di Bali terdapat variasi sesuai dengan ketinggian yang ada. Kelembaban udara berkisar antara 90% dan pada musim hujan mencapai 100% sedangkan pada musim kering mencapai 60%.
6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2011 di Provinsi Bali, lahan tegal/kebun merupakan lahan mayoritas di Bali yang mencapai 24,27% diikuti luas hutan rakyat dan hutan negara 23,75% (hutan negara saja 23,18%), luas perkebunan (21,61%), lahan sawah (14,46%), lahan perumahan (7,93%) dan lahan lainnya mencapai 7,98%. Meskipun termasuk daerah agraris, penduduk Bali tidak hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor yang juga dapat digunakan sebagai mata pencaharian adalah sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa.
Pulau Bali didukung oleh kawasan hutan yang terletak di daerah pegunungan yang membentang dari barat sampai timur Pulau Bali dengan luas kawasan hutan mencapai 22,54% dari luas Pulau Bali. Kawasan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegah erosi dan banjir atau juga dapat digunakan sebagai kawasan hidrologi.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 
Mengacu pada Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 6 Tahun 2009, lampiran Materi Teknis RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029, potensi pengembangan wilayah di Provinsi Bali dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti diuraikan di bawah ini:

A. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan fungsi
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan (Sarbagita) yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar sebagai Kota Inti (sebagai ibukota Provinsi Bali) beserta kota-kota disekitarnya yaitu kawasan perkotaan Badung, Gianyar dan Tabanan (sebagai ibu kota kabupaten), dan kawasan perkotaan kecil diantaranya yang membentuk sistem metropolitan, yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan sebagai pusat pelayanan utama nasional dan wilayah Provinsi Bali.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan Singaraja, kawasan perkotaan Semarapura, dan kawasan Negara (sekaligus ibu kota kabupaten) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk satu atau lebih kabupaten serta wilayah belakangnya.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan Bangli, Amlapura (sebagai Ibukota Kabupaten), Seririt (sebagai ibukota Kecamatan) dan Gilimanuk (pusat kegiatan pelabuhan), merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan satu kabupaten atau beberapa wilayah kecamatan yang berdekatan/bersebelahan.
4. Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) terdiri dari tiga kawasan seperti di bawah ini.
a. Seluruh ibu kota kecamatan yang berfungsi melayani wilayah  di kecamatannya masing-masing.

b. Kawasan perkotaan lainnya yang mempunyai fungsi khusus sebagai pusat pelayanan transportasi dan pariwisata yang telah berkembang yaitu Padangbai, Pancasari-Candikuning dan Nusa Dua. 

c. Kawasan perkotaan lainnya yang berpotensi berkembang dari kawasan perdesaan dengan fungsi khusus yaitu Celukan Bawang dan Pengambengan.   
B. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan wilayah pelayanan
Pusat utama pelayanan wilayah Provinsi Bali adalah Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar) yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Bali. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani wilayah belakangnya secara merata dan berhirarki. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam empat sistem pelayanan perkotaan, seperti diuraikan di bawah ini. 

1. Sistem Perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja.
2. Sistem Perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura.
3. Sistem Perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan atau Kawasan Metropolitan Sarbagita. 

4. Sistem Perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara. 

C. Pengembangan wilayah kawasan budidaya

Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 16 Tahun 2009, pengembangan kawasan budidaya mencakup: (a) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan (c) pengembangan kawasan budidaya prioritas.

Dalam pengembangan kawasan budidaya prioritas tersebut di atas, antara lain ditujukan pada empat andalan seperti diuraikan di bawah ini.
a. Pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan.
b. Pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar–Ubud–Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan.
c. Pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai.
d. Pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Mengacu pada Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 16 Tahun 2009, wilayah atau kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Dalam lampiran Materi Teknis RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tersebut, kawasan rawan bencana alam terdiri dari 6 (enam) kawasan seperti diuraikan di bawah ini.
A. Kawasan rawan tanah longsor

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran (dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 40º).
Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor terdiri dari kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang  terletak pada daerah lereng bukit/perbukitan, lereng gunung/pegunungan,  dan tebing/lembah sungai yang berada di kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng.
B. Kawasan rawan gelombang pasang
Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer/jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Sebaran kawasan rawan gelombang pasang terdapat di kawasan sepanjang pantai Kabupaten  Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan  kota Denpasar.
C. Kawasan rawan banjir 

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Sebaran kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan sedang–tinggi terletak di Kawasan Denpasar Selatan, Kawasan Kuta Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Singaraja Kabupaten Buleleng, Kab. Jembrana dan Kab. Karangasem, Kab. Klungkung dan Kab. Tabanan.

D. Kawasan rawan bencana gunung berapi
Sebaran kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar.
E. Kawasan rawan gempa bumi

Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi.

Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasikan mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut:

1. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak,
2. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif,
3. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 Skala Richter,
4. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, dan
5. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.
Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan Skala VII sampai XII Modified Mercally Intencity (MMI). 
Sumber gempa yang mempengaruhi kawasan Pulau Bali dan sekitarnya dibagi 2 (dua) zone, yaitu zone subduksi di selatan Bali dan zone patáhan busur belakang di bagian utara Bali. Kedua zone ini diakibatkan oleh adanya zone sesar naik busur belakang Flores.

Menurut peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ada 4 (empat) pusat gempa bumi di wilayah Bali yaitu 1 (satu) di Utara Seririt, 1 (satu) di Timur Pulau Bali dan 2 (dua) di Selatan Pulau Bali yang berlokasi diantara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Penida, dan di Selatan Pulau Bali. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi ada 3 (tiga) yaitu:
a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi penyebarannya berada di kawasan Bali Barat (koridor kawasan Sumberkima, Gerokgak, Seririt Busungbiu, Pupuan, Tista, Pekutatan, Mendoyo dan Kab. Karangasem;
b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah penyebarannya berada pada kawasan pantai barat Gilimanuk sampai ke selatan Negara dan Bali selatan dari Kota Denpasar, Kuta, Tanah Lot ke utara sampai pantai utara Singaraja, Kubutambahan, Tejakula, dan Kabupaten Bangli;
c. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Rendah penyeberannya adalah di kawasan Kediri/Tabanan, memanjang sampai kawasan Gianyar ke utara.
F. Kawasan Rawan Abrasi dan Erosi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan. 
G. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang dan amplitude besar yang ditimbulkan oleh gangguan implusif dari dasar laut. Gangguan implusif tersebut dapat berasal dari gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Ancaman terhadap bencana Tsunami di Provinsi Bali dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni ancaman tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan identifikasi karakteristik dan historis kejadian bencana di Provinsi Bali, hampir seluruh wilayah Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki ancaman tinggi terhadap Tsunami kecuali Kabupaten Bangli.
2.1.4. Demografi 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Bali berjumlah 3.890.757 jiwa (Tabel 2.2), sedangkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2000 adalah 3.146.999. Dengan demikian dalam 10 tahun jumlah penduduk Bali bertambah sebanyak 743.758 jiwa atau hampir sama dengan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010 yang berjumlah 788.589 jiwa. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam periode  tahun 2000-2010 adalah 2,15% per tahun dan termasuk rangking 13 tertinggi di Indonesia dan jauh diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional sebesar 1,49% (Grafik 2.3). Bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Bali sejak tahun 1961, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 adalah paling tinggi (Grafik 2.4).
Bila dilihat per kabupaten/kota seperti disajikan pada Grafik 2.5, laju pertumbuhan penduduk (2000-2010) terlihat amat timpang, yaitu amat tinggi di Kabupaten Badung (4,62%) dan Kota Denpasar (4,01%) sedangkan di kabupaten lain hanya sekitar 1-1,5% per tahun. Bila laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui jumlah 1 juta jiwa (Tabel 2.4).
Piramida penduduk Bali hasil Sensus Penduduk 2010 adalah seperti Grafik 2.2, dimana penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Dari segi ekonomi, kondisi yang perlu dicermati adalah komposisi penduduk menurut umur yaitu penduduk umur 0-14, 15-64 dan 65 tahun keatas. Penduduk umur 0-14 dan umur 65 tahun keatas secara ekonomi biasanya tergantung pada penduduk umur 15-64 tahun. Pada Grafik 2.6 terlihat bahwa Kota Denpasar mempunyai rasio ketergantungan paling rendah yaitu 39,31, yang artinya setiap 100 penduduk produktif di Kota Denpasar menanggung sekitar 40 orang penduduk non produktif. 
Kondisi ini jauh berbeda dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem yang mempunyai rasio ketergantungan relatif tinggi. Kondisi ini adalah akibat dari arus urbanisasi dimana penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem banyak yang mencari nafkah di Kota Denpasar sedangkan yang tinggal di daerah asalnya kebanyakan penduduk usia anak-anak (0-14)  dan penduduk usia tua (65 tahun keatas). Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah wilayah maka terlihat bahwa kabupaten/Kota yang terpadat adalah Denpasar, Badung dan Gianyar (Tabel 2.3).
Bila dilihat penduduk Bali berdasarkan pendidikan dan gender pada penduduk umur 15 tahun keatas pada data tahun 2012, terlihat masih ada kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana proporsi penduduk yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD atau pada umur 15 tahun ke atas, lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki dan sebaliknya proporsi penduduk yang tamat sekolah pada semua jenjang pendidikan lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, kecuali jenjang pendidikan SD (Tabel 2.6). Bila dilihat berdasarkan pekerjaan pada Tahun 2012, terlihat bahwa hampir setengahnya (48,9%) penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas bekerja pada orang lain sebagai buruh atau karyawan, sebanyak 33,8% berusaha sendiri atau dibantu buruh tetap baik tidak dibayar maupun dibayar dan selebihnya bekerja sebagai pekerja lepas baik disektor pertanian maupun non pertanian. Polanya agak berbeda pada perempuan, dimana 35,8% bekerja sebagai buruh/karyawan, 25,2% pekerja tidak dibayar (ibu rumah tangga), dan selebihnya pekerjaan lainnya (Tabel 2.7). Bila dilihat berdasarkan agama, penduduk di Provinsi Bali yang memeluk Agama Hindu pada tahun 2012 adalah sebesar 3.398.578 jiwa (87,12%), penduduk yang memeluk Agama Islam sebesar 392.854 jiwa (10,07%), sedangkan penduduk yang memeluk Agama Budha, Kristen, Katholik dan Konghucu masing-masing sebesar 23.209 (0,59%), 45.518 (1,17%), 40.565 (1,04%) dan 233 (0,01%) (Tabel 2.5).
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 
di Provinsi Bali

	Kel. Umur
	Laki
	Perempuan
	Lk & Pr
	Rasio L/P

	0-4
	173.522
	161.169
	334.691
	107,66

	5-9
	178.837
	167.662
	346.499
	106,67

	10-14
	168.541
	157.430
	325.971
	107,06

	15-19
	147.447
	137.563
	285.010
	107,19

	20-24
	141.708
	141.196
	282.904
	100,36

	25-29
	165.904
	166.516
	332.420
	99,63

	30-34
	170.956
	170.640
	341.596
	100,19

	35-39
	181.063
	176.243
	357.306
	102,73

	40-44
	155.377
	150.762
	306.139
	103,06

	45-49
	123.469
	121.258
	244.727
	101,82

	50-54
	98.337
	100.121
	198.458
	98,22

	55-59
	78.666
	76.255
	154.921
	103,16

	60-64
	58.801
	64.413
	123.214
	91,29

	65-69
	49.199
	52.103
	101.302
	94,43

	70-74
	32.460
	38.148
	70.608
	85,09

	75+
	37.061
	47.930
	84.991
	77,32

	Jumlah
	1.961.348
	1.929.409
	3.890.757
	101,66


       Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010
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Grafik 2.2. Piramida Penduduk Bali (Sensus Penduduk 2010)
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Grafik 2.3. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Provinsi di
                      Indonesia (Sensus Penduduk 2000 – 2010)
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Grafik 2.4. Jumlah Penduduk Bali dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk

                     per Tahun Sejak Tahun 1961 – 2010
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Grafik 2.5. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Bali per Tahun 

       per Kabupaten/Kota Periode 2000-2010
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Grafik 2.6. Jumlah Penduduk dan Rasio Ketergantungan menurut 
          Kabupaten/Kota (Sensus Penduduk Tahun 2010)
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 di Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	Jumlah Penduduk  
Tahun 2010
	Luas Wilayah 
(Dalam Km2)
	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km2)

	Jembrana
	261.638
	841,80
	311,00

	Tabanan
	420.913
	839,33
	501,49

	Badung
	543.332
	418,52
	1.298,22

	Denpasar
	788.589
	127,78
	6.171,46

	Gianyar
	469.777
	368,00
	1.276,57

	Klungkung
	170.543
	315,00
	541,41

	Bangli
	215.353
	520,81
	413,50

	Karangasem
	396.487
	839,54
	472,27

	Buleleng
	624.125
	1,365,88
	456,94

	Provinsi Bali
	3.890.757
	5.636,66 
	690,26 


Sumber: Hasil SP 2010
Tabel 2.4
Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Tahun 2020 di Provinsi Bali

	Kabupaten/
kota
	Pertumbuhan 

penduduk 

thn 1990-2000
	Pertumbuhan 

penduduk 

thn 2000-2010
	Jumlah 

penduduk 

tahun 2010
	Perkiraan jumlah penduduk tahun 2020 bila pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 
sama dengan thn 2000-2010

	Jembrana
	0,64
	1,22
	261.638
	293.558

	Tabanan
	0,73
	1,14
	420.913
	468.897

	Badung
	2,33
	4,64
	543.332
	795.438

	Denpasar
	3,20
	4,02
	788.589
	1.105.602

	Gianyar
	1,56
	1,80
	469.777
	554.337

	Klungkung
	0,31
	0,95
	170.543
	186.745

	Bangli
	0,94
	1,07
	215.353
	238.396

	Karangasem
	0,49
	0,96
	396.487
	434.550

	Buleleng
	0,34
	1,13
	624.125
	694.651

	Provinsi Bali
	1,26
	2,15
	3.890.757
	4.727.270


Sumber: Hasil SP 1990, 2000, dan 2010
	Tabel 2.5

	Banyaknya Penduduk Menurut Agama per Kabupaten/Kota, Tahun 2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Kabupaten/Kota
	Agama
	Jumlah

	
	
	Hindu
	Islam
	Budha
	Kristen
	Katholik
	Konghucu
	

	1
	Jembrana
	252.430
	60.825
	888
	2.825
	2.860
	30
	319.858

	2
	Tabanan
	420.415
	19.437
	1.487
	2.195
	1.557
	-
	445.091

	3
	Badung
	350.255
	28.846
	1.556
	11.165
	13.445
	-
	405.267

	4
	Denpasar
	538.166
	195.505
	12.810
	25.262
	19.949
	181
	791.873

	5
	Gianyar
	419.941
	7.431
	1.024
	753
	674
	-
	429.823

	6
	Klungkung
	202.493
	6.933
	1.166
	348
	256
	-
	211.196

	7
	Bangli
	204.857
	2.573
	396
	303
	154
	-
	208.283

	8
	Karangasem
	414.886
	18.174
	390
	442
	268
	-
	434.160

	9
	Buleleng
	595.135
	53.130
	3.492
	2.225
	1402
	22
	655.406

	
	BALI
	
	
	
	
	
	
	

	
	2012
	3.398.578
	392.854
	23.209
	45.518
	40.565
	233
	3.900.957

	
	2011
	3.347.558
	389.063
	23.030
	45.315
	37.588
	196
	3.842.750

	
	2010
	2.800.466
	327.335
	19.265
	37.681
	32.707
	160
	3.217.614

	
	2009
	2.253.374
	265.607
	15.500
	33.917
	28.207
	124
	2.596.729

	
	2008
	1.706.628
	215.107
	13.000
	30.153
	26.680
	84
	1.991.652


	    Sumber: Bali Membangun 2013

	Tabel 2.6
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan

	Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012

	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	
	
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah
	Persentase
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tidak/Belum Pernah Sekolah
	44.277
	31,48
	96.369
	68,52
	140.646

	2
	Tidak/Belum Tamat SD
	127.384
	46,50
	146.581
	53,50
	273.965

	3
	Sekolah Dasar
	246.387
	49,49
	251.473
	50,51
	497.860

	4
	SLTP Umum
	180.845
	55,71
	143.760
	44,29
	324.605

	5
	SLTP Kejuruan
	15.442
	68,84
	6.989
	31,16
	22.431

	6
	SMU
	282.404
	62,39
	170.254
	37,61
	452.658

	7
	SMK
	161.716
	60,89
	103.858
	39,11
	265.574

	8
	Diploma I/II
	38.691
	69,24
	17.188
	30,76
	55.879

	9
	Akademi/Diploma III
	24.837
	55,67
	19.775
	44,33
	44.612

	10
	S1/D IV
	102.275
	59,36
	70.031
	40,64
	172.306

	11
	Program S2/S3
	13.109
	72,14
	5.063
	27,86
	18.172

	TOTAL
	1.237.367
	54,54
	1.031.341
	45,46
	2.268.708


  Sumber: Buku Bali Membangun 2013
	Tabel 2.7

	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status

	Dalam Pekerjaan Utama Tahun 2012



	No.
	Status Dalam Pekerjaan Utama
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	
	
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah 
	Persentase
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Berusaha Sendiri
	130.554
	10,6
	164.334
	15,9
	294.888

	2
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar
	220.424
	17,8
	145.809
	14,1
	366.233

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar
	66.970
	5,4
	24.071
	2,3
	91.041

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Buruh/Karyawan
	604.577
	48,9
	369.431
	35,8
	974.008

	5
	Pekerja Bebas Pertanian
	28.345
	2,3
	31.651
	3,1
	59.996

	6
	Pekerja Bebas Non Pertanian
	113.727
	9,2
	35.804
	3,5
	149.531

	7
	Pekerja Tak Dibayar
	72.770
	5,9
	260.241
	25,2
	333.011

	TOTAL
	1.237.367
	100,0
	1.031.341
	100,0
	2.268.708

	
	
	
	
	
	


 Sumber: Buku Bali Membangun 2013
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat memfokuskan peninjauan terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. 

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perkembangan PDRB sektoral, inflasi, PDRB perkapita, indeks gini, pemerataan pendapatan, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.
1. Pertumbuhan ekonomi

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata merupakan modal dasar dalam menggerakan pembangunan di Provinsi Bali. Data menunjukan bahwa lebih dari 60% aktivitas ekonomi Bali disumbangkan oleh industri pariwisata dan lebih dari 80% oleh ekspor. Kontribusi sektor pertanian kurang dari 20%.  
Kinerja ekonomi Bali selama periode tahun 2008-2011 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang dihasilkan pada masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada tahun 2011, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp. 73,48 trilyun. Padahal di tahun 2008 nilai tambah yang tercipta baru mencapai sekitar Rp. 51,92 trilyun (Tabel 2.8). 
Nilai tambah yang tercipta di Bali termasuk dalam katagori cukup besar untuk ukuran provinsi kecil yang tidak memiliki sumberdaya alam dan migas. Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, PDRB Bali tercatat jauh lebih tinggi. Demikian pula dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di luar Pulau Jawa. 
Kondisi ini tidak terlepas dari aktivitas dan kinerja perekonomian Bali yang dibangun dengan sandaran industri pariwisatanya. Kendati demikian, nilai PDRB tersebut masih merupakan nilai yang dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga untuk melihat perubahan nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riiil) perlu dilihat perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan harga konstan tahun 2000.
Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi PDRB Provinsi Bali
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2008-2011

	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%

	1
	Pertanian
	9.884.823,25
	19,04
	11.326.122,99
	18,79
	12.097.348,42
	18,14
	12.743.484,83
	17,34

	2
	Pertambangan & penggalian
	345.115,94
	0,66
	387.916,96
	0,64
	466.486,73
	0,70
	539.564,45
	0,73

	3
	Industri pengolahan
	4.941.639,40
	9,52
	5.588.427,59
	9,27
	6.120.473,78
	9,18
	6.572.988,90
	8,95

	4
	Listrik,gas & air bersih
	1.059.089,06
	2,04
	1.163.778,95
	1,93
	1.263.308,88
	1,89
	1.429.611,41
	1,95

	5
	Konstruksi
	2.567.714,13
	4,93
	2.760.100,13
	4,58
	3.033.986,71
	4,55
	3.440.423,58
	4,68

	6
	Perdagangan, hotel & restoran
	14.712.079,18
	28,34
	17.868.607,67
	29,64
	20.016.062,16
	30,01
	22.499.946,97
	30,62

	7
	Pengangkutan & komunikasi
	6.681.550,41
	12,87
	8.194.713,71
	13,59
	9.628.024,27
	14,44
	10.626.582,66
	14,46

	8
	Keuangan, sewa,  & jasa perusahaan
	3.892.258,62
	7,50
	4.234.063,20
	7,02
	4.548.558,14
	6,82
	4.946.582,66
	6,73

	9
	Jasa-jasa
	7.841.860,35
	15,50
	8.768.508,14
	14,54
	9.516.349,04
	14,27
	10.678.976,68
	14,53

	
	PDRB
	51.916.170,34
	100
	60.292.239,32
	100
	66.690.598,13
	100
	73.478.162,14
	100


 Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Tabel 2.9
    Nilai dan Kontribusi PDRB Provinsi Bali

       Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Sektor Tahun 2008-2011

	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%
	(Juta Rp)
	%

	1
	Pertanian
	5.342.525,44
	20,62
	5.645.784,85
	20,69
	5.745.218,98
	19,89
	5.873.306,31
	19,10

	2
	Pertambangan & penggalian
	150.066,76
	0,58
	157.971,73
	0,58
	188.664,53
	0,65
	208.488,02
	0,68

	3
	Industri pengolahan
	2.625.515,32
	10,13
	2.768.110,35
	10,14
	2.936.448,09
	10,17
	3.027.992,41
	9,85

	4
	Listrik,gas & air bersih
	391.914,95
	1,51
	410.371,98
	1,50
	438.590,34
	1,52
	470.830,61
	1,53

	5
	Konstruksi
	1.057.821,07
	4,08
	1.067.443,02
	3,91
	1.146.121,48
	3,97
	1.236.386,67
	4,02

	6
	Perdagangan, hotel & restoran
	8. 148.209,54
	31,45
	8.656.017,41
	31,72
	9.209.066,19
	31,89
	10.005.651,57
	32,53

	7
	Pengangkutan & komunikasi
	2.870.113,59
	11,08
	3.016.617,21
	11,05
	3.190.556,74
	11,05
	3.380.964,69
	10,99

	8
	Keuangan, sewa,  & jasa Perusahaan
	1.850.585,81
	7,14
	1.899.187,64
	6,96
	2.041.019,60
	6,96
	2.167.882,16
	7,05

	9
	Jasa-jasa
	3.473.574,06
	13,41
	3.669.441,42
	13,45
	3.985.000,25
	13,80
	4.382.171,61
	14,25

	
	PDRB
	25.910.325,54
	100
	27,290,945.61
	100
	28.880.686,20
	100
	30.753.674,05
	100


 Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Selama tahun 2011, total nilai tambah berdasarkan PDRB berlaku terbesar yang tercipta bagi ekonomi Bali disumbangkan sektor tersier (terutama jasa-jasa) senilai Rp. 48,75 trilyun (66,35%). Penyumbang berikutnya adalah sektor primer (terutama pertanian) senilai Rp. 13,28 trilyun (18,08%) dan sektor sekunder (terutama industri pengolahan) senilai Rp. 11,44 trilyun (15,57%).

Dari data ini dapat dilihat bahwa dominasi sektor tersier yang berbasiskan jasa-jasa (services) pendukung pariwisata Bali merupakan kekuatan perekonomian Provinsi Bali. Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita”  (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya. 
Sementara itu, nilai tambah riil berdasarkan PDRB harga konstan yang tercipta bagi ekonomi Bali menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama periode tahun 2008-2011 (Tabel 2.9). PDRB Bali atas dasar harga konstan mencapai Rp. 25,91 trilyun pada tahun 2008, namun pada tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp. 30,75 trilyun.

Tabel 2.10
Persentase Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga                            Konstan Tahun 2000 Menurut Sektor Tahun  2008-2011 
	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011
	Rata-rata

	1
	Pertanian
	2,36
	5,68
	1,76
	2,23
	3,01

	2
	Pertambangan & penggalian
	6,88
	5,27
	19,43
	10,51
	10,53

	3
	Industri pengolahan
	7,09
	5,43
	6,08
	3,12
	5,43

	4
	Listrik,gas & air bersih
	6,36
	4,71
	6,88
	7,35
	6,33

	5
	Konstruksi
	11,78
	0,91
	7,37
	7,88
	6,99

	6
	Perdagangan, hotel & restoran
	8,16
	6,24
	6,39
	8,65
	7,36

	7
	Pengangkutan & komunikasi
	8,20
	5,09
	5,77
	5,97
	6,26

	8
	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan
	3,23
	2,63
	7,47
	6,22
	4,89

	9
	Jasa-jasa
	3,84
	5,64
	8,60
	9,97
	7,02

	
	PDRB
	5,97
	5,33
	5,83
	6,49
	5,91


     Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Tabel 2.11
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2011 
	No
	Kabupaten/Kota 


	2008
	2009
	2010
	2011
	Rata -rata

	1
	Jembrana
	5,05
	4,82
	4,57
	5,61
	5,02

	2
	Tabanan
	5,22
	5,44
	5,68
	5,82
	5,54

	3
	Badung
	6,91
	6,39
	6,48
	6,69
	6,62

	4
	Gianyar
	5,90
	5,93
	6,04
	6,76
	6,16

	5
	Klungkung
	5,07
	4,92
	5,43
	5,81
	5,31

	6
	Bangli
	4,02
	5,71
	4,97
	5,84
	5,14

	7
	Karangasem
	5,07
	5,01
	5,09
	5,19
	5,09

	8
	Buleleng
	5,84
	6,10
	5,85
	6,11
	5,98

	9
	Denpasar
	6,83
	6,53
	6,57
	6,77
	6,68

	
	Provinsi Bali
	5,97
	5,33
	5,83
	6,49
	5,91


     Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Seperti disajikan pada Tabel 2.10, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) meningkat lebih cepat. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,23% pada tahun 2011 dan PHR tumbuh sebesar 8,65% setelah sebelumnya tumbuh 1,76% dan 6,39%. Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 4,32%, peternakan naik sebesar 0,87% dan sektor kehutanan naik sebesar 7,31%. Peningkatan pada sektor pertanian disebabkan pula karena dukungan dari faktor cuaca yang cukup baik sehingga produksi hasil pertanian dapat ditingkatkan.


Sementara itu, laju pertumbuhan tertinggi ditahun 2011 terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,51%. Pemicu dari kenaikan laju pertumbuhan sektor ini adalah pada subsektor penggalian, karena tingginya permintaan akan bahan galian bagi pembangunan proyek atau infrastruktur di Bali sepanjang tahun 2011. Kendati pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian, namun bukan merupakan sumber pertumbuhan utama. Sumber pertumbuhan utama pada tahun 2011 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar 8,65%. Sumber pertumbuhan yang terus meningkat dari sektor PHR tidak terlepas dari kontribusinya yang terus meningkat setiap tahun. Gencarnya promosi kepariwisataan yang secara tidak langsung dilaksanakan melalui penyelenggaraan beberapa event internasional, keamanan yang cukup kondusif juga menjadi faktor peningkatan kontribusi dan pertumbuhan sektor PHR khususnya sektor pariwisata. Sedangkan pada sektor jasa-jasa, kenaikan laju pertumbuhannya sangat berhubungan erat dengan bertambahnya jumlah wisman yang datang ke Bali, terutama pada subsektor jasa hiburan dan rekreasi. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor-sektor pada kelompok sekunder bergerak naik selama tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. 


Pada kelompok sektor berbasis sekunder, yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan beberapa sektor mengalami kenaikan laju pertumbuhan di tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 dan ada pula yang mengalami penurunan. Demikian pula halnya pada kelompok sektor berbasis tersier, dimana kecenderungan kenaikan laju pertumbuhan dialami sektor-sektor pada kelompok ini. Khusus pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Bali hanya mampu tumbuh sebesar 8,65% ditahun 2011, padahal ditahun sebelumnya laju pertumbuhan sektor ini mencapai angka 6,39%. Selama periode tahun 2008-2011, ada enam sektor yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,91%. Keenam sektor itu adalah pertambangan dan penggalian sebesar 10,53%; listrik, gas dan air bersih sebesar 6,33%; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,36%; konstruksi sebesar 6,99%; pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,26% dan jasa-jasa sebesar 7,02%.
2. Inflasi

Seperti terlihat pada Tabel 2.12, perkembangan laju inflasi di Bali (Kota Denpasar) mengalami pasang surut. Selama periode tersebut, rata-rata laju inflasi di Bali mencapai 6,46%, berada di atas rata pertumbuhan ekonomi Bali itu sendiri sebesar 5,91%. Laju inflasi pada tahun 2008 mencapai 9,62%. Pada tahun selanjutnya inflasi turun kekisaran 4,37%. Namun pada tahun 2009, tekanan inflasi masih berada di atas nasional 2,78%. Inflasi tahun 2008 didorong oleh kenaikan harga terutama komoditi bahan makanan dan makanan menjadi sebesar masing-masing 16,40% dan 11,84%. Pada tahun 2008 ditengah berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dunia dan meningkatnya harga komoditas pangan di pasar internasional pada paruh pertama 2008, serta berbagai bencana di beberapa daerah yang menyebabkan produksi hasil-hasil pertanian terganggu (terutama bahan makanan) yang juga menyebabkan angka inflasi nasional meningkat menjadi 11,06%. Pengaruh yang terjadi pada tingkat global maupun nasional turut memberi andil terhadap pergerakan laju inflasi di Bali.  
Pada tahun 2009, inflasi kembali turun, tidak melampaui target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 4,50%, dan Pemerintah Daerah Bali sebesar 5 ± 1%. Selain itu, menurunnya laju inflasi sepanjang tahun 2009, terutama dipengaruhi oleh rendahnya laju inflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan dan komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah dibandingkan tahun 2008. Pergerakan melandainya inflasi di Bali pada tahun 2009 ternyata tidak berlanjut di tahun 2010. Bahkan di tahun 2010 bisa dikatakan sebagai tahunnya kenaikan harga barang dan jasa, yang ditandai dari tingginya inflasi hingga mencapai 8,10%, lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 6,96%. Tingginya inflasi di Bali sepanjang tahun 2010 terutama disumbangkan oleh kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 18,32%, serta kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 10,20%. Disamping itu, tingginya laju inflasi selama tahun 2010, baik di Bali maupun secara nasional, jika dibandingkan tahun sebelumnya lebih diakibatkan oleh pengaruh meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional sejalan dengan terjadinya anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan pasokan dan distribusi bahan pangan serta enegi yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi sehingga berdampak pada perkembangan harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. 

Pada tahun 2011, inflasi berada pada kisaran 3,75%. Sumbangan tertinggi terjadi pada komoditi sandang yang mencapai 6,23%. Sementara komoditi yang sebelumnya menjadi pemicu inflasi, yaitu komoditi bahan makanan dan makanan jadi, pada tahun 2011 hanya mengalami inflasi pada kisaran 3,49% dan 5,92%. Jika diperhatikan dalam rentang waktu 2008-2011 penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan inflasi terutama disebabkan karena berfluktuasinya komoditi bahan makanan dan makanan jadi. Sebagai komoditi pokok, yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan atau suplai karena permintaan untuk kedua komoditi ini akan terus meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Kelangkaan yang biasanya disebabkan selain oleh permintaan yang tinggi dapat pula disebabkan karena pasokan yang terganggu antara lain akibat terganggunya jalur transportasi dan produksi yang menurun akibat cuaca yang kurang mendukung. 
Tabel 2.12 
Persentase Laju Inflasi di Bali Menurut Kelompok Pengeluaran
	NO
	Kelompok Pengeluaran
	2008
	2009
	2010
	2011
	Rata-rata  

	1
	Bahan Makanan
	16,40
	7,29
	18,32
	3,49
	11,37

	2
	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
	11,84
	8,81
	10,20
	5,92
	9,19

	3
	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
	8,07
	4,63
	7,31
	4,13
	6,03

	4
	Sandang
	6,41
	3,59
	2,92
	6,23
	4,78

	5
	Kesehatan
	1,63
	19,16
	1,13
	2,41
	6,08

	6
	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
	6,80
	-1,69
	4,57
	1,08
	2,69

	7
	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
	7,15
	-2,89
	0,25
	2,39
	1,72

	Inflasi Bali (Kota Denpasar)
	9,62
	4,37
	8,10
	3,75
	6,46


      Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
3. PDRB per Kapita Bali

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Dalam konteks Bali, akselerasi laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan penduduk ternyata juga berpengaruh terhadap PDRB perkapita. Pada tahun 2012, PDRB perkapita Provinsi Bali atas dasar harga berlaku mencapai Rp 20,74 juta per tahun atau masih di bawah angka nasional yang mencapai Rp 30,81 juta per tahun. Bahkan realisasi PDRB per kapita Bali di tahun 2011 tidak melampaui target yang ditentukan dalam KUA Bali sebesar Rp 19,40 juta per tahun. 

Tidak terpenuhinya target ini, salah satunya dikarenakan terjadinya kenaikan laju pertumbuhan penduduk. Kalau dalam target KUA Bali 2011 diasumsikan laju pertumbuhan penduduk 1% per tahun, maka realisasi laju pertumbuhan penduduk yang terjadi mencapai 1,55% per tahun. Kendati demikian, jika dibandingkan tahun 2010, PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 7,94%. Relatif kecilnya kenaikan ini pada sisi lain, mengindikasikan bahwa tingkat atau laju produktivitas per orang mengalami perlambatan. Selama periode tahun 2008-2011 rata-rata PDRB perkapita Bali atas dasar harga berlaku mencapai Rp 16.330.792,72 per tahun. 
Pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan pencapaian produktivitas dicapai dengan manfaat teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai lebih. Pada bagian lain, PDRB perkapita Bali atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan sebesar 4,32% dari Rp. 7,42 juta pertahun pada tahun 2010 menjadi Rp 7,74 juta pertahun pada tahun 2011. Namun laju peningkatan ini relatif masih lebih rendah dari laju peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. Selama periode 2008-2011, rata rata PDRB perkapita Bali atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 7,31 juta pertahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.13.
              Tabel 2.13 
       Indikator Agregat PDRB Provinsi Bali 

	No     
	Indikator             
	Tahun
	Rata-rata

	
	
	2008
	2009
	2010 
	2011
	

	1
	PDRB Harga Berlaku (juta Rp)
	51.916.170,34
	60.292.239,32
	66.690.598,13
	73.478.161,87
	63.094.292,41

	2
	PDRB Harga Konstan (juta Rp)
	25.910.325,54
	27.290.945,61
	28.880.686,20
	30.753.674,05
	28.208.907,85

	3
	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)
	3.738.730
	3.817.447
	3.890.757
	3.971.257
	3.854.548

	4
	PDRB perkapita Harga Berlaku (Rp)
	13.886.004,28
	15.793.864,15
	17.140.777,01
	18.502.485,45
	16.330.782,72

	5
	PDRB perkapita Harga Konstan (Rp)
	6.930.247,85
	7.149.004,46
	7.422.896,42
	7.744.061,53
	7.311.552,56


       Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Dengan pertumbuhan ekonomi Bali 6,49% pada tahun 2011, dan pertumbuhan penduduk 2,05% pertahun pada periode tahun 2007-2011 (data BPS Provinsi Bali), maka kenaikan PDRB perkapita Bali atas dasar harga berlaku sebesar 7,94% dianggap masih baik karena produktivitas yang dicapai masih lebih baik dari ambang batas 4,44%. Ambang batas adalah angka laju pertumbuhan ekonomi dikurangi angka laju pertumbuhan penduduk per tahun. Namun kenaikan PDRB per kapita Bali atas dasar harga konstan sebesar 4,32% belum ideal karena lebih rendah dari ambang batas. Akan tetapi besaran ini menunjukan bahwa penduduk Bali secara rata-rata tidak bertambah miskin setiap tahunnya.
4. Distribusi Pendapatan
Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan, umumnya digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Kedua indikator tersebut, menghitung berapa persen bagian dari total pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima oleh penduduk pada masing-masing golongan pendapatan.
Berdasarkan hasil Susenas 2011 (Tabel 2.14) menunjukan bahwa secara umum, kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,3820. Namun demikian angka kesenjangan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana indeks gini hanya mencapai 0,3195 dan bahkan pada Tahun 2009 Gini Ratio Bali mencapai 0,2907. Kondisi ini sering terjadi dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya memang akan diikuti oleh melebarnya kesenjangan pendapatan. Kondisi melebarnya kesenjangan pendapatan di tahun 2011, juga tercermin dari hitungan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia (Tabel 2.15). Pada tahun 2009, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 22,15% total pendapatan, sedangkan di tahun 2010 mereka hanya menerima 20,75%. Untuk tahun 2011 kesenjangan kembali terjadi dengan menurunnya kembali porsi 40% penduduk berpendapatan rendah yang hanya menjadi 17,20%. Namun demikian, kesenjangan yang terjadi masih bisa dikatakan relatif rendah karena besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah, masih melebihi 17 persen total pendapatan. 
Disamping itu, hasil penghitungan dengan menggunakan Kriteria Bank Dunia adalah kondisi dimana persentase peningkatan penerimaan pendapatan ditahun 2011 hanya terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi, sementara 40% penduduk berpendapatan sedang juga mengalami penurunan seperti halnya yang dialami oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan sektor tersier menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding yang diciptakan oleh sektor primer di Provinsi Bali. 

Tabel 2.14  
Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2011
	No


	Kabupaten/Kota 
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Kabupaten Jembrana
	0,2583
	0,2369
	0,2575
	0,4020

	2
	Kabupaten Tabanan
	0,2437
	0,2525
	0,2596
	0,3648

	3
	Kabupaten Badung
	0,2673
	0,2273
	0,2864
	0,3385

	4
	Kabupaten Gianyar
	0,2788
	0,2487
	0,2717
	0,3279

	5
	Kabupaten Klungkung
	0,2876
	0,2872
	0,2857
	0,3777

	6
	Kabupaten Bangli
	0,2365
	0,2263
	0,2217
	0,2678

	7
	Kabupaten Karangasem
	0,2083
	0,2147
	0,2325
	0,2916

	8
	Kabupaten Buleleng
	0,2485
	0,2612
	0,2557
	0,3434

	9
	Kota Denpasar
	0,2661
	0,2652
	0,2949
	0,3399

	
	Provinsi Bali
	0,3104
	0,2907
	0,3195
	0,3820


          Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Tabel 2.15  
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 

  per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009–2011
	  No


	Kabupaten/Kota 
	Distribusi Pendapatan

	
	
	40% Penduduk Pendapatan Rendah
	40% Penduduk Pendapatan Sedang
	20% Penduduk Pendapatan Tinggi

	
	
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011

	1
	Kabupaten Jembrana
	25,44
	24,12
	18,17
	38,96
	38,98
	31,56
	35,60
	36,90
	50,27

	2
	Kabupaten Tabanan
	24,42
	24,41
	18,59
	39,41
	38,15
	35,82
	36,17
	37,44
	45,39

	3
	Kabupaten Badung
	25,49
	22,26
	19,20
	40,43
	39,27
	38,50
	34,08
	38,47
	42,30

	4
	Kabupaten Gianyar
	25,15
	23,84
	20,26
	38,44
	37,57
	37,44
	36,41
	38,59
	42,30

	5
	Kabupaten Klungkung
	22,06
	22,80
	17,37
	39,84
	37,79
	37,22
	38,11
	39,41
	45,41

	6
	Kabupaten Bangli
	25,51
	25,83
	23,82
	40,66
	40,57
	38,57
	33,83
	33,60
	37,62

	7
	Kabupaten Karangasem
	26,11
	25,24
	22,12
	41,35
	40,29
	38,63
	32,54
	34,47
	39,25

	8
	Kabupaten Buleleng
	24, 07
	24,23
	20,10
	39,10
	39,01
	35,73
	36,82
	36,77
	44,17

	9
	Kota Denpasar
	23,73
	22,10
	18,67
	38,96
	38,29
	39,86
	37,31
	39,61
	41,47

	
	Provinsi Bali
	22,15
	20,75
	17,20
	38,75
	37,52
	36,38
	39,10
	41,73
	46,42


 Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
5. Indeks Ketimpangan Regional
Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional/Indeks Ketimpangan Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Williamson antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Williamson mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Williamson mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Secara umum dari tahun 2008 – 2012, kesenjangan pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung meningkat, namun masih dalam kategori rendah. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2012 sebesar 0,36 , meningkat dari tahun 2009 – 2011 masing – masing sebesar 0,35 dan dari tahun 2008 sebesar 0,34. Kondisi ini disebabkan oleh realita ketimpangan potensi ekonomi, infrastruktur dan investasi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi dan infrastruktur yang lebih memadai cenderung terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan (SARBAGITA), sehingga mendorong terjadinya migrasi penduduk yang produktif ke wilayah tersebut dan selanjutnya berdampak kepada tidak optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah di wilayah Bali lainnya.

6. Persentase Kemiskinan
A.  Persentase Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS terlihat bahwa persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun seperti terlihat pada Tabel 2.16 yaitu dari 6,17% pada tahun 2008 menjadi 3,95% pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi lain  terlihat bahwa secara nasional pada tahun 2012,  persentase penduduk di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 11,66% dan Provinsi Bali berada di urutan kedua paling rendah setelah DKI Jakarta (3,7%). Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan terlihat lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan namun bila persentase penduduk miskin dikalikan dengan jumlah penduduk masing-masing tahun dan dipilah berdasarkan desa dan kota terlihat bahwa jumlah penduduk kota yang miskin lebih banyak dibanding penduduk desa. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, persentase penduduk yang berada di perkotaan (60,21%) lebih banyak dibanding di pedesaan (39,79%).
Tabel 2.16
Persentase dan Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012

	
Tahun
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
	Persentase Penduduk Miskin

	
	Kota
	Desa
	Kota+Desa
	Kota
	Desa
	Kota+Desa

	2008
	115,1
	100,7
	215,7
	5,70
	6,81
	6,17

	2009
	92,1
	89,7
	181,7
	4,50
	5,98
	5,13

	2010
	83,6
	91,3
	174,9
	4,04
	6,02
	4,88

	2011
	100,8
	82,3
	183,1
	4,20
	5,17
	4,59

	2012
	93,2
	67,7
	161,0
	3,81
	4,17
	3,95


  Sumber: BPS Prov. Bali (Susenas 2008-2012)
  Keterangan: 

1) Data tahun 2008-2010 adalah hasil Susenas bulan Maret sedangkan data tahun 2011 dan 2012 adalah hasil Susenas bulan September.
2) Sebelum tahun 2011 BPS hanya melakukan pengumpulan data 1 kali/tahun dan pada Tahun 2011 dan 2012 BPS melakukan pengumpulan data 2 kali dalam satu tahun yaitu Maret dan September.

3) Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 kelihatan meningkat dibanding tahun 2010 karena pada tahun 2011, persentase penduduk miskin dikalikan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 yang jumlahnya amat meningkat dari estimasi penduduk sebelumnya.
Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012

	No
	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	1
	Jembrana
	7,97
	6,80
	8,11
	6,56
	Belum ada

	2
	Tabanan
	6,92
	4,99
	6,96
	5,62
	Belum ada

	3
	Badung
	3,28
	3,28
	3,23
	2,62
	Belum ada

	4
	Denpasar
	2,19
	2,20
	2,21
	1,79
	Belum ada

	5
	Gianyar
	6,61
	5,76
	6,68
	5,40
	Belum ada

	6
	Klungkung
	7,03
	5,23
	7,58
	6,10
	Belum ada

	7
	Bangli
	6,12
	5,18
	6,41
	5,16
	Belum ada

	8
	Karangasem
	7,67
	6,37
	7,95
	6,43
	Belum ada

	9
	Buleleng
	7,45
	5,95
	7,35
	5,93
	Belum ada

	
	Provinsi Bali
	6,17
	5,13
	4,88
	4,59
	3,95

	
	Indonesia (Nasional)
	15,42
	14,15
	13,33
	12,49
	-


Sumber: BPS Provinsi Bali (Susenas 2008-2012)

Pada Tabel 2.17 disajikan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota. Terlihat bahwa dua kabupaten/kota yang berada dibawah rata-rata Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sedangkan kabupaten lainnya  berada di atas rata-rata provinsi.

B. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08) yang dilaksanakan oleh BPS, jumlah rumah tangga sangat sangat miskin, miskin dan hampir miskin  di Provinsi Bali masing-masing berjumlah 84.653, 19.168, dan 30.983 rumah tangga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134.804 rumah tangga. Bila dilihat per kabupaten/kota, kebanyakan rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berada di Kabupaten Buleleng dan Karangasem (Tabel 2.18). Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia kembali melaksanakan pendataan pada sekitar 40% penduduk yang berpenghasilan paling rendah di semua provinsi, dimana pendataannya dilaksanakan oleh BPS. Tujuan dari pendataan tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang hampir miskin, misalnya pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ketika ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk Provinsi Bali jumlahnya adalah 194.588 rumah tangga yang terdiri dari 41.232 RT sangat miskin (21,2%), 76.681 RT miskin (39,4%) dan 76.675 RT hampir miskin (39,4%) seperti disajikan pada Tabel 2.19. Jumlah rumah tangga secara keseluruhan pada tahun 2011 (pada saat pendataan) adalah 1.028.253 rumah tangga. Dengan demikian, proporsi penduduk yang didata sebagai penduduk paling miskin, miskin dan hampir miskin di Provinsi Bali adalah 18,92%. Hal ini disebabkan karena dilakukan penyesuaian berdasarkan persentase penduduk miskin per provinsi yang berarti penduduk miskin yang didata di provinsi lain ada yang lebih dari 40%, bahkan bisa sampai 60%. Daftar 194.588 rumah tangga atau 841.230 jiwa tersebut tersedia berdasarkan nama dan alamat dalam bentuk buku (hard copy) maupun file elektronik di Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali dengan alamat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.

Bila dilihat jumlah rumah tangga miskin berdasarkan pendataan pada tahun 2008 dengan tahun 2011 terlihat bahwa rumah tangga paling miskin berkurang sebanyak 51% yaitu  dari 84.653 rumah tangga menjadi 41.232 rumah tangga. Penurunan yang sangat drastis tersebut kemungkinan disebabkan karena kombinasi antara berkurangnya penduduk miskin pada kurun waktu tersebut dan karena cara pengukuran yang berbeda.

Bila dilihat jumlah rumah tangga paling miskin berdasarkan pendataan pada tahun 2008 dengan tahun 2011 terlihat bahwa rumah tangga paling miskin berkurang sebanyak 51% yaitu  dari 84.653 rumah tangga menjadi 41.232 rumah tangga. Penurunan yang sangat drastis tersebut kemungkinan disebabkan karena kombinasi antara berkurangnya penduduk miskin pada kurun waktu tersebut dan karena cara pengukuran yang berbeda.

Bila dibandingkan dengan pendataan pada tahun 2006, rumah tangga paling miskin di Bali berjumlah 44.507, kelompok miskin sebanyak 70.705 dan kelompok hampir miskin sebanyak 31.832. Bila dibandingkan ketiga data tersebut (2006, 2008 dan 2011) maka jumlah rumah tangga paling miskin pada tahun 2011 agak mirip dengan data tahun 2006 yaitu sebanyak 41.232 RT pada tahun 2011 dan 44.507 pada tahun 2006, atau terjadi penurunan sebanyak 3.275 RT atau sebanyak 7,3%.
Tabel 2.18
Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kriteria Kemiskinan 
per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2008

	Kabupaten/Kota
	Kelompok

	
	Sangat Miskin
	Miskin
	Hampir Miskin
	Jumlah

	Jembrana
	2.527
	959
	2.241
	5.727

	Tabanan
	5.962
	2.716
	2.946
	11.624

	Badung
	2.035
	876
	915
	3.826

	Gianyar
	4.023
	1.425
	2.061
	7.509

	Klungkung
	6.334
	700
	954
	7.988

	Bangli
	9.287
	2.056
	2.108
	13.451

	Karangasem
	24.133
	3.799
	7.989
	35.921

	Buleleng
	28.969
	5.736
	10.482
	45.187

	Denpasar
	1.383
	901
	1.287
	3.571

	BALI

(%)
	84.653
(62,80%)
	19.168
(14,22%)
	30.983
(22,98%)
	134.804
(100%)


     Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah dari PPLS08)
Tabel 2.19
Rumah Tangga Miskin Menurut Kriteria Kemiskinan per Kabupaten/Kota di  Provinsi Bali Tahun 2011 yang Diambil dari 18,92% Rumah Tangga Termiskin

	Kab/Kota
	Jumlah Rumahtangga
	Jumlah individu

	
	Klp I

(Paling Miskin)
	Klp II

(Miskin)

	Klp III

(Hampir Miskin)
	Jumlah


	Klp I

(Paling Miskin)
	Klp II

(Miskin)

	Klp III

(Hampir Miskin)
	Jumlah



	Jembrana
	4.331
	4.412
	4.411
	13.154
	18.589
	14.715
	14.527
	47.831

	Tabanan
	5.540
	8.812
	8.810
	23.162
	27.771
	37.743
	31.533
	97.047

	Badung
	3.089
	5.117
	5.117
	13.323
	14.895
	23.790
	22.342
	61.027

	Gianyar
	5.428
	10.225
	10.224
	25.877
	31.535
	50.857
	44.886
	127.278

	Klungkung
	2.663
	4.391
	4.391
	11.445
	14.626
	17.637
	14.196
	46.459

	Bangli
	2.401
	5.218
	5.218
	12.837
	14.036
	22.662
	18.437
	55.135

	Karangasem
	5.630
	11.622
	11.621
	28.837
	33.575
	50.424
	38.830
	122.829

	Buleleng
	8.422
	21.481
	21.481
	51.384
	49.740
	94.701
	77.045
	221.486

	Denpasar
	3.728
	5.403
	5.402
	14.533
	16.793
	22.852
	22.493
	62.138

	Bali
	41.232
	76.681
	76.675
	194.588
	221.560
	335.381
	284.289
	841.230

	Persentase (%)
	21,2
	39,4
	39,4
	100,0
	26,3
	39,9
	33,8
	100,0


Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diolah dari data Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011)
Keterangan: Pada tahun 2011 di seluruh Indonesia dilakukan pendataan pada 40% penduduk berpenghasilan terbawah (secara rata-rata). Untuk Provinsi Bali, jumlah RT secara keseluruhan pada tahun 2011 (pada saat pendataan) adalah 1.028.253 rumahtangga. Dengan demikian, proporsi penduduk yang didata sebagai penduduk paling miskin, miskin dan hampir miskin adalah 18,92%.
7. Angka Kriminalitas 

Angka kriminalitas merupakan jumlah kasus yang ditangani/terdaftar selama 1 (satu) tahun terhadap 10.000 penduduk di Provinsi Bali. Kasus kriminal yang terjadi dan telah ditangani di wilayah Polda Bali terdiri dari kasus penculikan, kasus pembunuhan, kasus penganiayaan, kasus pencurian, kasus pemerasan, kasus penggelapan, dan kasus lainnya. Berdasarkan data dari Polda Bali jumlah kasus kriminalitas dari tahun 2008 s/d tahun 2011 relatif tidak menunjukan kenaikan yang signifikan.
Penurunan kasus kriminalitas terjadi pada kasus penculikan, pembunuhan dan pemerasan. Pada tahun 2010 kasus penculikan sebanyak 6 kasus dan turun menjadi 3 kasus pada tahun 2011. Kasus pembunuhan pada tahun 2010 sebanyak 17 kasus turun pada tahun 2011. Demikian pula pada kasus pemerasan pada tahun 2010 sebanyak 44 kasus turun menjadi 30 kasus pada tahun 2011, dan kasus kriminal lainnya dari 5.560 kasus pada tahun 2008 turun di tahun 2012 menjadi 5.362 kasus. 
Dilihat dari data angka kriminalitas di Provinsi Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2011 sangat berfluktuasi, dimana angka kriminal pada tahun 2008 sebesar 21, pada tahun 2009 menjadi 22, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 16 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi sebesar 21, seperti terlihat pada Tabel 2.20. 
Tabel. 2.20
Angka Kriminalitas di Provinsi Bali

	Tahun
	Pencu-likan
	Pembu-nuhan
	Pengani-ayaan
	Pencu-rian
	Pemera-san
	Pengge-lapan
	Lain-lain
	Jumlah Kasus
	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

	2008
	2 
	19 
	512
	1366 
	60 
	542 
	5560 
	8061
	21

	2009
	6 
	12 
	633 
	1520 
	36 
	498 
	5796 
	8501
	22

	2010
	6
	17 
	566 
	1649 
	44 
	486 
	3311 
	6079
	16

	2011
	3 
	12
	675 
	1516 
	30 
	521 
	5362 
	8119
	21


   Sumber: Polda Bali
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, dapat dilakukan melalui analisa kinerja yang difokuskan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Beberapa indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.
1.  Angka Melek Huruf (AMH)
Berdasarkan data BPS tahun 2011, perkembangan angka melek huruf (AMH) di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir terus meningkat dari 86,94% di tahun 2008 menjadi 89,17% di tahun 2011. Perkembangan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka angka melek huruf Bali tergolong relatif lebih rendah dibanding AMH nasional yang sudah menyentuh level 90% ke-atas. 

Secara nasional AMH Provinsi Bali menduduki peringkat ke-27, peringkat ini masih cukup jauh dengan rata-rata nasional. Namun demikian jika dibandingkan dengan provinsi tetangga maka Provinsi Bali masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angka Melek Huruf Provinsi NTT mencapai 88,59%, Jawa Timur (88,52%) dan NTB sebesar 83,24%. Meskipun angka melek huruf di Provinsi Bali lebih rendah dari nasional tetapi dari segi perkembangan kecepatan keberhasilan program pendidikan masih lebih tinggi di Provinsi Bali. Hal ini dapat ditunjukan dengan tingginya reduksi shortfall, seperti terlihat pada Tabel 2.21. Pada periode 2008-2010, kecepatan pembangunan pendidikan dari sisi angka melek huruf di Provinsi Bali mencapai 3,34% sedangkan nasional mencapai 3,04%. Begitu pula pada periode 2009-2011 dimana capaian Provinsi Bali sebesar 3,90%, sedangkan nasional sebesar 2,11%. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa program-program pendidikan yang dikembangkan telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan angka melek huruf masyarakat Provinsi Bali.
Tabel 2.21
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota se-Bali

	 No


	Kabupaten/Kota 
	Tahun
	Reduksi shortfall

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2008-2010
	2009-2011
	2008-2011

	1
	Kabupaten Jembrana
	88,96
	89,60
	89,82
	90,69
	2,80
	3,24
	2,50

	2
	Kabupaten Tabanan
	89,15
	89,31
	89,62
	90,82
	2,07
	3,76
	2,49

	3
	Kabupaten Badung
	92,16
	92,29
	92,92
	92,96
	3,11
	2,95
	2,17

	4
	Kabupaten Gianyar
	85,00
	85,40
	85,72
	86,81
	2,20
	3,10
	2,29

	5
	Kabupaten Klungkung
	80,98
	81,10
	82,09
	82,39
	2,42
	2,61
	1,95

	6
	Kabupaten Bangli
	82,11
	82,23
	83,80
	85,64
	3,08
	4,38
	2,70

	7
	Kabupaten Karangasem
	72,14
	72,27
	72,40
	74,12
	0,96
	2,58
	1,92

	8
	Kabupaten Buleleng
	87,60
	87,84
	88,46
	88,63
	2,63
	2,54
	2,02

	9
	Kota Denpasar
	97,14
	97,27
	97,33
	97,49
	2,56
	2,85
	2,31

	
	Provinsi Bali
	86,94
	87,22
	88,40
	89,17
	3,34
	3,90
	2,57

	
	Indonesia
	92,19
	92,58
	92,91
	92,91
	3,04
	2,11
	2,10


Sumber: BPS Provinsi Bali (2012)
2.  Rata-Rata Lama Sekolah 
Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mencapai 8,35 tahun atau setara dengan sekolah kelas tiga SLTP namun tidak tamat. Sedangkan untuk rata-rata nasional pada tahun 2011 baru mencapai 7,94 tahun atau baru duduk dikelas dua SLTP. Capaian yang cukup menggembirakan lainnya ditunjukan dengan tingginya tingkat perkembangan (reduksi shortfall) rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan nasional. Selama kurun waktu 2008-2011 tingkat perkembangan rata-rata  lama sekolah di Provinsi Bali mencapai 2,04 tahun sedangkan untuk tingkat nasional mencapai 1,84 tahun (Tabel 2.22).

Tabel 2.22   
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Bali 

	 No


	Kabupaten/Kota 
	Tahun
	Reduksi shortfall

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2008-2010
	2009-2011
	2008-2011

	1
	Kabupaten Jembrana
	7,60
	7,65
	7,80
	7,81
	1,61
	1,45
	1,40

	2
	Kabupaten Tabanan
	7,78
	7,84
	8,00
	8,37
	1,74
	2,73
	2,02

	3
	Kabupaten Badung
	9,11
	9,18
	9,38
	9,45
	2,13
	2,15
	1,79

	4
	Kabupaten Gianyar
	7,94
	8,03
	8,07
	8,37
	1,38
	2,20
	1,82

	5
	Kabupaten Klungkung
	7,02
	7,03
	7,11
	7,35
	1,02
	1,99
	1,59

	6
	Kabupaten Bangli
	6,50
	6,52
	6,63
	6,66
	1,25
	1,30
	1,23

	7
	Kabupaten Karangasem
	5,37
	5,41
	5,81
	5,82
	2,13
	2,08
	1,68

	8
	Kabupaten Buleleng
	6,89
	7,09
	7,29
	7,36
	2,22
	1,83
	1,80

	9
	Kota Denpasar
	10,47
	10,49
	10,65
	10,70
	1,96
	2,16
	1,71

	
	Provinsi Bali
	7,73
	7,83
	8,21
	8,35
	2,57
	2,69
	2,04

	
	Indonesia
	7,47
	7,72
	7,92
	7,94
	2,43
	1,74
	1,84


 Sumber: BPS Provinsi Bali (2012)
Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cukup jauh perbedaanya. Bahkan ketiga Provinsi tetangga masih dibawah nasional sedangkan di Provinsi Bali sudah berada di atas nasional. Untuk Provinsi Jawa Timur capaian angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,34 tahun, NTB mencapai 6,99 tahun dan Provinsi NTT mencapai 6,97 tahun.

3. Kualitas Lulusan Sekolah Menengah

Berkaitan dengan kualitas lulusan SMP, SMA/SMK di Provinsi Bali, rata-rata nilai ujian akhir nasional mengalami penurunan dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.23a, Tabel 2.23b dan Tabel 2.23c. Pada tahun 2013, nilai ujian nasional tingkat SMP untuk kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng berada dibawah angka 6,0. Sedangkan nilai ujian nasional tingkat SMA yang berada di bawah angka 6,0 adalah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng. Nilai ujian nasional tingkat SMK di seluruh kabupaten/kota se-Bali rata-rata nilainya berada di atas angka 6,0. Bila dibandingkan dengan Nilai UN secara nasional, terlihat bahwa juga terjadi penurunan dari tahun 2011 sampai 2013 baik untuk tingkat SMP, SMA maupun SMK (Tabel 2.23a, 2.23b, 2.23c).
Tabel 2.23a  

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP per Kabupaten/Kota se-Bali 
	No


	Kabupaten/Kota


	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Jembrana
	7,71
	7,53
	6,45

	2
	Tabanan
	7,85
	7,64
	6,79

	3
	Badung
	8,38
	8,47
	6,70

	4
	Gianyar
	8,50
	8,19
	7,29

	5
	Klungkung
	8,26
	8,11
	6,59

	6
	Bangli
	7,98
	7,09
	5,26

	7
	Karangasem
	8,30
	8,21
	5,87

	8
	Buleleng
	7,64
	7,80
	5,33

	9
	Denpasar
	8,63
	9,72
	7,17

	
	Provinsi Bali
	8,14
	8,08
	6,38

	
	Nasional
	7,56
	7,48
	6,10



       Sumber: Disdikpora Provinsi Bali (2013)
Tabel 2.23b  

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA per Kabupaten/Kota se-Bali
	No


	Kabupaten/Kota


	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Jembrana
	8,05
	7,66
	5,88

	2
	Tabanan
	8,10
	8,16
	6,71

	3
	Badung
	8,37
	8,23
	7,46

	4
	Gianyar
	8,42
	8,28
	7,62

	5
	Klungkung
	8,32
	8,21
	7,33

	6
	Bangli
	8,10
	7,86
	5,68

	7
	Karangasem
	8,40
	8,12
	6,21

	8
	Buleleng
	7,98
	7,70
	5,74

	9
	Denpasar
	8,71
	8,46
	7,77

	
	Provinsi Bali
	8,32
	8,11
	6,84

	
	Nasional
	7,24
	7,33
	6,45


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali (2013)
Tabel 2.23c  

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMK per Kabupaten/Kota se-Bali
	No


	Kabupaten/Kota


	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Jembrana
	7,83
	7,46
	7,29

	2
	Tabanan
	7,83
	7,89
	7,50

	3
	Badung
	7,85
	8,02
	7,30

	4
	Gianyar
	8,36
	8,19
	8,07

	5
	Klungkung
	8,12
	7,96
	6,63

	6
	Bangli
	7,88
	7,86
	6,28

	7
	Karangasem
	7,80
	7,98
	6,89

	8
	Buleleng
	7,56
	7,58
	6,41

	9
	Denpasar
	8,15
	8,24
	7,18

	
	Provinsi Bali
	7,93
	7,91
	7,06

	
	Nasional
	7,29
	7,57
	6,57


Sumber: Disdikpora Provinsi Bali (2013)
4. Angka Partisipasi Kasar
Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu 5 (lima) tahun mencapai hasil cukup menggembirakan, terindikasi dari capaian angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C, mendapat nilai yang positif dan selalu lebih baik dari target nasional maupun dengan provinsi lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 99,41; 110,81; 111,56; 118,96; dan 116,7. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 77,95; 77,78; 76,69; 108,54; 103,51; dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 70,28; 82,18; 82,36; 85,31; 87,44.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dikatakan sangat tinggi, rata-rata hampir mendekati angka 100. Hal ini menunjukan bahwa aspek pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang telah dilakukan selama ini berhasil dengan baik, sehingga peningkatkan minat  masyarakat Bali dalam menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar menjadi sangat tinggi. Demikian pula dengan kondisi angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMA di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukan peningkatan yang signifikan. 

5. Angka Partisipasi Murni
Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.
Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. 
Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yaitu sebesar 95,53; 95,53; 102,19 dan 98,50. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu sebesar 67,50; 67,75; 84,50 dan 82,50; selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga menunjukan tren yang meningkat yaitu dari 55,04 pada tahun 2008, menjadi  57,14 pada tahun 2009, demikian seterusnya sampai dengan tahun 2012, yaitu sebesar 65,98.
6. Angka Kematian Bayi (AKB)
Menurunkan angka kematian anak adalah Target Keempat MDGs,  yaitu masing-masing, pada tahun 2015: a) menurunkan angka kematian neonatus; b) menurunkan angka kematian bayi menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup; c) menurunkan angka kematian balita menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup dan d) persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak (Bappenas, 2010). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007, angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Bali adalah 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) sedangkan pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, AKB di Provinsi Bali telah turun menjadi 29 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatus, angka kematian bayi dan angka kematian balita tahun 2012 secara rata-rata nasional masing-masing adalah 20, 34 dan 43 per 1000 kelahiran hidup sedangkan di Provinsi Bali masing-masing 18, 29 dan 33 per 1000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian bayi, Provinsi Bali berada diurutan keenam paling rendah bersama-sama Sumatera Selatan dan Bengkulu, seperti terlihat pada Grafik 2.7. Bila dibandingkan dengan target MDGs, yang sudah tercapai di Bali adalah angka kematian neonatus sedangkan untuk AKB dan balita masih belum tercapai.
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Grafik 2.7. Angka Kematian Bayi Tahun 2012 (SDKI, 2012)
Cakupan imunisasi campak tidak tersedia di Laporan Pendahuluan SDKI 2012, tetapi tersedia di Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan tahun 2010. Jumlah sampel rumah tangga pada Survei Riskesdas 2007 di Provinsi Bali adalah 5.430 rumah tangga sedangkan pada tahun 2010 adalah 1.218 rumah tangga. Cakupan imunisasi campak di Provinsi Bali pada tahun 2007 adalah 95,7% (95% CI: 94,95– 96,05%) dan rata-rata nasional 81,6% sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 86,4% untuk Bali (95% CI: 84,47-88,33%) dan 74,5% untuk nasional. 
7.  Angka Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.
Tabel 2.24
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional

	      No


	Kabupaten/Kota 
	Tahun
	Reduksi shortfall

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2008-2010
	2009-2011
	2008-2011

	1
	Kabupaten Jembrana
	71,65
	71,73
	71,80
	71,88
	1,06
	1,08
	1,20

	2
	Kabupaten Tabanan
	74,27
	74,38
	74,43
	74,49
	1,25
	1,04
	1,27

	3
	Kabupaten Badung
	71,70
	71,75
	71,80
	71,85
	0,88
	0,86
	1,04

	4
	Kabupaten Gianyar
	72,01
	72,06
	72,12
	72,17
	0,91
	0,91
	1,08

	5
	Kabupaten Klungkung
	69,00
	69,05
	69,10
	69,15
	0,79
	0,80
	0,98

	6
	Kabupaten Bangli
	71,47
	71,56
	71,64
	71,73
	1,13
	1,13
	1,24

	7
	Kabupaten Karangasem
	67,80
	67,85
	67,90
	67,95
	0,76
	0,77
	0,96

	8
	Kabupaten Buleleng
	68,78
	68,96
	69,15
	69,34
	1,53
	1,53
	1,52

	9
	Kota Denpasar
	72,91
	72,96
	73,01
	73,06
	0,94
	0,92
	1,08

	
	Provinsi Bali
	70,61
	70,67
	70,72
	70,78
	0,87
	0,90
	1,06

	
	Indonesia
	69,00
	69,21
	69,43
	69,65
	1,64
	1,67
	1,60


            Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Angka harapan hidup yang dicapai di Provinsi Bali tahun 2011 dapat dikatakan sudah cukup baik. Selama empat tahun terakhir angka harapan hidup terus meningkat pada tahun 2008 mencapai 70,61 tahun dan pada tahun 2012 sudah mencapai 70,78 tahun. Bila dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional maka angka harapan hidup Provinsi Bali sudah diatas rata-rata. Sebagaimana diketahui bahwa rata-rata nasional tahun 2008 sebesar 69 tahun dan tahun 2011 mencapai 69,65 tahun.

Melihat perkembangan angka harapan hidup Nasional dan Provinsi Bali dapat dimaknai bahwa tingkat kesehatan masyarakat Bali secara umum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah dengan melihat laju tingkat pertumbuhan kesehatan (reduksi shortfall). Selama periode tahun 2009 – 2011 tingkat perkembangan kesehatan Bali mencapai 0,90 tahun lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2008 – 2010 yang mencapai 0,87 tahun. 

Maksud dari dua angka tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat optimal harapan hidup sebesar 85 tahun semakin dekat dengan kata lain tingkat kemajuan kesehatan Bali sangat baik. Semakin baiknya kesehatan Bali tidak terlepas dari peran pemerintah dengan program-program pro-kesehatan yang ditunjang dengan kesadaran masyarakat tentang arti penting kesehatan.

8.  Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang

Menurunkan angka prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak usia di bawah lima tahun (balita) adalah  Target Pertama MDGs,  yaitu secara nasional masing-masing, pada tahun 2015 menjadi 3,6% untuk balita gizi buruk dan 11,9% untuk gizi kurang (Bappenas, 2010). Acuan yang dipakai oleh Bappenas adalah data Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007. Sedangkan target MDGs untuk Provinsi Bali adalah 1,4% untuk gizi buruk dan 8,9% untuk gizi kurang. Prevalensi balita gizi buruk di Bali pada tahun 2007 adalah 3,2% dan gizi kurang adalah 8,2% (Riskesdas, 2007). Pada tahun 2010, prevalensi gizi buruk turun menjadi 1,7% tetapi prevalensi gizi kurang naik menjadi 9,2% (Riskesdas 2010). Berdasarkan WHO seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, prevalensi balita gizi kurang di bawah 10% termasuk rendah (Dirjen Bangda, 2010). Bila dibandingkan dengan target MDGs maka untuk Bali, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang tahun 2010 telah lebih rendah dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, prevalensi gizi buruk di Bali pada tahun 2010 termasuk paling rendah nomer dua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (Grafik 2.8), sedangkan untuk gizi kurang berada diurutan nomer tiga paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Utara (6,8%) dan DKI (8,7%). Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah anak umur 0-4 tahun (balita) di Provinsi Bali adalah 334.691 anak (BPS, 2010). Dengan demikian, perkiraan jumlah balita gizi buruk di Bali pada tahun 2010 berjumlah sekitar 5.690 anak, dan balita gizi kurang sekitar 30.790 anak. Sedangkan jumlah anak gizi buruk yang berhasil dijumpai melalui posyandu/puskesmas dan tempat layanan kesehatan lainnya hanya 29 balita pada tahun 2008, sebanyak 37 balita pada tahun 2009, sebanyak 40 balita tahun 2010, sebanyak 63 balita tahun 2011, dan sebanyak 86 balita pada tahun 2012.

Karena jumlah sampelnya kecil (1.218 rumah tangga), Riskedas 2010 tidak melakukan analisis untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2007, karena jumlah sampelnya cukup besar (5.430 rumah tangga), dilakukan analisis per kabupaten/kota. Seperti terlihat pada Tabel 2.25, kabupaten dengan prevalensi balita gizi buruk di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Jembrana, Karangasem dan Buleleng, sedangkan untuk balita gizi kurang adalah Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Kabupaten dengan prevelensi balita gizi buruk dan gizi kurang yang lebih tinggi berada di kabupaten-kabupaten dengan persentase penduduk miskin lebih tinggi yaitu di Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng seperti disajikan pada Tabel 2.25.
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Grafik 2.8. Persentase Gizi Buruk per Provinsi di Indonesia (Riskesdas, 2010)

Tabel 2.25
Prevalensi Anak Umur  0-4 Tahun (Balita) dengan Gizi Buruk dan Gizi Kurang Menurut  Kabupaten/Kota Tahun 2007 di Provinsi Bali
	Kabupaten/Kota
	Gizi Buruk (%)
	Gizi Kurang (%)

	Jembrana
	3,9
	8,3

	Tabanan
	1,3
	5,8

	Badung
	1,3
	6,1

	Gianyar
	1,6
	5,2

	Klungkung
	3,1
	9,8

	Bangli
	2,0
	9,7

	Karangasem
	7,8
	12,0

	Buleleng
	4,2
	10,7

	Denpasar
	2,9
	7,1

	Provinsi Bali
	3,2
	8,2


     Sumber: Riskesdas 2007
9.  Tingkat Pengangguran
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran di Bali terus mengalami penurunan dari 3,31% di tahun 2008 terus menurun menjadi 2,04% pada tahun 2012 (BPS Provinsi Bali, 2013). Penurunan tingkat pengangguran di Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung linier. Dari tahun 2008 ke tahun 2009, terjadi penurunan sebesar 0,18%, tahun 2009 ke tahun 2010 turun sebesar 0,07%, tahun 2010 ke tahun 2011 turun sebesar 0,74% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0,28%. Bila dibandingkan dengan  tingkat nasional, Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terendah dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali masih terus berada dibawah tingkat pengangguran nasional yang mencapai 8,39% pada tahun 2008 dan 6,14% pada tahun 2012.

Dilihat dari sisi status pekerja, pada periode tahun 2008-2011, sektor informal masih mendominasi lapangan pekerjaan di Bali. Kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat, yang cenderung lebih banyak menciptakan lapangan kerja informal, terutama jasa-jasa perorangan, disamping untuk melayani para wisatawan juga melayani pekerja di sektor pariwisata itu sendiri. Pada tahun 2011, dari 2.204.880 orang yang terserap pada lapangan pekerjaan, 1.244.200 orang  diantaranya bekerja di sektor informal (56,43%). Nilai ini menurun 11,05% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.398.829 orang (Tabel 2.26). Perkembangan pekerja informal di Bali terus mengalami penurunan dari 68,8% tahun 2008 turun menjadi 53,05% di tahun 2012. Penurunan pekerja informal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Bali selama dekade lima tahun ini telah dapat mengurangi tingkat pengangguran ditinjau dari tingkat penurunan pekerja informal yang ada.

Tabel 2.26
Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal 

di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2011 (Orang)

	No
	Status Pekerjaan
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Formal
	647.870
	654.889
	778.529
	960.680

	2
	Informal
	1.381.860
	1.402.229
	1.398.829
	1.244.200

	
	Total
	2.029.730
	2.057.118
	2.177.358
	2.204.880


 Sumber : BPS Provinsi Bali 2012
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga
1.    Seni Budaya 

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaran event-event seni budaya selalu banyak di minati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus masih berlangsung di Bali. Landasan falsafah tersebut adalah Tri Hita Karana.

Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai sebagai tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu; parhyangan, pawongan, dan palemahan.  Aspek parhyangan mempunyai makna keterikatan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religius. Aspek pawongan dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di dalam keluarga, warga, desa pekraman, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi sebagai wadah interaksinya. Aspek palemahan dimaknai sebagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan.
Pusat kegiatan seni budaya di Bali selalu diawali dari banjar pekraman. Jumlah banjar pekraman di Bali pada tahun 2011 adalah sebanyak 3.625 (sumber Dinas Kebudayaan Provinsi Bali). Sedangkan untuk jumlah desa pekraman adalah sebanyak 1.482.  Disamping kegiatan seni budaya berada di banjar pekraman, kegiatan seni juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari tahun 2008 sampai dengan tathun 2012 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2.835, pada tahun 2009 sebanyak 2.847, tahun 2010 sebanyak 2.865, dan pada tahun 2011 serta tahun 2012 sebanyak 2.871. Sedangkan sekitar 96% benda situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan dari 502 benda situs di Bali.

2. Olah Raga

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2010 tercatat 2.059 klub olahraga. Klub olah raga terbanyak tercatat ada di Kota Denpasar yaitu sebanyak 310 klub dan paling sedikit ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 145 klub. 

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2008 sebanyak  48 kegiatan meningkat menjadi 62 kegiatan pada tahun 2012. 
Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga di Provinsi Bali, pada tahun 2010 tercatat 69 gedung,   terbanyak ada di Kota Denpasar yaitu 18 gedung, Kabupaten Buleleng 15 gedung, Kabupaten Jembrana 12 gedung, Kabupaten Klungkung 9 gedung, Kabupaten Badung 8 gedung, Kabupaten Karangasem 4 gedung dan paling sedikit ada di Kabupaten Tabanan 1 gedung, Kabupaten Gianyar 1 gedung,  Kabupaten Bangli 1 gedung.  
2.3. Aspek Pelayanan Umum 

Untuk melihat gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum di Provinsi Bali dilakukan dengan menganalisis indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada: (1) penyelengaraan layanan urusan wajib dan (2) penyelenggaraan layanan urusan pilihan.

A. Pelayanan Urusan Wajib
Pelayanan Urusan Wajib adalah pelayanan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Analisis indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan urusan wajib diuraikan dibawah ini.
1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini berimplikasi pada semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka kualitas hidup semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan pengelolaan, akuntabilitas dan pencitraan publik pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani.

Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Oleh karena pendidikan  menjadi salah satu prioritas pembangunan di Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali terus  berupaya memberikan layanan pendidikan yang memadai bagi segenap masyarakat Bali melalui pelaksanaan berbagai program strategis antara lain pendampingan dana BOS SD dan SMP, pemberian beasiswa siswa miskin SD, SMP, SMA dan SMK, pemberian BOP bagi siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Hingga saat ini Provinsi Bali terus berupaya menuntaskan  target Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun untuk mencapai tuntas paripurna, dan telah mulai mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali pada tahun 2008 - 2012, telah mencapai hasil cukup memuaskan terindikasi dari capaian-capaian kinerja utama, seperti diurakan dibawah ini. 
Pada aspek pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, terlihat dari indikator capaian angka partisipasi sekolah yaitu: pada tingkat sekolah dasar (SD/MI/Paket A) tahun 2008 sebesar 94,82 meningkat secara signifikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 98,50. Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs/Paket B) pada tahun 2008 sebesar 67,65  meningkat pada tahun 2012 menjadi 82,89 dan untuk tingkat sekolah menengah atas, angka partisipasi sekolah tahun 2008 sebesar 55,04 naik secara signifikan di tahun 2012 menjadi sebesar 65,98.

Pada indikator rasio ketersediaan guru-murid, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP menunjukan kenaikan, dimana pada tahun 2008 sebesar 66,2 dan 76,7 meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 71,1 dan 77,5. Demikian pula dengan rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, tahun 2008 sebesar 83,3 dan 71,7 meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 86,7 dan 94,3.
Indikator fasilitas pendidikan di Provinsi Bali menunjukan kenaikan pula, dimana pada tahun 2008 kondisi bangunan SD/MI yang baik sekitar  68,89%, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 92,51%. Tetapi hal ini tidak diikuti oleh kondisi bangunan SMA/MA/SMK, yang menunjukan trend menurun dari tahun 2008  sebesar sebesar 93,27% menurun pada tahun 2012 menjadi 80,20%. 
Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang semakin merata di Bali,  membawa hal yang positif terhadap tingkat kelulusan murid di Bali. Ini terlihat dari persentase angka kelulusan jenjang pendidikan di tingkat SD, SMP, maupun SMA dari tahun 2008 – 2012 yang selalu di atas 95%.  

Demikian pula terjadi pada persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Bali yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2008 persentase PAUD mencapai 26,57% dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 58,64% dari seluruh jumlah penduduk anak usia dini yang ada di Bali.  
Pada aspek mutu pendidikan pada tahun 2011 salah satu indikator yang paling strategis yaitu pada pelaksanaan Ujian Nasional, Provinsi Bali telah berhasil pada posisi peringkat I (satu) untuk jenjang SMP dan SMA baik dalam jumlah lulusan, nilai tertinggi secara individu maupun berdasarkan jumlah rata-rata pada semua jenjang dan jenis program yang diujikan secara nasional. 
Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan Jumlah Guru
Angka kelulusan SD, SMP dan SMA di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menunjukan tren yang sangat baik, dimana untuk tingkat SD sudah mencapai 100%, sedangkan untuk tingkat SMP angka kelulusan tahun 2008 sebesar 99,09% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi sekitar 99,75%. Untuk tingkat SMA angka kelulusan pada tahun 2008 sebesar 98,81% dan meningkat pula menjadi 99,95% pada tahun 2012. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

	Tabel 2.27

	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Bali Tahun 2008-2012



	No.
	Jenjang Pendidikan
	Angka Kelulusan (%)

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	SD/MI
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	SMP/MTs
	99,09
	99,59
	99,97
	99,93
	99,75

	3
	SMA/SMK/MA
	98,81
	99,76
	99,99
	99,95
	99,95


Sumber: Disdikpora 2013
Angka putus sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di Provinsi Bali cenderung menunjukan angka yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2008 angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0,12%, menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,10% dan meningkat kembali menjadi 0,87% pada tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,15% dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,12%. 


Angka putus sekolah untuk tingkat SMP menunjukan kondisi yang berfluktuasi pula, dimana pada tahun 2008 angka putus sekolah adalah sebesar 0,31% dan menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,10%, selanjutnya pata tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi sebasar 0,66% dan kembali menurun pada tahun 2011 menjadi 0,11%, demikian pula pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,31%.


Untuk tingkat SMA, angka putus sekolah yang terjadi di Provinsi Bali cenderung menurun, dimana pada tahun 2008 angka putus sekolahnya sebesar 0,38%, menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,20%, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,90%. Pada tahun 2011 angka putus sekolah tingkat SMA di Provinsi Bali mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,29% dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,23%.
	Tabel 2.28

	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Bali Tahun 2008-2012

	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Jenjang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (%)

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	SD/MI
	0,12
	0,10
	0,87
	0,15
	0,12

	2
	SMP/MTs
	0,31
	0,07
	0,66
	0,11
	0,31

	3
	SMA/SMK/MA
	0,38
	0,20
	1,90
	0,29
	0,23


Sumber: Disdikpora (2013)

Berdasarkan data Bali Membangunan tahun 2012, jumlah guru di Provinsi Bali yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV untuk tingkat SD adalah sebesar 19.264 orang, tingkat SMP adalah sebanyak 11.813 orang, tingkat SMA adalah sebanyak 6.767 orang dan tingkat SMK adalah sebanyak 873 orang. 

	Tabel 2.29

	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 

	yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV, Tahun 2011-2012 

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi                  S-1/D-IV

	
	
	SD/MI
	SMP/MTs
	SMA/MA
	SMK

	1
	Jembrana
	1.239
	734
	530
	272

	2
	Tabanan
	2.587
	1.498
	1.038
	527

	3
	Badung
	2.573
	1.398
	639
	694

	4
	Denpasar
	3.038
	1.982
	1.216
	1.505

	5
	Gianyar
	2.077
	1.493
	675
	1.078

	6
	Klungkung
	1.000
	728
	429
	243

	7
	Bangli
	933
	680
	272
	372

	8
	Karangasem
	2.666
	1.365
	694
	263

	9
	Buleleng
	3.151
	1.935
	1.274
	873

	PROVINSI BALI
	19.264
	11.813
	6.767
	5.827


Sumber: Buku Bali Membangun (2013)
2. Kesehatan 

Capaian kinerja yang terjadi pada pelayanan urusan wajib di bidang kesehatan berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 s/d tahun 2012, dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: rasio antara layanan kesehatan dan jumkah penduduk (indikator input), cakupan upaya kesehatan (indikator ouput) dan indikator derajat kesehatan masyarakat (outcome). Rasio layanan kesehatan dan jumlah penduduk yang  dianalisis adalah rasio posyandu dengan jumlah balita, rasio puskesmas, poliklinik/puskesmas pembantu, rasio rumah sakit per penduduk, dan rasio tenaga medis dengan penduduk. Indikator cakupan upaya kesehatan (output) yang dianalisis adalah cakupan pemeriksaaan kehamilan dan pertolongan persalinan oleh tenaga medis, cakupan imunisasi lengkap, cakupan deteksi dini balita kurang gizi, jumlah pasien TBC yang berhasil dijumpai dan diobati, jumlah kasus HIV-AIDS dan demam dengue yang dilaporkan, jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditanggung JKBM dan beberapa indikator lainnya. Indikator outcome yang dianalisis antara lain, trend angka kematian bayi, kematian ibu, prevalensi pemakai alat kontrasepsi, prevalensi balita gizi buruk/kurang, prevalensi HIV, umur harapan hidup, dan beberapa indikator lainnya.
Rasio Fasilitas Layanan Kesehatan dengan Jumlah Penduduk

Rasio posyandu per jumlah balita di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.30. Jumlah posyandu diperoleh dari laporan puskesmas sedangkan jumlah balita diperoleh dari perkiraan jumlah balita berdasarkan estimasi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Khusus untuk tahun 2010, karena pada tahun tersebut dilaksanakan Sensus Penduduk maka jumlah balita diperoleh dari data Sensus Penduduk tahun 2010. Jumlah balita pada tahun 2010 terlihat amat meningkat dan rasionya menjadi meningkat dari rata-rata 55 balita per satu posyandu menjadi sekitar 70 balita per posyandu. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Bali hasil Sensus tahun 2010 jauh di atas perkiraan sebelum dilakukan sensus. Rasio ini termasuk cukup baik karena berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, idealnya rasionya adalah satu posyandu per 100 balita (Dirjen Bangda, 2010).

Pada Tabel 2.31 disajikan rasio balita per posyandu pada tahun 2012 per kabupaten/kota. Terlihat bahwa Kota Denpasar rasionya paling tinggi, yaitu dua kali lipat dari ideal 1 posyandu per 100 balita. Kabupaten Tabanan rasionya paling kecil yaitu 1 posyandu per 27,3 balita. Hal ini disebabkan karena pada umumnya posyandu berada di banjar-banjar sedangkan untuk di Kabupaten Tabanan kebanyakan banjar mempunyai jumlah rumah tangga yang lebih sedikit dibanding kabupaten lainnya di Bali.

Tabel 2.30
Rasio Posyandu dan Jumlah Balita Tahun 2008 – 2012 di Provinsi  Bali

	Uraian
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	Jumlah posyandu 
	4.716
	4.738
	4.757
	4.760
	4.760

	Jumlah balita 
	265.300*)
	269.900*)
	334.691**)
	355.026*)
	379.736*)

	Rasio
	55,99
	57,23
	70,36
	74,58
	79,78


Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Bali

Keterangan: *) Perkiraan jumlah balita tahun tersebut
 
        **) Hasil sensus penduduk
Tabel 2.31
Rasio  Posyandu dan Jumlah Balita Menurut Kabupaten/Kota 

Tahun 2012 di Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	Jumlah posyandu
	Jumlah Balita
	Rata-rata Jumlah Balita per Posyandu

	Jembrana
	328
	31.084
	94,77

	Tabanan
	821
	22.417
	27,30

	Badung
	572
	38.255
	66,88

	Denpasar
	456
	99.507
	218,21

	Gianyar
	566
	37.929
	67,01

	Klungkung
	289
	18.649
	64,52

	Bangli
	348
	23.610
	67,84

	Karangasem
	667
	38.718
	58,04

	Buleleng
	713
	69.567
	97,56

	Provinsi Bali
	4760
	379.736
	79,78


 Sumber: Profil Promkes Tahun 2011
Rasio puskesmas, poliklinik non-pemerintah, puskesmas pembantu (pustu) per penduduk per kabupaten/kota di Bali disajikan pada Tabel 2.32. Secara rata-rata di Bali rasio  puskesmas per penduduk adalah satu puskesmas melayani 34.533 penduduk. Keadaan ini mendekati idealnya yaitu satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota terlihat adanya diparitas dimana di Kabupaten Jembrana, Badung dan Kota Denpasar, satu puskesmas masing-masing melayani 44.016, 47.378, 74.534 penduduk sedangkan Kabupaten Klungkung dan Bangli masing-masing melayani 19.072 dan 18.085 penduduk. Untuk di Kabupaten Jembrana keadaan ini disebabkan karena dalam masa sebelumnya beberapa puskesmas ditutup oleh kepala daerahnya, dan belakangan ini baru dibuka kembali secara bertahap. Untuk Kabupaten Badung dan Denpasar karena keadaan ekonomi penduduknya lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya, rasio puskesmas per penduduk yang rendah telah dimbangi dengan banyaknya sarana pelayanan kesehatan swasta seperti terlihat pada Tabel 2.32. Demikian pula kecendrungannya dengan rasio puskesmas pembantu (pustu) per penduduk.

Pada Tabel 2.33 disajikan jumlah rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit jiwa dan rumah sakit penyakit khusus lainnya milik pemerintah, rumah sakit AD/POLRI, rumah sakit daerah, rumah sakit swasta serta rasio penduduk per semua rumah sakit yang ada pada tahun 2012 per kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara rata-rata, satu rumah sakit di Bali melayani 84.495 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi dimana di Kota Denpasar satu rumah sakit melayani 40.993 penduduk, sedangkan di Kabupaten Karangasem melayani 399.093 penduduk.

Tabel 2.32
Rasio Jumlah Penduduk per Puskesmas, Poliklinik Non-Pemerintah dan

 Puskesmas Pembantu (Pustu) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012
di Provinsi Bali

	Kabupaten/
Kota
	Jumlah Penduduk
	Puskesmas
	Poliklinik/Klinik/BP/
BKIA/RB 
Non-Pemerintah
	Pustu

	
	
	Jumlah
	Rasio*)
	Jumlah
	Rasio*)
	Jumlah
	Rasio*)

	Jembrana
	264.093
	6
	44.016
	8
	33.012
	49
	5.390

	Tabanan
	424.498
	20
	21.225
	3
	141.499
	78
	5.442

	Badung
	568.532
	12
	47.378
	42
	13.536
	54
	10.528

	Denpasar
	819.869
	11
	74.534
	47
	17.444
	25
	32.795

	Gianyar
	477.128
	13
	36.702
	9
	53.014
	65
	7.340

	Klungkung
	171.646
	9
	19.072
	2
	85.823
	53
	3.239

	Bangli
	217.024
	12
	18.085
	4
	54.256
	59
	3.678

	Karangasem
	399.093
	12
	33.258
	4
	99.773
	70
	5.701

	Buleleng
	629.374
	20
	31.469
	4
	157.344
	74
	8.505

	Provinsi Bali
	3.971.257
	115
	34.533
	131
	30.315
	527
	7.536


Sumber: Profil Kesehatan 2012, Buku Sarana Kesehatan 2011 
Keterangan: *) Jumlah penduduk dibagi jumlah sarana
Tabel 2.33
Jumlah Rumah Sakit dan Rasio per Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 di Provinsi Bali

	Kabupaten/
Kota
	Jumlah Penduduk
	Rumah Sakit Umum Pemerintah
	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah
	Rumah Sakit AD/POLRI
	Rumah Sakit Daerah
	Rumah Sakit Swasta
	Jumlah
	Rasio Penduduk per Rumah Sakit

	Jembrana
	264.093
	-
	-
	-
	1
	3
	4
	66.023

	Tabanan
	424.498
	-
	-
	-
	1
	5
	6
	70.750

	Badung
	568.532
	-
	-
	-
	1
	5
	6
	94.755

	Denpasar
	819.869
	1
	1
	2
	1
	15
	20
	40.993

	Gianyar
	477.128
	-
	-
	-
	1
	3
	4
	119.282

	Klungkung
	171.646
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	57.215

	Bangli
	217.024
	-
	1
	-
	1
	1
	3
	72.341

	Karangasem
	399.093
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	399.093

	Buleleng
	629.374
	-
	-
	1
	1
	4
	6
	104.896

	Provinsi Bali
	3.971.257
	1
	2
	3
	9
	38
	47
	84.495


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali 2008-2012
Tabel 2.34a
Jumlah Dokter Tahun 2008-2012 di Provinsi Bali

	Uraian
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	Jumlah Dokter
	761
	808
	1004
	1093
	3390

	Jumlah Penduduk
	3.372.880
	3.551.009
	3.890.757
	3.971.257
	3.971.257

	Rasio penduduk/dokter
	4.432
	4.395
	3.875
	3.633
	1,171


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2012)
Tabel 2.34b
Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	Jumlah Penduduk
	Jumlah Dokter
	Rasio Penduduk/Dokter

	Jembrana
	264.093
	136
	 1,942 

	Tabanan
	424.498
	208
	  2,041 

	Badung
	568.532
	177
	  3,212 

	Denpasar
	819.869
	2250
	     364 

	Gianyar
	477.128
	165
	  2,892 

	Klungkung
	171.646
	99
	  1,734 

	Bangli
	217.024
	52
	  4,174 

	Karangasem
	399.093
	117
	  3,411 

	Buleleng
	629.374
	186
	  3,384 

	Provinsi Bali
	3.971.257
	3390
	  1,171 


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2012)
Cakupan (Pencapaian) Layanan Kesehatan Masyarakat

Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa  proporsi ibu hamil yang setidaknya pernah satu kali memeriksakan kehamilannya (K1) adalah 96,4% dan yang memeriksakan kehamilannya sampai 4 kali (K4) adalah 77,7% (Riskesdas, 2010).
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Grafik 2.9. Persen Ibu Hamil yang Memeriksakan Kehamilannya Minimal 1 Kali  (K1) dan yang Memeriksakan Kehamilannya 4  Kali (K4) di Sarana Kesehatan (Riskesdas 2010)
[image: image9.emf]
Grafik 2.10. Persentase Ibu Hamil yang Kelahiran Bayinya 
                    Ditolong oleh Tenaga Kesehatan (SDKI, 2012)

Tabel 2.35
Persentase Ibu Hamil yang Memeriksakan Kehamilannya Minimal 1 Kali (K1) di Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	93.97
	95.00
	98.76
	101.47
	95.00

	Tabanan
	97.62
	92.08
	100.02
	98.08
	100.15

	Badung
	98.41
	101.18
	96.92
	101.19
	95.47

	Denpasar
	104.65
	99.87
	100.00
	100.00
	100.00

	Gianyar
	98.12
	96.80
	94.35
	98.35
	98.77

	Klungkung
	96.78
	97.46
	100.00
	98.35
	99.25

	Bangli
	94.85
	98.12
	99.51
	96.06
	94.57

	Karangasem
	98.56
	98.48
	99.47
	97.75
	99.63

	Buleleng
	99.17
	95.30
	97.94
	97.93
	97.10

	Provinsi Bali
	99.03
	97.43
	98.40
	98.94
	98.11


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Catatan: Proporsi diatas 100% disebabkan karena pembilangnya diperoleh dari kunjungan ibu hamil sedangkan penyebutnya diperoleh dari estimasi jumlah ibu hamil yang ada saat itu, dimana estimasi penyebutnya terlalu kecil sehingga diperoleh angka diatas 100%.
Tabel 2.36
Persentase Ibu Hamil yang Memeriksakan Kehamilannya  4  Kali (K4) di Sarana Kesehatan  Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	86.41
	88.93
	89.64
	93.23
	90.68

	Tabanan
	91.62
	85.83
	98.05
	93.58
	95.32

	Badung
	95.08
	96.54
	87.36
	96.14
	90.34

	Denpasar
	99.52
	96.32
	98.18
	98.40
	98.09

	Gianyar
	93.55
	90.61
	88.34
	91.45
	91.13

	Klungkung
	94.34
	92.49
	93.97
	91.08
	95.21

	Bangli
	86.23
	87.35
	89.74
	86.92
	85.52

	Karangasem
	91.48
	92.63
	93.76
	93.21
	92.67

	Buleleng
	95.42
	89.49
	91.95
	91.24
	90.14

	Provinsi Bali
	93.89
	91.83
	92.67
	93.72
	92.67


  Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, kondisi Bali berada pada urutan keenam untuk K1 dan urutan ketiga untuk K4 seperti terlihat pada Grafik 2.9.  Pada Tabel 2.35 disajikan persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 1 kali (K1) di sarana kesehatan menurut kabupaten/kota tahun 2008-2012. Data ini bukan hasil survei tetapi berdasarkan laporan dari puskesmas. Terlihat bahwa perbedaannya tidak begitu besar dengan hasil survei rumahtangga (Riskesdas 2010). Kabupaten yang agak rendah cakupannya adalah Jembrana, dan Bangli. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya puskesmas dan puskemas pembantu di Kabupaten Jembrana dan kondisi geografis yang amat sulit di Kabupaten Bangli. Pada Tabel 2.36 disajikan persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali (K4). Angka-angka yang dilaporkan oleh puskesmas yang besarnya kebanyakan di atas 90% kelihatan lebih tinggi dari hasil Riskesdas 2010 yang besarnya hanya 77,7%.

Berdasarkan data SDKI 2007, Riskesdas tahun 2010, dan SDKI 2012, proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan/bidan desa, dokter, dokter kandungan) di Provinsi Bali sudah amat tinggi yaitu mencapai 95,0% pada tahun 2007, 95,5% pada tahun 2010 dan  98,7% pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Bali berada pada urutan teratas bersama-sama dengan DKI Jakarta (SDKI, 2012) seperti terlihat pada Grafik 2.10. Bila dibandingkan dengan data laporan puskesmas (Tabel 2.37), proporsinya tidak jauh berbeda dengan hasil survei rumah tangga. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani menunjukan peningkatan yang konsisten dari tahun 2008 s/d 2012 yaitu: 39,08% pada tahun 2008; meningkat menjadi 50,91% pada tahun 2009; 54,22% pada tahun 2010; 59,10% pada tahun 2011  dan 68.26% pada tahun 2012.

Tabel 2.37
Persentase Ibu Hamil yang Kelahiran Bayinya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	98.68
	103.36
	100.00
	103.14
	99.40

	Tabanan
	96.12
	88.86
	99.60
	95.64
	97.16

	Badung
	94.98
	96.05
	95.52
	99.09
	92.03

	Denpasar
	100.83
	94.20
	100.00
	100.00
	100.00

	Gianyar
	98.26
	92.95
	89.95
	92.54
	94.70

	Klungkung
	92.23
	92.95
	89.95
	92.54
	96.36

	Bangli
	93.28
	96.10
	99.49
	94.81
	92.08

	Karangasem
	96.98
	97.94
	99.30
	97.21
	100.00

	Buleleng
	99.54
	94.62
	96.75
	94.17
	91.90

	Provinsi Bali
	97.66
	95.19
	97.31
	97.06
	96.21


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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Grafik 2.11. Persentase Cakupan Imunisasi Campak (SDKI, 2012)
Tabel 2.38
Persentase Cakupan Imunisasi Campak 
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	104.02
	103.04
	102.82
	103.70
	92.12

	Tabanan
	108.93
	99.41
	100.98
	100.80
	98.93

	Badung
	100.08
	106.08
	104.77
	106.00
	112.97

	Denpasar
	95.69
	96.03
	56.17
	95.00
	93.85

	Gianyar
	98.54
	99.32
	96.87
	98.10
	99.73

	Klungkung
	102.39
	101.43
	102.74
	101.50
	98.17

	Bangli
	102.41
	101.52
	103.29
	88.50
	98.31

	Karangasem
	98.41
	100.33
	101.29
	94.60
	102.52

	Buleleng
	100.83
	98.36
	97.29
	98.10
	99.00

	Provinsi Bali
	101.38
	98.95
	92.11
	97.96
	91.10


   Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Catatan: Proporsi diatas 100% disebabkan karena pembilangnya diperoleh dari kunjungan balita yang diberikan vaksinasi campak sedangkan penyebutnya diperoleh dari estimasi jumlah balita yang ada saat itu, dimana estimasi penyebutnya terlalu kecil sehingga diperoleh angka diatas 100%.
Cakupan imunisasi campak pada tahun 2007 di Provinsi Bali adalah 95,7% (Riskesdas 2007), pada tahun 2010 terlihat menurun menjadi 86,4% (Riskesdas 2010) dan pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 93,1% (SDKI 2012). Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, cakupan imunisasi campak pada tahun 2012 menempati urutan kedua tertinggi setelah DIY seperti terlihat ada Grafik 2.11. Bila dibandingkan dengan hasil laporan puskesmas (Tabel 2.38) terlihat bahwa perbedaannya tidak terlalu banyak dengan hasil survei rumah tangga. Untuk cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel berikut.
	Tabel 2.39

	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Cakupan 
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Universal Child Immunization (UCI)
	99,71
	99,58
	94,83
	94,83
	96,21


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali
Perkiraan jumlah balita yang mengalami gizi buruk yang ada di Bali sesuai dengan hasil Riskesdas 2010, yang diukur dengan metode anthropometri berat badan/umur, yaitu sebesar 1,7% atau sekitar 5.690 anak. Gizi buruk dengan memakai berat badan/umur terjadi karena penyebab akut dan khronis, antara lain kurang asupan makanan atau menderita penyakit infeksi termasuk anak yang terinfeksi HIV. Prevalensi balita sangat kurus atau disebut pula anak dalam keadaan wasting yang dijumpai dalam penelitian Riskesdas 2010 adalah 5,2% dengan memakai ukuran berat badan/tinggi badan, atau sekitar 17.000 anak balita. Anak sangat kurus dengan ukuran berat badan/tinggi biasanya terjadi karena penyebab akut antara lain karena kekurangan asupan makanan atau penyakit secara akut. Dalam Riskedas 2010 balita gizi buruk sebanyak 1,7% kemungkinan ada pula yang sudah termasuk pada anak kurus yang 5,2%. Jumlah anak gizi buruk dan sangat kurus (wasting) yang berhasil diketemukan oleh petugas di lapangan (kader posyandu, petugas puskesmas, dll) dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 hanya 269 anak dan semua dari jumlah ini telah tertangani (Tabel 2.40). Dengan demikian ada sekitar 16.700 anak sangat kurus yang tidak mendapat pemulihan. Perbedaan yang sangat tinggi antara jumlah balita gizi buruk/sangat kurus yang ada dan yang berhasil dijumpai kemungkinan karena anak yang mengalami gizi buruk/sangat kurus pada umumnya adalah rumahtangga miskin dan kebanyakan dari mereka bertempat tinggal jauh dari lokasi posyandu atau puskesmas dan tidak datang ketika ada kegiatan penimbangan sehingga mereka terlepas dari pengamatan petugas posyandu atau petugas kesehatan. Penyebab lainnya adalah karena case finding dilakukan bukan dengan mengukur berat badan/tinggi tetapi hanya dengan mengukur berat badan/umur sehingga jumlah balita yang segera memerlukan pemulihan menjadi amat sedikit. Selain itu dalam tahun-tahun belakangan ini banyak anak gizi buruk adalah anak-anak yang mengidap AIDS yang tertular HIV dari ibunya saat mereka dalam kandungan. Karena masih tingginya stigma pada kasus AIDS, sering kali odha anak juga terlepas dari pengamatan petugas kesehatan.
Tabel 2.40
Jumlah Gizi Buruk yang Dilaporkan  Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012,  Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	3
	3
	3
	2
	9

	Tabanan
	1
	3
	6
	3
	8

	Badung
	6
	7
	8
	4
	2

	Denpasar
	5
	4
	5
	9
	3

	Gianyar
	3
	5
	9
	9
	12

	Klungkung
	1
	2
	3
	14
	17

	Bangli
	1
	2
	3
	3
	3

	Karangasem
	6
	5
	2
	11
	23

	Buleleng
	3
	7
	14
	8
	19

	Provinsi Bali
	29
	38
	53
	63
	86


 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Masalah gizi lainnya yang juga menjadi masalah penting di Bali adalah tingkat konsumsi garam iodium yang masih amat rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara nasional dan bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Persentase rumahtangga yang mengkonsumsi garam mengandung cukup iodium dengan hasil tes cepat adalah seperti disajikan pada Grafik 2.12 di bawah. Target yang ditetapkan oleh Kemenkes dan WHO adalah diatas 90% sedangkan untuk Bali dibawah 40% pada tahun 2007 (Riskesdas 2007), sekitar 50% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013), dan berada diurutan kedua paling rendah di Indonesia setelah Aceh dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 77,1% (Riskesdas 2013). Kekurangan  iodium bisa menyebabkan berbagai masalah antara lain pembesaran kelenjar gondok, kretin (anak pendek) dan kemampuan intelektual yang rendah. 
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Grafik 2.12.  Persen RT Mengkonsumsi Garam Mengandung Cukup Iodium

        Hasil Tes Cepat Menurut Provinsi, Indonesia 2007 dan 2013
Minuman yang paling sehat untuk bayi sampai umur 6 bulan adalah air susu ibu saja tanpa harus disertai makanan atau minuman lainnya. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia masih tetap memberikan makanan atau minuman selain ASI kepada bayi sebelum waktunya (masih berumur di bawah 6 bulan) dan hal ini mengakibatkan meningkatnya kesakitan dan kematian pada bayi. Perilaku tersebut bisa karena tradisi terutama masyarakat di pedesaan atau karena ibunya harus bekerja terutama untuk masyarakat di perkotaan. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif hanya 31% (Riskesdas 2010) dan bahkan terlihat menurun pada tahun 2012 yaitu sebanyak 27,1% (SDKI, 2012). Dari data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2008 terlihat bahwa untuk di Provinsi Bali, bayi yang mendapat ASI eksklusif hanya 16,86%. Bila dilihat per kabupaten, terlihat paling rendah di Karangasem (8,29%) dan paling tinggi di Klungkung yaitu sebanyak 29,83%     (Grafik 2.13).
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Grafik 2.13.  Persen Bayi Umur Dibawah 6 Bulan yang Mendapat 
      ASI Eksklusif  (Suseda, 2008)
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif berdasarkan laporan puskesmas ke Dinas Kesehatan disajikan pada Tabel 2.41. Bila dilihat persentase pada tahun 2008 sampai dengan 2011, persentasenya hampir mirip dengan hasil survei rumah tangga di atas. Pada Tabel 2.41 telihat adanya lonjakan dari sekitar 20% sebelum tahun 2012 menjadi sekitar 60% pada tahun 2012. Lonjakan ini disebabkan karena metode pengukuran yang berbeda. Sebelum tahun 2012 yang diukur adalah bayi yang  diberikan aur susu ibu (ASI) saja tanpa makanan/minuman tambahan selama 6 bulan penuh. Hal ini sesuai dengan Pedoman WHO. Sedangkan pada tahun 2012, berdasarkan pedoman dari Kemenkes, pengukuran dilakukan dalam 24 jam terakhir. Bila dalam 24 jam terakhir bayi tidak diberikan makanan/minuman selain ASI atau obat-obatan/vitamin maka dimasukkan sebagai ASI eksklusif.
Tabel 2.41
Persentase  Bayi yang Dilaporkan Mendapatkan ASI Eksklusif  
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	37.55
	43.78
	45.00
	20.71
	66.21

	Tabanan
	7.22
	30.30
	36.88
	21.23
	64.89

	Badung
	12.61
	28.99
	33.12
	20.51
	64.54

	Denpasar
	2.40
	39.66
	41.61
	4.29
	68.55

	Gianyar
	48.84
	52.21
	49.87
	29.97
	74.98

	Klungkung
	16.89
	38.35
	41.08
	21.14
	62.04

	Bangli
	32.10
	37.91
	38.48
	16.99
	63.86

	Karangasem
	23.71
	29.77
	35.01
	21.06
	58.59

	Buleleng
	20.31
	29.64
	26.86
	19.11
	69.80

	Provinsi Bali
	20.20
	35.48
	36.54
	18.52
	65.88


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Catatan: Pada tahun 2008-2011 cara pengukurannya berbeda dengan tahun 2012. Pada tahun 2008-2011 disebut ASI eksklusif bila bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan penuh. Pada tahun 2012 disebut ASI eksklusif bila bayi diberikan ASI saja selama 24 jam terakhir.

Proporsi rumah tangga yang akses terhadap air minum terlindung (air ledeng, air hujan, pompa/sumur terlindung, mata air terlindung, dan tidak termasuk air kemasan atau isi ulang) pada Riskedas 2010 di Provinsi Bali adalah 56,08%. Persentase ini di atas rata-rata nasional sebesar 45,27% dan berada di urutan lima besar setelah NTT, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Barat (Grafik 2.14). Sedangkan target MDGs tingkat nasional adalah 68,87% pada tahun 2015 (Bappenas, 2011), sedangkan untuk Provinsi Bali adalah 75%. Pada Tabel 2.42 disajikan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diperoleh dari laporan puskesmas dimana pada tahun 2010 dilaporkan sebesar 74,47% sedangkan dari Riskesdas diperoleh 56,08%. Perbedaan ini ada kemungkinan disebabkan karena rumah tangga miskin yang bertempat tinggal jauh dari pusat desa (tinggal di kebun-kebun atau di lokasi terpencil) terlepas dari pengamatan petugas puskesmas. Kemungkinan penyebab lainnya adalah perbedaan definisi “akses terhadap air terlindung” dalam Riskesdas dan laporan puskesmas. Bila dilihat per kabupaten, tampak adanya laporan yang tidak konsisten dimana ada penurunan atau persentase antar tahun yang naik turun dimana untuk rumah tangga yang akses terhadap air minum terlindung seharusnya amat kecil terjadinya penurunan atau fluktuasi (naik turun). Secara agregat pada laporan Dinas Kesehatan terlihat adanya kenaikan pada tahun 2011 dan 2012.
Proporsi rumah tangga yang akses terhadap fasilitas sanitasi layak pada Riskedas 2010 di Provinsi Bali adalah 71,89%. Persentase ini di atas rata-rata nasional sebesar 55,53% dan berada di urutan ketiga setelah DKI dan DIY (Grafik 2.15). Pada Tabel 2.43 disajikan hal yang sama yang bersumber dari laporan puskesmas yaitu 77,2% pada tahun 2010. Perbedaannya tidak terlalu banyak dengan data Riskesdas tetapi terlihat adanya inkosistensi laporan seperti juga halnya rumah tangga dengan akses air terlindung.
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Grafik 2.14.  Persen Rumah Tangga yang Akses Terhadap Air Minum Terlindung
    (Riskesdas 2010)
Tabel 2.42
Persen Rumah Tangga yang Akses Terhadap Air Minum Terlindung  
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012,  Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	91.23
	84.82
	82.97
	89.20
	54.18

	Tabanan
	72.23
	84.14
	81.41
	100.00
	100.00

	Badung
	81.15
	95.21
	60.63
	97.82
	98.58

	Denpasar
	71.46
	97.54
	50.81
	80.71
	99.93

	Gianyar
	94.87
	97.24
	95.86
	70.36
	73.69

	Klungkung
	104.05
	92.09
	73.96
	86.68
	69.25

	Bangli
	81.04
	80.13
	81.57
	58.81
	52.79

	Karangasem
	105.43
	84.59
	95.75
	85.58
	82.09

	Buleleng
	105.27
	79.44
	82.71
	80.15
	98.35

	Provinsi Bali
	88.90
	87.92
	74.47
	83.77
	80.43


  Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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Grafik 2.15. Persen Rumah Tangga yang Akses Terhadap Sanitasi Layak 
          (Riskesdas 2010)

Tabel 2.43
Persen Rumah Tangga yang Akses Terhadap Sanitasi Layak 
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	72.11
	91.54
	86.64
	78.17
	82.60

	Tabanan
	93.00
	84.83
	63.66
	99.37
	69.04

	Badung
	91.85
	95.52
	86.77
	88.03
	91.80

	Denpasar
	86.80
	91.84
	91.26
	93.14
	95.68

	Gianyar
	84.60
	71.35
	87.16
	88.12
	83.47

	Klungkung
	64.35
	70.46
	61.39
	90.95
	87.51

	Bangli
	56.33
	75.16
	79.37
	47.04
	31.95

	Karangasem
	53.05
	71.23
	72.98
	68.95
	67.85

	Buleleng
	51.06
	38.42
	29.81
	51.92
	65.62

	Provinsi Bali
	66.26
	79.24
	77.20
	83.29
	83.54


  Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Data tentang proporsi rumah tangga yang yang memenuhi kriteria Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tidak tersedia di SDKI 2012 atau Riskedas 2010 dan hanya tersedia di Riskesdas 2007 (Grafik 2.16). Persentasenya untuk Provinsi Bali adalah 51,7% dan  berada di urutan kedua teratas setelah DIY. Pada Tabel 2.44 disajikan hal yang sama yang bersumber dari laporan puskesmas yaitu 64,42% pada tahun 2010. Perbedaannya tidak terlalu banyak dengan data Riskesdas tetapi terlihat adanya inkosistensi laporan seperti juga halnya laporan cakupan lainnya.
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Grafik 2.16.  Persen Rumah Tangga yang Memenuhi Kriteria Perilaku Hidup 
                     Bersih dan Sehat (PHBS) Berdasarkan Provinsi (Riskesdas 2007)

Tabel 2.44
Persen Rumah Tangga yang Memenuhi Kriteria Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012,  Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	68.27
	65.34
	71.52
	76.9
	70.83

	Tabanan
	70.80
	60.00
	66.12
	69.4
	74.73

	Badung
	55.99
	54.74
	70.95
	74.5
	77.39

	Denpasar
	31.83
	78.01
	70.05
	76.4
	72.92

	Gianyar
	78.53
	64.27
	73.20
	72.5
	76.05

	Klungkung
	55.62
	74.80
	82.38
	76.9
	82.50

	Bangli
	63.95
	62.64
	52.06
	74.4
	79.22

	Karangasem
	31.51
	14.33
	60.20
	69.8
	71.69

	Buleleng
	60.40
	43.80
	53.01
	63.1
	75.02

	Provinsi Bali
	58.62
	52.35
	64.42
	69.39
	76.11


  Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Kejadian Beberapa Penyakit Menular yang Dominan dan Cakupan Penanggulangannya

Prevalensi TBC berdasarkan Riskesdas tahun 2010 (pada penduduk umur 15 tahun keatas)  adalah 0,3% (berdasarkan pemeriksaan) dan 1,6% berdasarkan gejala. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2010 (SP 2010) untuk umur 15 tahun keatas adalah 2.584.418 jiwa. Bila dikalikan dengan 0,3% maka perkiraan jumlah penduduk Bali yang menderita TBC pada tahun 2010 adalah sekitar 7.753 orang. Jumlah penderita TBC yang dijumpai dan dilaporkan di Bali sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah 8.136 kasus.  Jumlah kasus yang dijumpai selama 3 tahun (tahun 2010, 2011 dan 2012) adalah sebanyak 5.169. Jumlah ini adalah sebanyak 67% dari estimasi jumlah kasus pada tahun 2010 dari hasil Riskesdas dengan mengabaikan adanya penularan baru pada tahun 2011 dan 2012. Dengan kata lain, bila tidak ada kasus baru pada tahun 2011 dan 2012 maka jumlah kasus TBC pada tahun 2010 yang berhasil dijumpai pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebanyak 67%.
Tabel 2.45
Jumlah Kasus TBC yang Dilaporkan
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012,  Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	100
	105
	98
	100
	233

	Tabanan
	94
	91
	63
	81
	163

	Badung
	173
	167
	97
	177
	321

	Denpasar
	381
	417
	481
	514
	467

	Gianyar
	93
	129
	109
	109
	125

	Klungkung
	98
	113
	97
	100
	66

	Bangli
	75
	36
	52
	48
	95

	Karangasem
	141
	176
	153
	158
	199

	Buleleng
	276
	302
	355
	304
	404

	Provinsi Bali
	1431
	1536
	1505
	1591
	2073


 Sumber: Profil Keseahatan Provinsi Bali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan terus meningkat dari tahun ketahun. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan oleh klinik-klinik voluntary testing & counceling (VCT) dan rumah sakit sejak tahun 1987 sampai dengan 31 Desember 2012 berjumlah 7.170 kasus (Grafik 2.17). Sekitar 40% dari kasus-kasus ini dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan 60% dari 8 kabupaten di Bali. Sampai dengan tahun 1999, jumlah kasus yang dilaporkan kebanyakan penularannya melalui hubungan seks sejenis (homosexual). Sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 penularan HIV terutama terjadi pada pemakai narkoba suntik atau injecting drugs user (IDU), dan sejak tahun 2003 sampai saat ini penularan melalui hubungan seks lawan jenis (heterosexual) meningkat dengan tajam. Jumlah kasus perempuan lebih sedikit dibanding jumlah kasus laki-laki tetapi pola kenaikannya sama dengan kenaikan jumlah kasus laki-laki (Grafik 2.18). Kebanyakan dari kasus-kasus perempuan tersebut adalah ibu rumahtangga yang pada umumnya tertular dari suaminya. Bila ibu rumahtangga tersebut hamil maka sekitar 30-50% bayi-bayinya juga akan tertular HIV.
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Grafik 2.17.  Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas  Kesehatan dari Tahun 1987 s/d 31 Desember 2012 (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2013)
Dari hasil beberapa survei, sekitar 1% ibu hamil di Bali dijumpai HIV+ (Yayasan Kerti Praja, 2010). Jumlah ibu hamil di Bali dalam satu tahun diperkirakan sekitar 60.000. Bila 1% HIV+ maka jumlah ibu hamil yang HIV+ dalam 1 tahun adalah sekitar 600 orang. Bila sekitar 30% dari bayinya akan tertular maka jumlah bayi yang lahir dengan HIV+ dalam satu tahun adalah sekitar 230 bayi dan kebanyakan dari bayi-bayi tersebut akan meninggal dalam umur di bawah 5 tahun disebabkan karena kebanyakan dari bayi-bayi yang HIV+ tidak diketahui oleh petugas kesehatan dan bila diketahui perawatan dan pengobatannya amat sulit dan tingkat kematiannya amat tinggi. Situasi ini akan meningkatkan angka kematian balita di Bali.
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Grafik 2.18. Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari Tahun 1987 s/d 31 Desember 2012 Berdasarkan Faktor Risiko Penularan (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2013)
Dari hasil survei pada kelompok-kelompok penduduk perilaku risiko tinggi, pada tahun 2000 dijumpai prevalensi HIV+ pada pemakai narkoba suntik yang amat tinggi yaitu sekitar 60% pada saat dilakukan survei pertama kali pada pemakai narkoba suntik di Lapas Kerobokan (Dinas Kesehatan Prov. Bali, 2000). Pada saat itu (tahun 2000) presentase HIV+ pada wanita penjaja seks (WPS) sekitar 1,6% (Grafik 2.19). Pada tahun-tahun berikutnya prevalensi HIV+ pada WPS langsung dan WPS tidak langsung terus meningkat dan puncaknya pada tahun 2010 yaitu 22,5% pada WPS langsung dan 7,2% pada WPS tidak langsung (Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Yayasan Kerti Praja). WPS langsung adalah mereka yang hanya melayani pelanggannya saja tanpa bekerja sampingan dan jumlah pelanggan mereka secara rata-rata adalah sekitar 3 orang per hari. WPS tidak langsung adalah mereka yang bekerja secara sambilan (panti pijat, cafe, karaoke, salon, bar, dll) selain juga menjual seks kepada pelanggannya. Secara rata-rata, jumlah pelanggan mereka sekitar 2-3 orang per minggu.  Dari hasil estimasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali pada tahun 2007, jumlah pelanggan WPS langsung dalam 1 tahun diperkirakan sekitar 67.000 dan pelanggan WPS tidak langsung sekitar 21.000 (Renstra KPAP, 2008).

Sejak dilakukannya program yang lebih intensif dan komprehensif di Kota Denpasar dengan dukungan dari KPA Nasional, Kemenkes, dan KPA Provinsi, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, puskesmas, instansi pemerintah, kepala desa, distributor kondom dan termasuk juga para pengelolanya, terlihat bahwa tingkat pemakaian kondom mulai meningkat dan demikian pula penjualan kondom yang dilaporkan oleh distributor juga ada trend meningkat (Grafik 2.20 dan Grafik 2.21). WPS yang mengatakan selalu memakai kondom dengan pelanggannya (dalam satu minggu terakhir sejak wawancara) meningkat dari 43% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2012. Prevalensi HIV+ pada WPS juga terlihat menurun dari 22,5% pada tahun 2010 menjadi 18,2% pada tahun 2012. Namun dari berbagai laporan di negara lain, terutama Thailand menunjukkan bahwa untuk mampu menurunkan infeksi baru (angka insiden HIIV), diperlukan pemakaian kondom yang konsisten pada setiap hubungan seksual sebesar 70%.
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Grafik 2.19.  Prevalensi (dalam %) HIV+ pada Wanita Penjaja Seks Langsung dan 
Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung di Kota Denpasar per Tahun
    (Dinkes Prov Bali dan Yayasan Kerti Praja)
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Grafik 2.20.  Persentase Pemakaian Kondom pada PSK di Kota Denpasar, 2012
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Grafik 2.21.   Jumlah Penjualan Kondom (dalam Juta Buah) per Tahun yang 
  Dilaporkan oleh PT. Sawah Besar sebagai Distributor Tunggal 
        Kondom di Bali
Program intensif yang dilaksanakan oleh Kota Denpasar sejak tahun 2009 kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomer 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS, yang dimuat di Pasal 10 yang terdiri dari 4 ayat yaitu (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyerahkannya ke instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota; (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya; (3) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan kesehatan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan pemerintah, lembaga nirlaba dan atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota; (4) Setiap Pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib menyediakan kondom bagi semua karyawannya dan, mewajiban pemakaiannya.

Salah satu target dari Target Keenam MDGs tentang HIV/AIDS adalah proporsi  penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS. Data Riskesdas Tahun 2010 menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki umur 15-24 tahun yang telah memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS di Provinsi Bali adalah 39,5% dan pada perempuan adalah 31,8% (Grafik 2.22). Secara nasional adalah 19,8% untuk laki-laki dan 17,2% untuk perempuan. Bila dibandingkan dengan provinsi lain, Bali berada pada urutan teratas dan disusul oleh Papua dan DKI. Bila melihat urutan ini, selain karena adanya program-program edukasi melalui sekolah dan muda-mudi di pedesaan, tingkat pengetahuan komprehensif tersebut juga ada kaitannya dengan tingkat epidemi di masing-masing provinsi dimana Papua, DKI dan Bali memang berada di urutan atas. Dengan kata lain, masyarakat semakin paham dengan HIV-AIDS bila jumlah kasus HIV-AIDS telah semakin banyak.
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Grafik 2.22. Persen Penduduk Laki-laki dan Perempuan Umur 15-24 Tahun dengan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS menurut Provinsi (Riskesdas, 2010)

Epidemi rabies terjadi di Bali sejak tahun 2008, dimana sebelumnya Bali dikenal sebagai daerah bebas rabies. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang kesehatan maupun hewan dalam pengendalian kasus rabies ini. Khusus dalam bidang kesehatan, upaya yang dilakukan antara lain surveilans aktif maupun pasif, promosi kesehatan kepada masyarakat, penanganan kasus gigitan sesuai dengan protap pada rabies centre yang telah terbentuk sebanyak 58 unit tersebar di seluruh Bali serta penyediaan logistik berupa Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR). Data terakhir kasus GHPR pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali menunjukkan bahwa sebanyak 55.836 kasus gigitan terjadi pada tahun 2012, dan sebanyak 94% di antaranya diberikan VAR. Sedangkan total kasus rabies pada manusia sampai dengan tahun 2012 sebanyak 145 kasus dengan CFR 100%. Bila dilihat dari data yang ada tersebut, maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas, secara signifikan telah menurunkan kasus rabies pada manusia dari tahun 2010 sampai dengan 2012 yakni sebesar 81,9% walapun kasus GHPR masih di laporkan tinggi per harinya. Penurunan ini juga berkaitan dengan meningkatnya cakupan vaksinasi anjing yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sehingga walaupun terjadi gigitan maka penduduk terhindar dari gigitan hewan yang positif rabies. Pada Tabel 2.46, Tabel 2.47, dan Tabel 2.48, disajikan jumlah kasus rabies pada manusia, jumlah gigitan anjing yang terjadi di Bali dan jumlah anjing yang divaksinasi per kabupaten/kota dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
Tabel 2.46
Jumlah Kasus Rabies  pada Manusia yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali per Kabupaten/Kota Sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	0
	0
	0
	0
	2

	Tabanan
	0
	13
	5
	0
	0

	Badung
	4
	6
	10
	3
	0

	Denpasar
	0
	3
	6
	2
	0

	Gianyar
	0
	1
	5
	2
	2

	Klungkung
	0
	0
	4
	4
	2

	Bangli
	0
	0
	2
	3
	0

	Karangasem
	0
	5
	29
	3
	2

	Buleleng
	0
	0
	21
	6
	0

	Jumlah
	4
	28
	82
	23
	8


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Tabel 2.47
Jumlah Gigitan Anjing  pada Manusia yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali per Kabupaten/Kota Sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	137
	1.376
	1.791
	2714

	Tabanan
	3.164
	4.180
	6.473
	7513

	Badung
	2.918
	9.926
	8.111
	9599

	Denpasar
	2.931
	2.696
	3.411
	3627

	Gianyar
	1.691
	7.066
	7.474
	7897

	Klungkung
	214
	2.805
	2.477
	2307

	Bangli
	258
	3.773
	4.006
	4231

	Karangasem
	1.635
	7.061
	3.486
	4675

	Buleleng
	918
	10.289
	6.322
	5874

	RS Sanglah
	7.940
	17.849
	9.247
	7.399

	Jumlah
	21.806
	67.021
	52.798
	52.520


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Tabel 2.48
Jumlah Vaksinasi pada Anjing  di Provinsi Bali per Kabupaten/Kota 
Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	-
	4.961
	41.444
	24.049
	30.346

	Tabanan
	-
	31.261
	75.783
	39.996
	39.426

	Badung
	4.742
	45.434
	81.088
	59.181
	61.725

	Denpasar
	1.825
	38.722
	69.813
	55.659
	42.392

	Gianyar
	-
	7.095
	71.824
	57.235
	34.054

	Klungkung
	-
	318
	11.235
	5.296
	5.080

	Bangli
	-
	3.413
	34.432
	36.465
	40.011

	Karangasem
	-
	4.518
	40.059
	48.008
	32.823

	Buleleng
	-
	8,976
	48.654
	67.335
	40.477

	Jumlah
	6.567
	144.698
	474.332
	393.224
	326.334


 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Bali
Penyakit demam dengue juga amat tinggi di Bali. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka insiden DBD di Provinsi Bali pada tahun 2007 adalah 193 per 100.000 penduduk dan merupakan angka insiden nomer dua tertinggi setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 392 per 100.000 penduduk (Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan, 2008). Pada Tabel 2.49 disajikan jumlah kejadian demam dengue yang dilaporkan oleh rumah sakit di Bali ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali per kabupaten/kota sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Terlihat bahwa angka insiden DBD yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan sangat bervariasi tergantung musim hujan.
Pada tahun 2010 dimana musim hujan sangat panjang terlihat bahwa angka insiden dijumpai paling tinggi yaitu 323,1 per 100.000 penduduk atau sekitar 0,3%. Kasus yang dilaporkan oleh rumah sakit hanya pasien-pasien yang rawat inap saja sedangkan kasus-kasus demam dengue ringan yang tidak datang ke rumah sakit atau tidak perlu rawat inap tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Karena proporsi demam dengue yang ringan jauh lebih tinggi dibanding yang rawat inap maka angka insiden demam dengue yang sebenarnya terjadi di masyarakat  jauh lebih banyak dari jumlah kasus yang dilaporkan. Hasil penelitian cohort yang dilakukan di Denpasar, Jakarta dan Bandung serta beberapa negara lain di Asia pada tahun 2010-2011, dijumpai angka insiden demam dengue pada anak umur 2-14 tahun adalah 5,3 per 100 person-years atau sekitar 5,3% (Capeding, Hadinegoro, Rusmil, Wirawan, dkk, 2013). Jumlah kasus rawat inap yang dilaporkan dari Denpasar pada tahun 2010 adalah 562 per 100.000 penduduk atau sekitar 0,5%. Dengan demikian kejadian demam dengue (rawat inap dan tidak rawat inap) di populasi diperkirakan 10 kali lipat dari pasien rawat inap yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

Tabel 2.49
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Dilaporkan ke                      Dinas Kesehatan Provinsi Bali per Kabupaten/Kota                                                 Sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Jml
	IR
	Jml
	IR
	Jml
	IR
	Jml
	IR
	Jml
	IR

	Jembrana
	132
	50,5
	56
	21,1
	124
	47,4
	62
	23,7
	26
	9,5

	Tabanan
	733
	185,9
	663
	161,6
	491
	116,8
	107
	25,5
	288
	68,1

	Badung
	1.377
	366,9
	1.458
	344,0
	3.448
	634,2
	901
	165,7
	688
	118,8

	Denpasar
	2.704
	403,9
	2.190
	397,8
	4.431
	562,0
	992
	125,8
	1.009
	132,8

	Gianyar
	532
	137,3
	596
	144,6
	996
	211,7
	208
	44,2
	288
	61,3

	Klungkung
	59
	33,6
	94
	53,6
	500
	293,2
	83
	48,7
	50
	27,0

	Bangli
	64
	30,1
	40
	18,4
	124
	57,6
	77
	35,7
	51
	23,2

	Karangasem
	105
	26,6
	182
	45,8
	526
	132,5
	115
	29,0
	125
	27,4

	Buleleng
	560
	94,0
	531
	85,9
	1.934
	309,9
	451
	72,3
	125
	19,1

	Jumlah kasus
	6.266
	180,8
	5.810
	167,4
	12.574
	323,1
	2.996
	77,0
	2.650
	65,9

	Jumlah yang meninggal
	19
	
	9
	
	34
	
	7
	
	3
	


  Keterangan: IR = incidence rate per 100.000 penduduk semua umur

  Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular (Penyakit Degeneratif) dan Cakupan Penanggulangannya 
Di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Bali telah terjadi transisi epidemiologi penyakit dan adanya beban ganda atau dikenal dengan istilah double burden, dimana sejumlah penyakit menular masih cukup dominan seperti diuraikan di atas, dan pada saat yang bersamaan prevalensi penyakit-penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) juga semakin meningkat. Data kunjungan pasien di rumah sakit menunjukkan adanya kecendrungan peningkatan penyakit-penyakit tersebut. Untuk mengetahui besaran masalah penyakit-penyakit ini di populasi (di masyarakat) diperlukan adanya penelitian yang pendekatannya population based atau survei rumahtangga. Satu-satunya penelitian yang dilakukan secara nasional dan dillakukan pengukuran terhadap kejadian beberapa penyakit non-infeksi di populasi adalah Riskedas 2007. Karena jumlah sampel yang dipilih cukup besar yaitu  5.430 rumahtangga, maka analisis hasil survei tahun 2007 bisa dilakukan sampai tingkat kabupaten. Pada Riskesdas 2010, fokus penelitiannya hanya pada target-target MDGs dan tidak termasuk untuk mengukur kejadian penyakit-penyakit non-infeksi. Selain itu, jumlah sampelnya hanya 1.218 rumahtangga sehingga analisisnya hanya sampai tingkat provinsi. Beberapa penyakit non-infeksi yang diteliti pada Riskesdas 2007 antara lain penyakit sendi, hipertensi, stroke, asma, jantung, diabetes, tumor, gangguan mental emosional, kesehatan mata, cedera, faktor risiko penyakit degeneratif yang berkaitan dengan perilaku yaitu perilaku merokok, makan buah dan sayuran, alkohol dan aktifitas fisik. 

Karena tidak ada penelitian lain selain Riskesdas 2007 dan karena hampir semua penyakit-penyakit degeneratif  merupakan penyakit khronis dimana kondisi tahun 2007 kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 maka untuk penyusunan RPJMD 2013-2018, data tersebut masih layak dipergunakan sebaga acuan untuk menyusun program lima tahun kedepan. Di bawah ini diuraikan besaran atau prevalensi penyakit-penyakit tersebut yang dikutip secara utuh dari Laporan Riskesdas 2007 Provinsi Bali 2007 (Badan Pengembangan dan Penelitian Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, 2008). 
Penyakit Sendi, Hipertensi dan Stroke
Rerata 32,6% penduduk Provinsi Bali yang mengalami gangguan persendian dan angka ini lebih tinggi dari prevalensi tingkat nasional yaitu 22,6%. Sementara prevalensi penyakit persendian berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 20,4%, lebih tinggi dibanding angka nasional yaitu 15,02%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Kabupaten Buleleng (32,5%), dan paling rendah di Kota Denpasar (6,7%). Sementara prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan dan atau minum obat hipertensi berkisar antara 3,4%-8,4%. Memperhatikan angka prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis atau minum obat dengan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, pada umumnya nampak perbedaan prevalensi yang cukup besar. Perbedaan prevalensi paling besar ditemukan di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan atau gejala yang menyerupai stroke, prevalensi stroke di provinsi Bali adalah 0,7 per 1000 penduduk. Menurut kabupaten/kota prevalensi stroke berkisar antara 0,3% -0,7 %, dan Kabupaten Buleleng mempunyai prevalensi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, baik berdasarkan diagnosis maupun gejala.

Penyakit Asma, Jantung, Diabetes dan Tumor
Prevalensi asma, jantung, dijumpai paling terendah di Kabupaten Badung, sedangkan  prevalensi penyakit diabetes dan tumor terendah di Kabupaten Karangasem. Prevalensi tertinggi asma di Kabupaten Buleleng (7,0%), penyakit jantung di Kabupaten Bangli (11%), dan diabetes di Kota Denpasar (2,0%). Prevalensi penyakit tumor/kanker tertinggi di Kabupaten Buleleng dan terendah di Kabupaten Tabanan, Badung dan Karangasem. Prevalensi gangguan jiwa berat, buta warna, glaukoma, bibir sumbing, dan thalesemia tertinggi di Kabupaten Bangli, sedangkan penyakit dermatitis, rhinitis dan hemofili tertinggi di Kabupaten Buleleng. Prevelensi gangguan jiwa berat, buta warna terendah di kabupaten Tabanan dan Denpasar. Sedangkan prevalensi terendah penyakit bibir sumbing dan dermatitis di Kota Denpasar. 

Penyakit Gangguan Mental Emosional
Secara umum prevalensi gangguan mental emosional 9,8%. Prevalensi tertinggi di Kabupaten Buleleng (25,9%), Kabupaten Bangli (15,3%) dan Kabupaten Jembrana (9,5%). Prevalensi terendah di Kota Denpasar (3,7%), Kabupaten Gianyar (5,8%) dan Kabupaten Klungkung (6,2%).

Kesehatan Mata
Prevalensi kebutaan di Provinsi Bali adalah 1%. Penyebab kebutaan adalah oleh katarak 0,62%, glaukoma 0,02%, kelainan refraksi 0,14% dan kebutaan akibat penyakit lain sebesar 0,22%. Sebaran untuk kebutaan tertinggi di kabupaten Buleleng (2,4%), Klungkung (1,6%), dan Jembrana (1,3%). Prevalensi katarak berdasarkan diagnosa oleh tenaga kesehatan secara agregat di Provinsi Bali adalah 2% dimana prevalensi katarak tertinggi didapatkan di Kabupaten Karangasem (3,6%), Kabupaten Buleleng (3,32%), dan terendah berada di Kabupaten Gianyar (1,2%). Upaya yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Indera  disajikan pada Tabel 2.50 dan Tabel 2.51. Selain layanan pada penyakit mata juga dilakukan layanan terhadap penyakit-penyakit pendengaran dan kulit dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Indera                                                             Provinsi Bali Tahun Kegiatan 2008-2012
	Nama Kegiatan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Pelayanan Poli Mata 
	23.837
	34.126
	35.167
	36.686
	38.286

	Tindakan/operasi mata
	1.074
	623
	2.169
	2.088
	2.493

	Pelayanan Poli THT
	4.253
	4.930
	5.345
	5.460
	4.536

	Pelayanan Poli Kulit
	8.001
	11.145
	11.570
	11.806
	11.698

	Tindakan/operasi kulit
	414
	295
	359
	485
	409

	Fisioterapi
	1.182
	1.074
	2.355
	2.912
	2.135

	UGD
	0
	594
	1.093
	913
	823

	Total
	38.797
	52.787
	58.058
	60.350
	60.380


 Catatan: Pelayanan di UGD mulai dilaksanakan pada Tahun 2009

 Sumber: Rumah Sakit Indera Provinsi Bali 2012
Tabel 2.51
Cakupan Pelayanan Rumah Sakit Indera Provinsi Bali 

Berdasarkan  Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Denpasar
	25.606
	34.839
	23.270
	39.831
	39.851

	Badung
	7.760
	10.557
	11.664
	12.070
	12.076

	Tabanan
	1.552
	2.111
	4.627
	2.414
	2.415

	Gianyar 
	1.939
	2.639
	4.691
	3.018
	3.019

	Bangli
	815
	1.109
	4.058
	1.267
	1.268

	Klungkung
	272
	370
	4.337
	422
	423

	Buleleng
	233
	317
	825
	362
	362

	Jembrana
	155
	211
	435
	241
	242

	Karangasem
	426
	581
	4.134
	664
	664

	Luar Bali
	39
	53
	17
	60
	60

	Jumlah
	38.797
	52.787
	58.058
	60.350
	60.380


  Sumber: Rumah Sakit Indera Provinsi Bali 2012
Cedera
Gambaran cedera dari 9 kabupaten/kota di provinsi Bali, diperoleh prevalensi cedera secara keseluruhan antara 3,8%-10,4% dengan rerata 6,8%. Prevalensi tertinggi terdapat di Kabupaten Buleleng (10,4%) sedangkan yang terendah di Kabupaten Badung (3,8%). Ada 4 kabupaten/kota yang prevalensi cederanya di atas angka prevalensi provinsi antara lain Kab Buleleng (10,4%), Klungkung (10,1%), Karangasem (9,1%), Bangli (8,8%) selebihnya di bawah 6,8%. Urutan penyebab cedera terbanyak adalah jatuh, kecelakaan transportasi darat dan terluka benda tajam/tumpul. Sedangkan untuk penyebab cedera yang lain bervariasi tetapi prevalensinya rata-rata kecil atau sedikit. Rerata penyebab cedera karena jatuh 55,5%. Prevalensi jatuh paling besar terdapat di Kabupaten Buleleng 65,5% yang diikuti oleh kab. Badung 58,6%. Sedang prevalensi yang terkecil terdapat di Kabupaten Tabanan yaitu 44,8%. Ada 3 kabupaten/kota yang prevalensi cedera karena jatuhnya di atas angka prevalensi provinsi yaitu Kabupaten Buleleng, Badung, Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Ditemukan prevalensi kecelakaan transportasi di darat antara 27,6%-41,9% di mana reratanya 29,9%. Prevalensi tertinggi terdapat di Kabupaten Gianyar 41,9% kemudian Kab Jembrana (35,5%), Kota Denpasar 36,8%, sedang yang terendah terdapat di Kabupaten Tabanan 27,6%. Ada 4 kabupaten/kota yang prevalensi kecelakaan transportasi darat di atas angka prevalensi provinsi yaitu Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana. Prevalensi terluka karena benda tajam/tumpul paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem 30,8% melebihi angka prevalensi nasional yaitu 15,5% dan terendah ditemukan di Kabupaten Badung 6,9%. Ada 4 kabupaten yang prevalensi terluka karena benda tajam/tumpul di atas angka prevalensi provinsi yaitu Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Kabupaten Jembrana. Penyebab cedera lain hampir merata di setiap kabupaten/kota. Penyebab cedera yang sedikit menonjol adalah penyerangan, menunjukkan angka prevalensi tertinggi sekitar 10,0% terdapat di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli 2,8%.

Perilaku Merokok
Secara umum di Provinsi Bali persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang merokok tiap hari 20,2%. Persentase tertinggi ditemukan di Jembrana (24,55%), diikuti Tabanan (23,5%) dan Klungkung (23,1%). Sedangkan persentase terendah di Denpasar (16,8%). Perokok saat ini adalah perokok setiap hari dan perokok kadang-kadang. Secara umum di Provinsi Balil prevalensi perokok saat survei adalah 44% dengan rerata jumlah rokok yang dihisap 9 batang per hari. Prevalensi perokok tertinggi di Jembrana (52,4%). Kabupaten yang prevalensinya di bawah angka propinsi adalah Karangasem, Gianyar, Badung dan Denpasar. Rerata batang rokok yang dihisap per hari paling tinggi di Denpasar (10 batang). Prevalensi perokok mulai meningkat pada kelompok umur 15-24 tahun, kemudian menurun pada umur 55 tahun. Prevalensi perokok dan rerata rokok yang dihisap pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Prevalensi perokok   lebih tinggi pada penduduk tamat SMA dan penduduk tidak sekolah, serta di daerah perdesaan. Tidak tampak adanya perbedaan antara penduduk dengan tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita tinggi dan rendah.

Perilaku Penduduk Makan Buah dan Sayur
Penduduk dikategorikan ‘cukup’ konsumsi sayur dan buah apabila makan sayur dan/atau buah minimal 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. Dikategorikan ’kurang’ apabila konsumsi sayur dan buah kurang dari ketentuan di atas. Prevalensi penduduk umur 10 tahun ke atas di Provinsi Bali kurang konsumsi buah dan sayur sebesar 96,5%. Semua kabupaten kurang makan buah dan sayur dengan persentase lebih dari 90%. Pada semua kelompok umur kurang konsumsi buah dan sayur 96% keatas. 

Alkohol
Prevalensi peminum alkohol 12 bulan terakhir yang tertinggi terdapat di Kabupaten Karangasem 10,7%; sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gianyar (3,9%) dan Kabupaten Badung (3,9%). Prevalensi untuk yang konsumsi alkohol 1 bulan terakhir yang tertinggi juga Kabupaten Karangasem yaitu 9,1% dan terendah adalah Kabupaten Jembrana (2,1%).
Aktifitas Fisik
Hampir seperempat penduduk di provinsi Bali (22,3%) kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik paling tinggi di kota Denpasar (43,1%). Sedangkan aktifitas fisisk cukup paling tinggi di Kabupaten Karangasem (90,4%), disusul Kabupaten Bangli (89,3%). Prevalensi penduduk ≥ 10 tahun yang melakukan kegiatan aktifitas fisik pada umumnya masih kurang, mereka tidak terbiasa melakukan aktifitas fisik lebih dari 10 menit secara terus menerus baik pada aktifitas fisik berat, sedang dan ringan. Daerah perdesaan pada umumnya lebih banyak melakukan aktifitas fisik dengan nilai cukup dibandingkan perkotaan. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pengeluaran RT perkapita semakin besar prevalensi yang kurang melakukan aktifitas fisik.

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Dalam upaya untuk memberikan jaminan pengobatan kepada semua masyarakat Bali sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan suatu program jaminan kesehatan yang diberi nama Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Program ini diharapkan bisa menurunkan angka kematian, meingkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi penduduk miskin yaitu dengan mengurangi komponen pengeluaran masyarakat tidak mampu. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Bali mempunyai jaminan (asuransi) kesehatan yaitu 980.114 jiwa (27,9%), sedangkan 2.535.886 jiwa lainnya (72,1%) belum mempunyai jaminan kesehatan. Mereka yang mempunyai jaminan kesehatan terdiri dari peserta Jamkesmas 537.776 jiwa, Askes PNS sebanyak 332.708 jiwa, Jamsostek 88.954 jiwa, ASABRI 9.401 jiwa dan asuransi kesehatan komersial sebanyak 11.474 jiwa. Mereka yang berhak mendapat jaminan dari Program JKBM adalah semua penduduk Bali yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Bali dan belum mendapatkan jaminan (asuransi) kesehatan lainnya (Jamkesmas, Askes, Jamsostek, ASABRI dan asuransi kesehatan komersial).  Pada Tabel 2.52 disajikan jumlah kepesertaan per kabupaten/kota pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Meningkatnya jumlah peserta di semua kabupaten kecuali Denpasar dan Badung sesuai dengan jumlah peserta yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dilaporkan lebih tinggi pada tahun 2010 lalu berkurang pada tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2013. Fluktuasi ini kemungkinan disebabkan karena tingginya migrasi penduduk di Kota Denpasar dan Badung termasuk penduduk yang mempunyai KTP Bali. Untuk tahun 2013 dipergunakan data kependudukan dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bali yang jumlahnya berkurang menjadi 2.751.201 jiwa.

Pada tahun 2010 dan 2011 jumlah premi yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/kota adalah Rp. 5.725,- per bulan per kapita, kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 6.000,- pada tahun 2012 dan ditingkatkan kembali menjadi Rp. 8.500,- pada tahun 2013. Pada tahun 2013, besar biaya layanan yang ditanggung untuk rawat jalan di puskesmas adalah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali yang besarnya adalah  Rp. 10.000,- untuk pengobatan biasa dan Rp. 25.000,- bila dengan tindakan. Sedangkan untuk pasien rawat inap, besar biaya yang ditanggung sesuai dengan klaim rumah sakit dengan mengacu pada tarif yang ditetapkan dengan Pergub Provinsi Bali dan berlaku sama untuk rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Tabel 2.52
Jumlah Kepesertaan JKBM per Kabupaten/Kota pada Tahun 2010 - 2013

	Kabupaten/Kota
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jembrana
	-*)
	270.127
	276.597
	277.309

	Tabanan
	320.380
	342.117
	381.965
	332.294

	Badung
	341.112
	457.364
	395.829
	395.829

	Denpasar
	434.003
	388.057
	565.891
	415.125

	Gianyar
	362.775
	369.148
	408.934
	296.213

	Klungkung
	117.285
	168.544
	159.697
	159.034

	Bangli
	149.846
	197.450
	218.487
	218.487

	Karangasem
	198.777
	314.222
	303.831
	303.831

	Buleleng
	396.240
	429.793
	565.875
	353.079

	Jumlah 
	2.535.886
	2.936.822
	3.277.106
	2.751.201


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *) Kabupaten Jembrana belum ikut JKBM pada tahun 2010
Layanan yang disediakan dalam JKBM adalah rawat jalan dan rawat inap di puskesmas dan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang bersedia bekerja sama dengan JKBM. Untuk rawat inap, layanan yang disediakan adalah rawat inap Kelas III dan tidak bisa dilakukan upgrade kelas perawatan dalam artian pengguna layanan tidak dibolehkan menaikkan kelas rawat inapnya dengan menambah biaya sendiri. Layanan yang dijamin oleh JKBM adalah hampir semua jenis penyakit kecuali beberapa layanan yang dibatasi dan ada pula yang tidak dijamin. Layanan yang dibatasi adalah: a) layanan kacamata untuk gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 200.000,- berdasarkan resep dokter; b) lensa mata dengan nilai maksimal antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 1.000.000,- berdasarkan resep dokter; c) penunjang diagnostik canggih kecuali yang sifatnya live-saving atau kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian komite medik. Pelayanan yang tidak dijamin ada sebanyak 21 jenis layanan yaitu: pelayanan  yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bahan/alat/tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, general check-up, prothesis gigi tiruan, operasi jantung, pengobatan alternatif, bayi tabung, layanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, pelayanan keseahatan bakti sosial, pelayanan keseahatan canggih, pembersihan karang gigi, ketergantungan obat, obat di luar formularium program Jamkesmas 2008, sirkumsisi, obat anti retro viral, cacat bawaan, biaya trasportasi, biaya autopsi atau biaya visum, kemoterapi, kecelakaan lalu lintas dan percobaan bunuh diri.

Tabel 2.53
Jumlah Dana yang Dialokasikan untuk JKBM di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 
pada Tahun 2010 – 2011 dan Jumlah Dana yang Diserap

	Kabupaten/Kota
	2010
	2011

	
	Dialokasikan
	Diserap
	Dialokasikan
	Diserap

	RSUD Jembrana
	Belum ikut JKBM
	Belum ikut JKBM
	3.980.459.120
	1.402.410.474 (35,2%)

	RSUD Tabanan
	19.874.244.764
	20.971.769.670 (105,5%)
	  21.573.927.764
	21.826.035.958 (101,2%)

	RSUD Badung
	17.485.077.296
	10.752.130.367 (61,5%)
	19.499.740.496
	  12.005.479.649 (61,6%)

	RSUD Wangaya
	14.843.300.012
	10.908.561.657 (73,5%)
	17.658.570.812
	11.670.289.250 (66,1%)

	RSUD Gianyar
	18.258.636.176
	15.603.618.400 (85,5%)
	20.309.391.176
	14.647.682.613 (72,1%)

	RSUD Klungkung
	  6.745.905.832
	6.228.953.650 (92,3%)
	7.469.586.832
	6.726.516.026 (90,1%)

	RSUD Bangli
	7.723.311.516
	5.846.799.649 (75,7%)
	8.646.952.116
	   7.085.861.731 (81,9%)

	RSUD Karangasem
	13.707.559.364
	12.446.991.327 (90,8%)
	15.231.236.564
	11.138.665.177 (73,1%)

	RSUD Buleleng
	   24.572.125.856
	19.752.099.563 (80,4%)
	27.234.124.856
	21.660.984.318 (79,5%)

	RS Indera
	5.000.000.0000
	3.342.748.766 (66,9%)
	  6.300.000.000
	  6.736.866.130 (106,9%)

	RS Jiwa Bangli
	3.000.000.000
	2.203.869.481 (73,5%)
	5.000.000.000
	5.149.774.781 (103,0%)

	Jumlah 
	131.210.160.816
	108.057.542.530 (82,35%)
	  152.903.989.736
	120.050.566.104

(78,51%)


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Tabel  2.54
Jumlah Dana yang Dialokasikan untuk JKBM di Puskesmas per Kabupaten/Kota 
pada Tahun 2010 – 2011 dan Jumlah Dana yang Diserap

	Kabupaten/
Kota
	2010
	2011

	
	Dialokasikan
	Diserap
	Dialokasikan
	Diserap

	Jembrana
	Belum ikut JKBM
	Belum ikut JKBM
	702.433.963
	  341.447.000 (48,6%)

	Tabanan
	5.665.610.000
	883.685.100 (15,6%)
	3.965.927.000
	3.079.658.500 (77,7%)

	Badung
	6.715.544.000
	   1.543.149.000 (23,0%)
	4.700.880.800
	2.126.544.500 (45,2%)

	Denpasar
	9.384.236.000
	742.188.500 (7,9%)
	6.569.097.295
	745.625.000 (11,4%)

	Gianyar
	6.835.850.000
	1.519.394.000 (22,2%)
	4.785.095.000
	2.035.261.750 (42,5%)

	Klungkung
	2.412.270.000
	  1.204.746.300 (49,9%)
	1.688.589.000
	  1.290.334.500 (76,4%)

	Bangli
	3.078.802.000
	350.592.650 (11,4%)
	2.155.161.400
	447.332.500 (20,8%)

	Karangasem
	5.078.924.000
	1.840.059.112 (36,2%)
	3.555.246.800
	1.777.622.500 (50,0%)

	Buleleng
	8.873.330.000
	  3.664.180.081 (41,3%)
	6.211.198.905
	4.172.026.000 (67,2%)

	Jumlah 
	48.044.566.000
	11.747.994.743 (24,4%)
	34.333.630.163
	16.015.852.250 (46,6%)


  Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Tabel 2.55
Jumlah Dana yang Dialokasikan untuk JKBM di Rumah Sakit dan Puskesmas per Kabupaten/Kota pada Tahun 2012 – 2013 dan Jumlah Dana yang Diserap

	Kabupaten/
Kota
	2012
	2013

	
	Dialokasikan
	Diserap
	Dialokasikan
	Diserap

	Jembrana
	19.914.984.000
	  9.757.318.993 (49,0%)
	28.285.518.000
	NA

	Tabanan
	27.501.480.000
	28.846.301.751 (104,9%)
	33.893.988.000
	NA

	Badung
	28.499.688.000
	15.876.511.451 (55,7%)
	40.374.558.000
	NA

	Denpasar
	40.744.152.000
	16.384.303.610 (40,2%)
	42.342.750.000
	NA

	Gianyar
	29.443.248.000
	24.187.484.908 (82,1%)
	30.213.726.000
	NA

	Klungkung
	11.498.184.000
	11.261.428.325 (97,9%)
	22.285.674.000
	NA

	Bangli
	15.731.064.000
	9.896.286.351 (62,9%)
	16.221.468.000
	NA

	Karangasem
	21.875.832.000
	  9.140.971.665 (41,8%)
	30.990.762.000
	NA

	Buleleng
	40.743.000.000
	22.258.508.675 (54,6%)
	36.014.058.000
	NA

	RS Indera
	a)
	13.945.305.537
	a)
	NA

	RS Jiwa Bangli
	a)
	9.949.637.967
	a)
	NA

	RSUP Sanglah
	a)
	35.160.525.036
	a)
	NA

	Jumlah 
	235.951.632.000
	206.664.584.269 (87,6%)
	280.622.502.000
	NA


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
a) Untuk RS Indera, RS Jiwa Bangli dan RSUP Sanglah, anggarannya dialokasikan ke masing-masing “kabupaten asal pasien” yang berobat ke rumah sakit tersebut

Tabel 2.56 
Jumlah Peserta dan Persentase Sharing Anggaran JKBM 
antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013

	Kabupaten/Kota
	Jumlah Peserta
	Persentase  Sharing
	Jumlah Anggaran*)
	Total

	
	
	Prov
	Kab/Kota
	Prov
	Kab/Kota
	

	Jembrana
	277.309
	68,96
	31,04
	19.505.693.213
	8.779.824.787
	28.285.518.000

	Tabanan
	332.294
	51,04
	48,96
	17.299.491.475
	16.594.496.525
	33.893.988.000

	Badung
	395.829
	36,82
	63,18
	14.865.912.256
	25.508.645.744
	40.374.558.000

	Denpasar
	415.125
	44,94
	55,06
	19.028.831.850
	23.313.918.150
	42.342.750.000

	Gianyar
	296.213
	47,44
	52,56
	14.333.391.614
	15.880.334.386
	30.213.726.000

	Klungkung
	159.034
	82,17
	17,83
	13.329.180.256
	2.892.287.744
	16.221.468.000

	Bangli
	218.487
	87,65
	12,35
	19.533.393.261
	2.752.280.739
	22.285.674.000

	Karangasem
	303.831
	56,19
	43,81
	17.413.709.168
	13.577.052.832
	30.990.762.000

	Buleleng
	353.079
	51,97
	48,03
	18.716.505.943
	17.297.552.057
	36.014.058.000

	Jumlah 
	2.751.201
	55,0
	45,0
	154.026.109.035
	126.596.392.965
	280.622.502.000


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *) Jumlah premi adalah Rp. 8.500,- per kapita per bulan

Tabel 2.57
Jumlah dan Persentase Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas yang Ditanggung JKBM per Kabupaten/Kota Tahun 2010, 2011, 2012

	Kabupaten/Kota
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)

	Jembrana
	Belum ikut 
	Belum ikut
	30.137
	11,2
	165.952
	29,3

	Tabanan
	127.837
	39,9
	165.266
	43,3
	191.113
	50,0

	Badung
	122.391
	35,9
	147.435
	37,2
	161.889
	40,9

	Denpasar
	144.083
	33,2
	128.681
	22,7
	191.606
	33,9

	Gianyar
	174.881
	48,2
	208.919
	51,1
	242.088
	59,2

	Klungkung
	168.828
	112,7
	190.435
	87,2
	204.531
	93,6

	Bangli
	37.163
	31,7
	31.646
	19,8
	40.698
	30,0

	Karangasem
	46.702
	23,5
	63.338
	20,8
	91.002
	30,0

	Buleleng
	143.078
	36,1
	205.789
	47,9
	236.209
	41,7

	Jumlah 
	964.963
	38,1
	1.171.646
	35,8
	1.525.088
	46,5


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

*) Jumlah kunjungan (Catatan: bukan jumlah orang) dibagi jumlah peserta pada tahun yang sama
Tabel 2.58
Jumlah dan Persentase Kunjungan Rawat Inap yang Ditanggung JKBM di Rumah Sakit per Kabupaten/Kota Tahun 2010, 2011, 2012

	Kabupaten/Kota
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)

	Jembrana
	Belum ikut 
	Belum ikut
	739
	0,27
	3.529
	1,28

	Tabanan
	8.730
	2,72
	7.001
	2,05
	5.541
	1,45

	Badung
	5.673
	1,66
	5.122
	1,12
	3.864
	0,98

	Denpasar
	5.801
	1,34
	4.772
	1,23
	3.558
	0,63

	Gianyar
	8.444
	2,33
	6.356
	1,72
	5.402
	1,32

	Klungkung
	4.918
	3,28
	3.985
	2,02
	2.473
	1,13

	Bangli
	3.475
	2,96
	3.118
	1,85
	3.750
	2,35

	Karangasem
	7.101
	3,57
	5.304
	1,69
	4.972
	1,64

	Buleleng
	10.425
	2,63
	8.286
	1,93
	5.853
	1,03

	Jumlah 
	54.567
	2,15
	44.683
	1,78
	38.942
	1,19


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

*) Jumlah kunjungan (Catatan: bukan jumlah orang) dibagi jumlah peserta pada tahun yang sama
Tabel 2.59
Jumlah dan Persentase Kunjungan di UGD Rumah Sakit yang Ditanggung JKBM 
per Kabupaten/Kota Tahun 2010, 2011, 2012

	Kabupaten/Kota
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)
	Jumlah
	Persen*)

	Jembrana
	Belum ikut 
	Belum ikut
	67
	0,02
	7.863
	2,84

	Tabanan
	10.797
	3,37
	9.578
	2,80
	10.023
	2,62

	Badung
	1.830
	0,54
	3.487
	0,76
	5.502
	1,39

	Denpasar
	4.296
	0,99
	3.779
	0,97
	4.098
	0,72

	Gianyar
	4.806
	1,32
	4.807
	1,30
	7.025
	1,72

	Klungkung
	5.251
	3,50
	5.262
	2,66
	5.621
	2,57

	Bangli
	2.527
	2,15
	2.923
	1,73
	3.475
	2,18

	Karangasem
	6.815
	3,43
	6.301
	2,01
	8.766
	2,89

	Buleleng
	4.633
	1,17
	7.520
	1,75
	7.732
	1,37

	Jumlah 
	40.955
	1,62
	43.724
	1,74
	60.105
	1,83


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

*) Jumlah kunjungan (Catatan: bukan jumlah orang) dibagi jumlah peserta pada tahun yang sama
Dengan banyaknya jumlah pasien rawat inap di rumah sakit Kelas III yang ditanggung oleh JKBM maka kebutuhan ruang rawat inap juga semakin meningkat. Amat sering diberitakan oleh media bahwa pasien harus dirawat di lorong-lorong rumah sakit atau pasien harus antri karena terbatasnya ruang rawat inap Kelas III.

Pada Tabel 2.60 dicantumkan jumlah penduduk per kabupaten/kota (data Sensus Penduduk tahun 2010), jumlah tempat tidur Kelas III di RSUD yang tersedia saat ini, rasio tempat tidur kelas III per penduduk, jumlah pasien JKBM yang dirawat inap pada tahun 2012 dan perkiraan jumlah tempat tidur untuk jumlah pasien JKBM yang diperlukan. Jumlah perkiraan jumlah tempat tidur untuk pasien JKBM yang diperlukan dihitung dengan mengalikan jumlah pasien JKBM rawat inap  (tahun 2012) dengan rata-rata lamanya pasien dirawat atau Average Length of Stay (AVLOS) ideal yang ditetapkan oleh Kemenkes (Depkes, 2005) yaitu antara 6-9 hari. Selain itu, pasien Jamkesmas juga memerlukan ruang rawat inap kelas III. Perkiraan jumlah tempat tidur  rawat inap yang diperlukan tergantung dari proporsi penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota. Bila diasumsikan bahwa jumlah tempat tidur yang diperlukan hampir sama dengan pasien JKBM maka jumlah ruangan/tempat tidur kelas III yang perlu disediakan secara rata-rata adalah dua kali lipat dari jumlah ruangan/tempat tidur untuk Kelas III yang ada saat ini.

Tabel 2.60
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota, Jumlah Tempat Tidur Kelas III di RSUD, Rasio Tempat Tidur Kelas III per Penduduk, Jumlah Pasien JKBM yang Dirawat pada Tahun 2012 dan Perkiraan Jumlah Tempat Tidur untuk Jumlah Pasien JKBM yang Diperlukan

	Kab/Kota

	Jumlah Penduduk
(SP 2010)
	Jml Tempat Tidur Kelas III di RSUD (Tahun 2012)
	Rasio Tempat Tidur Kelas III di RSUD dengan Jumlah Penduduk
	Jumlah Pasien JKBM Rawat Inap  (Tahun 2012)
	Perkiraan Jumlah Tempat Tidur untuk Pasien JKBM dan Jamkesmas 

	Jembrana
	261.638
	69
	1 per 3.792
	3,529
	77 + 77 = 154

	Tabanan
	420.913
	64
	1 per 6.577
	5,541
	121 + 121 = 242

	Badung
	543.332
	62
	1 per 8.763
	3,864
	85+85 = 170

	Gianyar
	469.777
	99
	1 per 4.745
	5,402
	118 + 118 = 236

	Denpasar
	788.589
	42
	1 per 18.776
	3,558
	78 + 78 = 156

	Klungkung
	170.543
	67
	1 per 2.545
	2,473
	54 + 54 = 108

	Bangli
	215.353
	67
	1 per 3.214
	3,750
	82 + 82 = 164

	Karangasem
	396.487
	76
	1 per 5.217
	4,972
	109 + 109 = 218

	Buleleng
	624.125
	152
	1 per 4.106
	5,853
	128 + 128 = 256

	Bali
	3.890.757
	731
	1 per 5.322
	38,942
	854 + 854 = 1708


CATATAN:

- Jumlah tempat tidur Kelas III di RSUP Sanglah tahun 2012: 341

- Jumlah tempat tidur Kelas III di delapan RSUD di Bali tahun 2012: 731

- Jumlah tempat tidur Kelas III di delapan RSUD dan RSUP Sanglah tahun 2012: 1.072
Indikator Kinerja Derajat Kesehatan

Angka Kematian Neonatus, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007, angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Bali adalah 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) sedangkan pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, AKB di Provinsi Bali telah turun menjadi 29 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatus, angka kematian bayi dan angka kematian balita tahun 2012 secara rata-rata nasional masing-masing adalah 20, 34 dan 43 per 1000 kelahiran hidup sedangkan di Provinsi Bali masing-masing 18, 29 dan 33 per 1000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian bayi, Provinsi Bali berada diurutan keenam paling rendah bersama-sama Sumatera Selatan dan Bengkulu, seperti terlihat pada Grafik 2.7. Bila dibandingkan dengan target MDGs, yang sudah tercapai di Bali adalah angka kematian neonatus sedangkan untuk AKB dan balita masih belum tercapai.

Angka Kematian Ibu Sebagai Akibat Komplikasi Kehamilan dan Persalinan

Angka kematian ibu sebagai akibat komplikasi kehamilan dan persalinan adalah Target MDGs Nomer 5, yaitu pada Tahun 2015 secara nasional diharapkan bisa mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Riskesdas 2010, angka kematian ibu secara nasional adalah 220 per 100.000 kelahiran hidup dan Bali menduduki urutan ketiga paling rendah setelah DKI dan Bengkulu yaitu sebesar 107 per 100.000 kelahiran hidup (Grafik 2.23). Bila dilihat jumlah ibu meninggal yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 sebesar 80,47; pada tahun 2009 sebesar 73,16; pada tahun 2010  58,10; pada tahun 2011 sebesar 84,25 dan pada tahun 2012 sebesar 95,33. Berfluktuasinya angka kematian ibu yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi lebih banyak disebabkan oleh karena bervariasinya intensitas case finding ibu melahirkan. Wanita umur usia produktif yang meninggal dan tidak dilaporkan biasanya adalah mereka yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan atau kematiannya memang sengaja tidak dilaporkan misalnya wanita tidak kawin yang meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan.

[image: image22.emf]
Grafik 2.23. Angka Kematian Ibu Karena Komplikasi Kehamilan dan Persalinan  

        per 100.000 Kelahiran Hidup per Provinsi (Riskesdas 2010)
Prevalensi Anak Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Menurunkan angka prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak usia di bawah lima tahun (balita) adalah  Target Pertama MDGs,  yaitu secara nasional masing-masing, pada tahun 2015 menjadi 3,6% untuk balita gizi buruk dan 11,9% untuk gizi kurang (Bappenas, 2010). Acuan yang dipakai oleh Bappenas adalah data Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007. Sedangkan target MDGs untuk Provinsi Bali adalah 1,4% untuk gizi buruk dan 8,9% untuk gizi kurang. Prevalensi balita gizi buruk di Bali pada tahun 2007 adalah 3,2% dan gizi kurang adalah 8,2% (Riskesdas, 2007). Pada tahun 2010, prevalensi gizi buruk turun menjadi 1,7% tetapi prevalensi gizi kurang naik menjadi 9,2% (Riskesdas 2010). Berdasarkan WHO seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, prevalensi balita gizi kurang di bawah 10% termasuk rendah (Dirjen Bangda, 2010). Bila dibandingkan dengan target MDGs maka untuk Bali, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang tahun 2010 telah lebih rendah dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, prevalensi gizi buruk di Bali pada tahun 2010 termasuk paling rendah nomer dua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk gizi kurang berada diurutan nomer tiga paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Utara (6,8%) dan DKI (8,7%). Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah anak umur 0-4 tahun (balita) di Provinsi Bali adalah 334.691 anak (BPS, 2010). Karena jumlah sampelnya kecil (1.218 rumah tangga), Riskedas 2010 tidak melakukan analisis untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2007, karena jumlah sampelnya cukup besar (5.430 rumah tangga), dilakukan analisis per kabupaten/kota. Kabupaten dengan prevalensi balita gizi buruk di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Jembrana, Karangasem dan Buleleng, sedangkan untuk balita gizi kurang adalah Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Kabupaten dengan prevelensi balita gizi buruk dan gizi kurang yang lebih tinggi berada di kabupaten-kabupaten dengan persentase penduduk miskin lebih tinggi yaitu di Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng.

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Derajat Kesehatan
	Indikator Derajat Kesehatan
	Capaian

	
	2007-2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Angka kematian bayi 
per 1000 kelahiran hidup
	34a)
	NA
	NA
	NA
	29b)

	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 
	NA
	NA
	107c)
	NA
	NA

	Umur harapan hidupf)
	70,61
	70,67
	70,72
	70,78
	70,78

	Prevalensi balita gizi buruk
	3,2%d)
	NA
	1,7% e)
	NA
	NA


Sumber: 
a) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, b) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, c) Riskesdas 2010,d) Riskesdas 2007,e) Riskesdas 2010,f) Susenas

3. Pekerjaan Umum
Pelayanan urusan wajib di bidang pekerjaan umum merupakan hal yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam upaya mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dapat mempermudah akses masyakarat.
Di bawah ini diuraikan capaian kinerja di bidang pekerjaan umum.
a) Prasarana Angkutan (Jalan). Panjang prasarana jaringan jalan yang tersedia pada tahun 2012 adalah 7.361,49 km, terdiri dari jalan nasional 535,23 km, jalan provinsi 860,53 km dan jalan kabupaten 5.965,73 km. Kondisi jalan nasional yang ada di Bali sampai dengan Desember tahun 2012, sebagian besar berada dalam keadaan baik yaitu 90% mantap, sisanya 9,63% kondisi sedang dan 0,37% dengan kondisi tidak mantap. Sementara itu kondisi jalan provinsi dalam kondisi baik hanya 48,15%; kondisi sedang 32,39% dan kondisi rusak 19,46%. Sedangkan kondisi jalan kabupaten dengan kondisi baik 46,94%; kondisi sedang 23,75%; kondisi rusak 17,63% dan kondisi rusak berat 2,86%. Jumlah seluruh jembatan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 808 buah dengan panjang bentang jembatan 15.391,64 meter, terdiri dari jembatan nasional 234 buah dengan panjang bentang 6.180,80 meter, jembatan provinsi 107 buah dengan panjang bentang 2.823,20 meter dan jembatan kabupaten 467 buah dengan panjang bentang 6.387,64 meter.
Jaringan jalan di Provinsi Bali yang terdiri atas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus menanggung beban jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Bali naik tajam hingga hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah kendaraan di Bali 1.356.392 unit dan  pada tahun 2012 telah mencapai 1.946.777 unit. Peningkatan jumlah kendaraan di Bali dari tahun 2007-2012 hampir 590.385 (30,32%) unit kendaraan. 
Dilihat dari jenisnya, jumlah sepeda motor mencapai 29,37%; diikuti mobil sebesar 33,41%. Berdasarkan jumlah mobil penumpang di Bali dan pergerakan kendaraan harian rata-rata, maka kondisi jaringan jalan di Bali utamanya di wilayah Bali Selatan telah mencapai Velocity Capacity Ratio (V/C ratio) lebih dari 0,80 (v/c ≥ 0,80) pada beberapa ruas jalan arteri dan kolektor, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemacetan menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi dalam rangka menciptakan kenyamanan di sektor transportasi darat, dimana kecepatan beberapa ruas jalan berada di bawah 40 km/jam, hal ini disebabkan selain karena masih terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan juga oleh karena belum optimalnya manajemen dan rekayasa LLAJ. Permasalahan lain yang muncul adalah masih tingginya kecelakaan lalu lintas, dimana rata-rata korban jiwa yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari. Permasalahan ini terjadi oleh karena masih rendahnya kesadaran akan peraturan dan disiplin berlalu lintas dari masyarakat, masih kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan, masih beroperasinya kendaraan yang kurang memenuhi keselamatan serta kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang LLAJ. 


Rencana pengembangan beberapa ruas jalan baru telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2012, yakni pengembangan ruas jalan tol Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua dan pengembangan underpass Dewa Ruci. Pengembangan kedua prasarana jalan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam memecahkan dan mengurai masalah kemacetan di wilayah Bali Selatan. Pembangunan jalan underpass Dewa Ruci, merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kawasan Simpang Dewa Ruci yang merupakan titik pertemuan arus lalu lintas dan akses utama dari dan menuju kawasan wisata Nusa Dua, Kuta, Sanur dan Bandara Ngurah Rai. Dengan dilaksanakannya pembangunan jalan tersebut diharapkan lalu lintas dari Denpasar menuju Nusa Dua dan Bandara Internasional Ngurah Rai akan menjadi lebih lancar, sehingga aksesibilitas bagi masyarakat akan semakin baik. Kawasan Simpang Dewa Ruci merupakan titik pertemuan arus lalu lintas dan akses utama dari dan menuju kawasan wisata Nusa Dua, Kuta, Sanur dan Bandara Ngurah Rai.
b) Perbandingan antara panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya (rasio jaringan irigasi) kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 53,20% yang terdiri dari: jaringan primer 985.562 Km, jaringan sekunder 1.259.819 Km, dan jaringan tersier 2.996.799 Km, serta dengan luas budidaya (luas fungsional) 98.533 Ha. Luas lahan budidaya menurun dari tahun 2010 seluas 100.412 Ha. Hal ini menunjukkan jaringan irigasi yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan secara optimal yang disebabkan luas lahan budidaya (luas fungsional) tidak berimbang dengan panjang jaringan irigasi, tingkat kerusakan jaringan, serta terbatas/berkurangnya pasokan air baku. Perkembangan rasio jaringan irigasi di Provinsi Bali ditunjukkan dalam tabel berikut (Tabel 2.62).
Tabel 2.62
Rasio Jaringan Irigasi
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jaringan Primer
	985.562
	985.562
	985.562
	985.562

	2
	Jaringan Sekunder
	1.259.819
	1.259.819
	1.259.819
	1.259.819

	3
	Jarigan Tersier
	2.996.799
	2.996.799
	2.996.799
	2.996.799

	4
	Luas Budidaya 
(Luas Fungsional)
	100.412
	100.412
	98.533
	98.533

	5
	Rasio
	52,21
	52,21
	53,20
	53,20


 Sumber: Dinas PU Bali
c) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi pada khususnya. Sampai dengan tahun 2012, jaringan irigasi kewenangan provinsi tercatat sepanjang 1.412.032 Km, diantaranya dalam kondisi baik sepanjang 1.063.388 Km (75,31%) dan dalam kondisi rusak sepanjang 348.644 Km (24,69%). Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2011, dimana jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 1.056.284 Km (74,80%), dan kondisi rusak sepanjang 355.748 Km (25,19%).

d) Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan pemeliharaan secara kontinyu terhadap keberadaan danau, embung, waduk serta pembangunan pengamanan mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
e) Untuk program pengendalian banjir, secara berkesinambungan telah dilakukan pembangunan pengamanan pantai tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota di Bali dan pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan pengagaman pantai Penyaringan Kabupaten Jembrana sepanjang 0,132 Km.
f) Persentase rumah tinggal bersanitasi yang ada di Bali rata-rata telah berada di atas 75%, hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dengan lingkungan yang sehat sudah semakin baik. Pada tahun 2008 persentase rumah tinggal bersanitasi di Bali mencakup 75,79%, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 85,34%. 

g) Realisasi cakupan pelayanan air minum Provinsi Bali sampai tahun 2012 baru mencapai 59,71% yang terdiri dari cakupan wilayah perkotaan 62,83% dan perdesaan 52,82%. Hal tersebut meningkat dari tahun 2011 sebesar 59,18% yang terdiri dari cakupan perkotaan 62,02% dan perdesaan 52,22%. Untuk dapat mewujudkan target MDGs sebesar 75,00% pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan program Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM) perdesaan dengan sasaran desa-desa rawan air bersih. Pada tahun 2012 telah dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, air minum Desa Toya Mule, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, air minum Br. Galih Ukir, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan air minum Br. Mekayu, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Untuk meningkatkan layanan air minum di wilayah Bali Selatan khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah dicanangkan pembangunan SPAM regional dengan memanfaatkan sumber air baku Tukad Petanu dan Tukad Penet masing-masing 300 lt/dt dengan biaya dari pemerintah. Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan SPAM Tukad Unda  1.000 lt/dt melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak swasta.
h) Jumlah timbulan sampah rumah tangga di Bali tahun 2011 adalah 11.799 m3/hari. Dari timbulan sampah tersebut tertinggi di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Klungkung, dengan kisaran 473 – 3.380 m3/hari. Persentase penanganan sampah rata-rata pertahunnya di Bali baru mencapai 66% dari jumlah volume sampah yang diproduksi dari berbagai kegiatan yang ada. Pada tahun 2008 persentase penanganan sampah sebesar 65%, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 67%. Dilihat dari perkembangan penanganan sampah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2013, belum optimal. Sekitar lebih kurang 23% volume sampah yang ada, belum tertangani dengan baik.
Sedangkan untuk tempat pembuangan sampah sementara (TPS), cukup signifikan terjadi peningkatan selama rentang waktu tahun 2008-2011. Pada tahun 2008 Rasio TPS Per Satuan Penduduk adalah sebesar 58,59%, tahun 2009 sebesar 69,70 %, tahun 2010 sebesar 80,24 % dan tahun 2011 sebesar 79,36%, seperti yang terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.63
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah/TPS per Satuan Penduduk

	No.
	Rasio TPS Per Satuan Penduduk
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Rasio TPS Per Satuan Penduduk
	58,59
	69,70
	80,24
	79,36
	-


 Sumber: Dinas PU
4. Perumahan
Beberapa indikator kinerja yang telah dicapai di bidang pelayanan urusan wajib perumahan seperti diuraikan di bawah ini. 
a) Program penataan perumahan dan permukiman diarahkan dalam rangka meminimalisir permukiman kumuh. Pada tahun 2008 kawasan permukiman yang sudah tertata seluas 1.246,21 ha atau 2,79% dari keseluruhan luas area permukiman dan terus mengalami peningkatan sampai dengan  tahun 2011 menjadi sebesar 19.824.83 ha atau sekitar 43,19%, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.64.
	Tabel 2.64
Persentase Luas Permukiman yang Tertata

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Luas area permukiman tertata (ha)
	636.31
	1.246,21
	3.596,34
	6.610,15
	19.824,83

	2
	Luas area (ha) permukiman keseluruhan
	44.278,37

	44.683,58
	45.088,79
	45.494,00
	45.899,21

	3
	Persentase luas Permukiman yang Tertata 
	1,44
	2,79
	7,98
	14,53
	43,19


  Sumber: Bappeda Prov. Bali
b) Persentase luas permukiman yang tertata menurut Kabupaten/kota tahun 2010, menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki angka tertinggi yaitu 46,79%, disusul Kabupaten Klungkung 23,74%. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Bangli 0,72%. Untuk selengkapnya mengenai persentase luas permukiman yang tertata menurut kabupaten/kota tahun 2010 di Provinsi Bali, dapat dilihat pada Tabel 2.65.
	 Tabel 2.65
Luas Permukiman yang Tertata

	      Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 di Provinsi Bali

	No
	Kabupaten/kota
	Luas Area Permukiman Keseluruhan
	Luas Area Permukiman Tertata
	Persen

	1
	Denpasar
	7.854
	1.071,00
	13,64

	2
	Badung
	7.900
	3.696,71
	46,79

	3
	Gianyar
	5.189
	113,00
	2,18

	4
	Tabanan
	6.044
	406,00
	6,72

	5
	Jembrana
	6.112
	470,94
	7,71

	6
	Buleleng
	5.477
	397,00
	7,25

	7
	Klungkung
	1.306
	310,00
	23,74

	8
	Bangli
	3.326
	24,00
	0,72

	9
	Karangasem
	2.283
	121,50
	5,32

	 
	Jumlah
	45.494
	6.610,15
	14,53


      Sumber: Cipta Karya PU Bali

c) Bedah Rumah adalah suatu program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2012 telah dilakukan bedah rumah sebanyak 1.945 unit dengan anggaran mencapai 38,90 milyar rupiah, yang meningkat dari tahun 2011 sebanyak 1.636 unit dengan anggaran sebesar 38,72 milyar rupiah. Program bedah rumah ini juga menyertakan keterlibatan dari LSM dan peran serta pihak swasta dalam bentuk CSR. Realisasi bedah rumah yang bersumber dari CSR pada tahun 2012 mencapai 557 unit, yang meningkat dari tahun 2011 sebanyak 522 unit dengan anggaran mencapai 10,44 milyar.

Indikator capaian kinerja bedah rumah dapat dilihat dari cakupan pelayanan bedah rumah. Sejak dicanangkannya, program ini telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2010 mencapai 5,5% (dari total pelayanan bedah rumah), meningkat di tahun 2011 menjadi sebesar 16,41%, dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 36,57%.
5. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan sebagai berikut: (1) terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, (2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, (3) terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang, (4) terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antarsektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.
Capaian kinerja pemerintahan di bidang penataan ruang terlihat antara lain: dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan tersusunnya 18 (delapan belas) materi teknis  ranperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi Bali beserta arahan zonasinya. Disamping itu pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menentapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota dan sebanyak 4 (empat) kabupaten sedang dalam proses penetapan perda. Diperkirakan pada akhir tahun 2013 seluruh kabupaten/kota telah menetapkan Perda RTRW.

Untuk ruang terbuka hijau di Provinsi Bali, khususnya ruang terbuka hijau perkotaan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Bali misalnya seperti taman, lapangan dan lainnya, dari tahun 2008 peningkatannya tidak terlalu signifikan, dimana pada tahun 2008 RTH Publik yang ada sekitar 18,5% dan pada tahun 2012 sekitar 20%.
6. Perencanaan Pembangunan
Bidang perencanaan pembangunan merupakan pelayanan urusan wajib yang sebagian urusannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai Perda Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2011 mempunyai tugas  melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

Capaian kinerja yang telah dihasilkan periode tahun 2008-2013 adalah:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Tahun 2008-2013 berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan 
d. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
e. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali
f. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Provinsi Bali
h. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
	Tabel 2.66

RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali

	No
	Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Jenis Dokumen 

	
	
	RPJPD
	RPJMD
	RKPD Thn 2014

	
	
	Perda

No/Tgl/Thn
	Perda

No/Tgl/Thn
	Pergub/Perbup/Perwali

No/Tgl/Thn

	1
	Provinsi Bali
	No. 6 Thn 2009
	No. 9 Thn 2009
	No. 18 Thn 2013

	
	
	Tgl. 25-02-2009
	Tgl. 28-04-2009
	Tgl. 28-05-2013

	2
	Kab. Buleleng
	No. 3 Thn 2013
	No. 4 Thn 2013
	No. 23 Thn 2013

	
	
	Tgl. 15-02-2013
	Tgl. 1-    - 2013
	Tgl. 31-05-2013

	3
	Kab. Karangasem
	No. 7 Thn 2006

Tgl. 18-08-2006
	No. 9 Thn 2011

Tgl. 30-05-2011
	No. 12 Thn. 2013

Tgl. 22-05-2013

	4
	Kab. Klungkung
	No. 6 Thn 2010
	No. 7 Thn 2010
	No 17 Thn. 2013

	
	
	Tgl. 30-09-2010
	Tgl. 30-09-2010
	Tgl. 3-05-2013

	5
	Kab. Bangli
	No. 8 Thn 2011
	No. 9 Thn 2011
	No. 15 Thn. 2013

	
	
	Tgl. 1-12-2011
	Tgl. 1-12-2011
	Tgl. 31-05-2013

	6
	Kab. Gianyar
	No. 12 Thn 2008
	No. 13 Thn 2008
	No. 20 Thn 2013

	
	
	Tgl. 28-10-2008
	Tgl. 28-10-2008
	Tgl. 6-05-2013

	7
	Kab. Jembrana
	No. 14 Thn 2012
	No. 11 Thn 2011
	No.18 Thn 2013

	
	
	Tgl. 7-12-2012
	Tgl. 21-9-2011
	Tgl. 6-5-2013

	8
	Kab. Tabanan
	No. 14 Thn 2011
	No. 15 Thn 2011
	No. 45 Thn. 2013

	
	
	Tgl. 15-12-2011
	Tgl. 21-12-2011
	Tgl. 13-06-2013

	9
	Kab. Badung
	No. 2 Thn 2009
	No. 13 Thn 2011
	No. 31 Thn 2014

	
	
	Tgl. 2-8-2009
	Tgl. 1-12-2011
	Tgl 18-04-2013

	10
	Kota Denpasar
	No. 1 Thn 2009
	No. 6 Thn 2012
	No. 17 Thn 2013

	
	
	Tgl. 20-2-2009
	Tgl. 14-08-2012
	Tgl. 18-06-2013


Sumber: Bappeda Prov. Bali

7. Perhubungan
Pelayanan urusan wajib di bidang perhubungan sebagian besar merupakan pelayanan pembangunan/penyediaan infrastruktur dengan wujud dan aktifitas yang nyata secara fisik antara lain berupa penyediaan infrastruktur sektor transportasi darat, laut dan udara serta sektor informasi dan komunikasi, sehingga sektor transportasi merupakan infrastruktur penting dalam pembangunan Bali secara keseluruhan. 

Transportasi merupakan ’’urat nadi’’ perekonomian, dan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Untuk Provinsi Bali khususnya, yang perekonomiannya sangat tergantung dari sektor pariwisata, segenap usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pariwisata Bali. Perkembangan Kepariwisataan di Bali yang telah berkembang dengan demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis/perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dalam MP3EI, dimana dalam mendukung persepektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia yang memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata.
Pembangunan transportasi di Bali juga berperan sebagai urat nadi kehidupan dibidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dan diarahkan pada terwujudnya Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Bali dalam satu kesatuan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah Bali. Pengembangan wilayah dan pusat perkotaan nasional diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan.
Adanya kesenjangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan menuntut adanya perbedaan orientasi strategi pembangunan transportasi dan komunikasi di kedua wilayah. Kondisi topografi Pulau Bali yang ditengah-tengahnya merupakan pegunungan membentang dari ujung Barat sampai ujung Timur dan wilayah Nusa Penida, memberikan hambatan/tantangan yang cukup berat dalam upaya meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi dan komunikasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep aglomerasi. Sementara di wilayah Bali Utara perlu lebih ditekankan kepada pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah tersebut dengan tidak mengabaikan prinsip optimalisasi prasarana dan konsep aglomerasi “One Island Management”. 

Terdapat beberapa pelabuhan angkutan laut dan angkutan penyeberangan di Provinsi Bali, diantaranya adalah Pelabuhan Benoa yang merupakan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi untuk pelayanan penumpang, pariwisata dan perikanan. Pelabuhan Celukan Bawang adalah pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi untuk pelayanan barang. Pelabuhan Pengambengan Kabupaten Jembrana adalah pelabuhan khusus perikanan/nelayan, serta penyebrangan Gilimanuk Pelabuhan Manggis Kabupaten Karangasem adalah pelabuhan khusus untuk pelayanan kapal Pertamina. Rencana Pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo, termasuk rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Amed Kabupaten Karangasem Pelabuhan laut Toya Pakeh dan Buyuk di Pulau Nusa Penida, pelabuhan/dermaga khusus wisata di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Pelabuhan Kusamba- Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Sanur-Kota Denpasar, Pelabuhan Sangsit dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng adalah pelabuhan yang berfungsi melayani angkutan penumpang dan barang antar wilayah dalam Provinsi. Ditinjau dari perkembangan angkutan laut baik angkutan penumpang maupun barang pada pelabuhan masih belum mampu bersaing dengan moda angkutan lain yakni moda angkutan udara maupun angkutan penyeberangan. Fasilitas Bandara Ngurah Rai antara lain: Landas pacu 45 x 3.000 m dengan parallel taxiway 23 x 3.000 m dan exit taxiway 7 buah untuk kapasitas pergerakan pesawat udara 80.900 kali per tahun. Apron kapasitas 38 unit, terdiri dari jenis pesawat udara B.747- 400 (9 unit); A.330 (2 unit); MD-11 (2 unit); A-320 (25 unit).

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan Bali Selatan, buruknya kondisi sarana dan kinerja operasi angkutan umum, defisiensi sarana dan prasarana angkutan umum mengakibatkan munculnya dampak negatif transportasi bagi aktivitas kepariwisataan. Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dari beberapa studi yang dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga  penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien disamping pelayanan angkutan umum masih sangat buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan underpass Simpang Dewa Ruci sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi  kemacetan di wilayah Bali Selatan,  tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan  (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), maka permasalahan transportasi (kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi  wilayah tersebut. Dari keempat kabupaten/kota yang ada disana, pemusatan aktivitas terbesar terjadi di Kota Denpasar dan Badung Selatan. Hal tersebut telah menyebabkan besarnya produksi dan tarikan perjalanan dari/ke Denpasar dan Badung Selatan, atau ke wilayah sekitarnya seperti Tabanan atau Kabupaten Gianyar. 

Di Indonesia, sektor transportasi adalah pengguna terbesar bahan bakar minyak, karena pertumbuhan armada kendaraan dan masih disubsidinya harga produk bahan bakar minyak untuk transportasi. Harga bahan bakar yang masih disubsidi oleh pemerintah akan menghalangi peningkatan efisiensi kendaraan yang dapat terjadi dari waktu ke waktu. Selaih emisi, transportasi darat juga berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalulintas, polusi udara, kemacetan lalulintas dan ketergantungan pada minyak bumi. Harus ada tindakan yang signifikan untuk mengurangi intensitas karbon dari sektor transportasi, sehingga emisi GRK yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun akan berhasil dikurangi. Dengan meningkatnya perhatian dunia kepada isu perubahan iklim maupun bertambahnya angka urbanisasi dan pertumbuhan pemakaian bahan bakar minyak di Indonesia.

Saat ini, isu-isu penyediaan kebutuhan infrastruktur telah menjadi isu prioritas yang harus ditangani dalam setiap rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebutuhan akan penyediaan infrastruktur belum dapat dipenuhi secara optimal oleh Pemerintah, mengingat adanya keterbatasan pendanaan melalui APBN dan APBD. Diperlukan adanya percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Dalam MP3EI, perwujudan tersebut akan diupayakan melalui langkah – langkah percepatan pembangunan infrastruktur melalui perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Businees As Asual”. Dengan adanya perubahan pola pikir paling mendasar tersebut, akan dipahami bahwa pembangunan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur memerlukan dukungan dan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam semangat Indonesia incorporated. Hal ini memberikan peluang besar bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS), baik pembangunan infrastruktur baru maupun pengelolaan infrastruktur yang sudah ada. Dengan adanya KPS, maka pemerintah dapat memfokuskan diri untuk membangun infrastruktur yang tidak bersifat komersial namun sangat diperlukan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, jalan arteri, drainase dan sebagainya.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia harus menata keterpaduan dan keserasian sistem yang ada, menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi publik melalui penyiapan segala sarana dan prasarananya yang dibutuhkan.
a. Angkutan Jalan
Transportasi angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap angkutan umum juga karena kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas. Dari data yang ada diketahui bahwa jumlah ijin trayek yang sudah dikeluarkan di Provinsi Bali dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebanyak 14.822 ijin trayek, tahun 2009 sebanyak 15.586, tahun 2010 sebanyak 16.151, tahun 2011 sebanyak 16.920 dan tahun 2012 sebanyak 17.508 ijin trayek. Sedangkan rasio ijin trayek yang terjadi mengalami penurunan dari tahun 2008-2012 seperti pada Tabel 2.67, yaitu dari 0.0074 di tahun 2008 menjadi 0.0045 pada tahun 2012.
Tabel 2.67

Data Angkutan Umum Di Provinsi Bali 

	NO
	JENIS ANGKUTAN
	JUMLAH PERUSAHAAN
	JUMLAH IJIN TRAYEK

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	ANGKOT
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ANGDES
	Perorangan ( 709 )
	605
	605
	605
	605
	605

	3
	AKAP
	39
	567
	567
	567
	567
	567

	4
	AKDP BUS
	25
	331
	331
	331
	346
	356

	5
	AKDP ISUZU
	Perorangan ( 1556 )
	1.380
	1.400
	1.425
	1.445
	1.470

	6
	TAKSI
	6
	2.125
	2.455
	2.550
	2.805
	2.805

	7
	PARIWISATA
	138
	1.155
	1.180
	1.200
	1.227
	1.283

	8
	SEWA
	306
	8.644
	9.033
	9.453
	9.905
	10.397

	9
	AJAP
	7
	15
	15
	20
	20
	25

	    Jumlah
	14.822
	15.586
	16.151
	16.920
	17.508

	    Rasio Ijin Trayek (Jumlah Ijin Trayek/Jumlah 
    Penduduk)
	0,0074
	0,0060
	0,0050
	0,0044
	0,0045


        Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Provinsi Bali
Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali telah pula mengeluarkan kebijakan strategis berupa pengembangan angkutan umum Trans Sarbagita. Diharapkan melalui penataan angkutan perkotaan ini, minat masyarakat akan semakin tinggi terhadap pemanfaatan angkutan umum, sehingga permasalahan kemacetan sedikit tidaknya akan dapat teratasi. 


Sebagai tahap awal, penanganan akan dilaksanakan di kawasan Metro Sarbagita melalui restrukturisasi jaringan trayek di Kota Denpasar dan didukung dengan pengembangan jaringan trayek pada daerah sekitarnya dengan penggunaan armada bus pada trayek-trayek utama secara bertahap sesuai skala prioritas serta penggunaan armada angkutan kota pada jaringan trayek cabang dan ranting. Direncanakan terdapat 17 jaringan trayek utama, dimana, 3 trayek berbasis bandara, 3 trayek berbasis wisata dan 11 trayek berbasis komuter yang didukung dengan 17 jaringan trayek cabang pada wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Agustus 2011 telah dilaksanakan tahap uji coba koridor II (Batu Bulan-Nusa Dua PP) dengan menggunakan 15 buah armada bus bantuan Departemen Perhubungan dan di  Tahun 2012, sepuluh 10 unit bus dibantu kembali oleh Dephub sehingga permasalahan kemacetan di wilayah Kota Denpasar akan dapat dikurangi. 
b. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
Sesuai dengan fungsinya, di Provinsi Bali terdapat 3 (tiga) pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang yang terletak di ujung Barat Pulau Bali dan Padangbai–Lembar terletak di ujung Timur Pulau Bali, yang merupakan pelabuhan penyeberangan lintas nasional serta pelabuhan penyeberangan Nusa Penida-Gunaksa yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dari Bali daratan ke Pulau Nusa Penida.
1. Pelabuhan Penyeberangan Lintas Gilimanuk–Ketapang

Sarana dan prasarana yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan lintas Gilimanuk-Ketapang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 5 unit dermaga, kapasitas parkir siap muat 145 unit, MB/Ponton 79 unit dan LCM 90 unit, jumlah kapal yang beroperasi 37 unit dengan kapasitas penumpang 25.916.460 orang, kapasitas kendaraan 2.871.920 unit. Produktivitas angkutan pelabuhan penyeberangan lintas Gilimanuk-Ketapang berdasarkan perkembangan lalu lintas muatan sampai bulan November 2012 jumlah penumpang 7.671.906 orang, barang mencapai 7.854.281 ton dan 2.738.084 unit kendaraan. Data tahun 2008–2012 untuk penumpang rata-rata naik 25%, barang naik 32,18% dan muatan kendaraan naik 47,87%. Pelabuhan Penyeberangan lintas Gilimanuk-Ketapang seringkali mengalami stagnasi/antrian kendaraan terutama pada hari-hari puncak seperti Mudik Lebaran, liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru.

2. Pelabuhan Penyeberangan Lintas Padangbai-Lembar
Sarana dan prasarana yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan lintas Padangbai (Bali)-Lembar (Lombok) sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 1 unit dermaga, kapasitas parkir 120 unit terdiri dari 50 unit mobil sedan dan 70 unit bus/truk, dan jumlah kapal yang beroperasi 9 unit dengan kapasitas penumpang 2.326.800 orang, 458.000 unit kendaraan dan dengan jumlah angkutan barang 1.087.715 ton, 831.243 orang penumpang. Intensitas angkutan pelabuhan penyeberangan lintas Padangbai (Bali) - Lembar (Lombok) berdasarkan perkembangan lalu lintas muatan 2008 – 2012 untuk penumpang rata-rata naik  6,97 %, barang naik 14,99% dan muatan kendaraan naik 55,87%. 

3. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida sampai dengan tahun 2012 adalah 1 unit dermaga dan 2 unit kapal (kapasitas 500 GT; Nusa Jaya Abadi) dan KM Irene dengan kapasitas muat per hari rata–rata 200 penumpang, 8 unit truck dan 6 unit kendaraan penumpang. Sambil menunggu selesainya pembangunan Pelabuhan Gunaksa, untuk sementara Pelabuhan Nusa Penida dipasangkan dengan Pelabuhan Padangbai dan mulai beroperasi pada bulan November 2006 dengan jadwal penyeberangan 2 kali roundtrip per hari. Data lalu lintas sampai bulan Nopember 2012 pada Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida, tercatat bahwa muatan penyeberangan Padangbai–Nusa Penida rata-rata per hari untuk muat penumpang sebanyak 180 orang, kendaraan roda empat sebanyak 19 unit, sepeda motor 49 unit dan barang 150 ton, atau utilitas terpakai untuk penumpang lebih dari 90% dan muatan kendaraan mencapai 100%. Dengan demikian maka kapasitas muat penyeberangan lintas Padangbai–Nusa Penida, sudah perlu ditambah.
7.2. Prasarana Angkutan Laut

a. Pelabuhan Benoa
Pelabuhan Laut Benoa terletak di bagian Selatan Pulau Bali, dengan luas perairan 227,60 ha dan lahan daratan 51,50 ha. Sampai dengan tahun 2012 prasarana  yang tersedia meliputi alur pelayaran dengan panjang 3.600 meter; lebar 150 meter dan kedalaman -9,0 meter Low Water Surface (LWS). Dermaga penumpang kapal cruises/container dengan panjang  290 meter dan  kolam pelabuhan berukuran 150 x 400 m2, kedalaman -9,00 m LWS; kolam pelabuhan dengan kedalaman –4,00 m LWS dengan fasilitas dermaga marina  30 meter; dermaga kapal Mabua 20 meter; dermaga kapal Bali Hai 20 meter; kolam pelabuhan 350 x 750 m2 kedalaman –7,00 m LWS dengan fasilitas dermaga umum panjang 206 meter dan dermaga khusus pertamina 2 unit panjang  40 meter; dermaga Kapal Perikanan Samudera Besar (PSB) panjang 70 meter; kolam pelabuhan khusus perikanan 150 x 900 m2 dengan kedalaman –5,0 m LWS dengan fasilitas dermaga beton 150 meter dan 8 unit dermaga swasta total panjang dermaga 403 meter; terminal penumpang 1.300 m2; terminal peti kemas 6.400 m2 dan prasarana jalan masuk pelabuhan 23 m x 2,9 km. Dengan keterbatasan kedalaman alur masuk pelabuban yang hanya –9,5 m LWS, maka kapasitas maksimum kapal yang dapat dilayani di Pelabuhan Benoa adalah kapal barang 10.000 DWT atau setara kapal penumpang kapasitas 20.000 GRT. Data muat penumpang mencapai 380.529 penumpang. Selain itu Pelabuhan Benoa juga difungsikan sebagai pelabuhan ikan dan ekspor dan impor dengan total tonase barang dan mencapai 1.093.462 ton. 

b. Pelabuhan  Celukan Bawang

Pelabuhan Laut Celukan Bawang terletak di bagian Utara Pulau Bali. Pada Tahun 2012 prasarana yang tersedia terdiri atas 3 unit dermaga umum dengan panjang masing-masing 50 meter, 58 meter, dan 160 meter; dengan kedalaman kolam rata-rata –14,0 m LWS; baching plant Semen Tonasa dengan kapasitas 600.000 ton per tahun; lapangan penumpukan 5.600 m2; dan gudang penumpukan 90 m2. Sesuai dengan kondisi prasarana yang tersedia, Pelabuhan Celukan Bawang hanya mampu untuk melayani kapal barang dengan kapasitas maksimum 10.000  DWT atau setara dengan kapasitas kapal penumpang 20.000 DWT. Untuk tahun 2012 jumlah bongkar barang mencapai 491.749 ton 
c. Pelabuhan Cruise Tanah Ampo

Secara historis Perairan Padangbai khususnya lokasi Desa Tanah Ampo merupakan pelabuhan alami yang sudah dikenal sejak lama yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar internasional sehingga sangat perlu untuk dibangun Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo untuk berlabuhnya Kapal Pesiar. Pembangunan Pelabuhan Kapal Cruise Tanah Ampo ini akan menyeimbangkan pembangun Bali selatan dengan Bali bagian timur. Pembangunan ini akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Karangasem. Pendanaan pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo berasal dari 3 (tiga) sumber pendanaan yakni APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kab. Karangasem. Total pendanaan mencapai lebih dari Rp 95 milyar dimana sharing pembiayaan APBD Provinsi Bali mencapai 18%. Uji coba pelaksanaan pengoperasian telah dilakukan di bulan Februari 2011, namun secara legalitas pengoperasian masih menunggu perijinan dari Menteri Perhubungan. Saat ini rencana pengembangan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo diupayakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dengan melibatkan badan usaha swasta.
7.3. Prasarana Transportasi Udara

Sarana dan prasarana angkutan udara di Bali ditunjang oleh keberadaan Bandar Udara Ngurah Rai  yang terletak di bagian Selatan Pulau Bali dan berfungsi untuk pelayanan penerbangan domestik dan internasional, serta lapangan terbang Letkol Wisnu yang terletak di bagian Utara Pulau Bali dan masih berfungsi untuk pelayanan pesawat sejenis Cassa.
1. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai

Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, mempunyai luas area 295,30 ha. Prasarana yang tersedia meliputi: landasan pacu (runway) 45 x 3.000 meter untuk pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang kapasitas maksimum jenis B-747; parallel taxiway 23 x 3.000 meter dan exit taxiway 7 buah;  tempat parkir pesawat (apron) seluas 214.457 m2 dengan kapasitas  38 unit  terdiri atas 9 unit jenis B-747,  2 unit jenis A-330,  2 unit jenis MD-11, dan 25 unit jenis A-320 untuk target penerbangan 81.100 pergerakan pesawat per tahun. Selain itu juga tersedia terminal penumpang internasional seluas 63.246 m2 untuk target penumpang  6.100.000 orang per tahun; terminal penumpang domestik 10.520 m2 untuk target penumpang  3.400.000 orang per tahun;  terminal kargo internasional seluas 2.680 m2 untuk target 116.000 ton per tahun;  terminal kargo domestik seluas 3.658 m2 target  31.900 ton per tahun; car parking seluas 1.287 m2, kapasitas 1.287 lot; sistem navigasi udara ILS; Resque and Fire Fighting (ICAO) Category 9; fuel supply kapasitas 20,040 kl; water supply kapasitas 3.670 m3/detik; electric 4.190 KVA, dan acces road 2 jalur masing-masing 2 lajur. 


Berdasarkan perkembangan pelayanan barang dan jasa per Desember tahun 2012, jumlah penerbangan sebanyak 113.562 (40.804 internasional dan 72.758 domestik) dengan jumlah penumpang sebanyak 14.175.956 per tahun (internasional 6.471.936 orang dan domestik 7.704.020 orang ) dan jumlah kargo sebesar 70.323.478 kg. Rincian jumlah penerbangan domestik rata-rata naik 11,66% per tahun, penumpang domestik rata-rata naik 14,39% per tahun dan kargo domestik naik 10,32% per tahun. Jumlah penerbangan internasional naik 8,50% per tahun, jumlah penumpang internasional rata-rata naik 7,24% per tahun dan kargo internasional rata-rata naik 0,61% per tahun. 

Berdasarkan utilitas prasarana terpakai tersebut juga dapat diketahui bahwa pelayanan pada terminal penumpang domestik sudah tidak memenuhi persyaratan kenyamanan, ditambah lagi sebagian besar ruangan untuk pelayanan penumpang baik pada terminal penumpang domestik maupun terminal penumpang internasional dipergunakan untuk consesioner.  Pihak PT. Angkasa Pura I telah mengantisipasi bahwa kapasitas yang ada perlu untuk dikembangkan mengingat dengan memperluas area terminal domestik dan terminal internasional baru, dimana terminal internasional sekarang akan dijadikan terminal domestik dan terminal domestik akan direvitalisasi menjadi terminal internasional. 

Meningkatnya jumlah kunjungan wiswan yang akan datang ke Bali, tentunya sudah diantisipasi melalui pengembangan bandar udara tersebut, namun Pemerintah Daerah sudah mengantisipasinya dengan rencana pembangunan suatu bandar udara baru di daerah Bali Utara, mengingat kapasitas Bandar Udara Ngurah Rai yang tidak dapat ditingkatkan lagi setelah pengembangan ini, baik meliputi run way ataupun apron pesawat. Hal itulah yang melandasi adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun bandar udara baru yang terintegrasi (multi airport system) di Kabupaten Buleleng. 

2. Bandar Udara Letkol Wisnu

  
Kondisi dan rencana pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi Bali, berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa saat ini pengoperasian Bandar udara Letkol Wisnu hanya dipergunakan untuk sekolah penerbangan (flight academy). Dari hasil pemantauan dilapangan saat ini panjang runway Bandar Udara Letkol Wisnu mencapai 900 meter dengan lebar 18 meter, namun masih terdapat obstacle berupa rumah penduduk dan pepohonan. 


Pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu perlu terus dimaksimalkan dalam kaitannya untuk mendukung dan menunjang pembangunan wilayah di sekitarnya.

8. Lingkungan Hidup
Menyikapi berbagai persoalan lingkungan hidup di Bali. Provinsi Bali telah mendeklarasikan program pengelolaan lingkungan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif yaitu Program Bali Green Province. Bali Green Province adalah komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, swasta, LSM, perguruan tinggi, sekolah, desa pekraman dan seluruh komponen masyarakat Bali, dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, nyaman, lestari dan indah bagi generasi kini dan akan datang menuju tercapainya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Bali Mandara). 

Tiga strategi utama untuk menjalankan program Bali Green Province yaitu:
1. Green Culture: Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk berbagai aktivitas keagamaan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar.

2. Green Economy: Mewujudkan perekonomian Daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang.

3. Clean and Green: Mewujudkan lingkungan hidup Daerah Bali yang bersih dan hijau, sehingga dapat terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam.
Pemerintah Provinsi Bali hingga tahun 2013 sampai dengan bulan oktober telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui program/kegiatan antara lain penyusunan RAD-GRK, program pengendalian pencemaran oleh sampah, pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, analisi kualitas air limbah, pengendalian pencemaran karbon monoksida dan bahan perusak ozon, pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan dan pengelolaan lingkungan menuju Bali Green Province, rehabilitasi kerusakan danau, pengembangan data dan informasi lingkungan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistim pesisir dan laut, penegakan hukum lingkungan, penaatan hukum lingkungan, pengembangan desa sadar lingkungan, kemitraan dalam pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan sarana prasarana dan jejaring laboratorium lingkungan.

Capaian kinerja yang terjadi pada pelayanan urusan wajib bidang lingkungan hidup  berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, dapat dilihat dari beberapa indikator seperti diuraikan di bawah ini.
1.
Persentase penduduk berakses air minum merupakan penduduk yang berakses mendapatkan air minum baik secara langsung ataupun tidak langsung per jumlah penduduk. Rata-rata capaian penduduk yang berakses air minum yang terlindungi di Bali pertahun baru mencapai sekitar 62%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan air minum yang terlindungi untuk penduduk Bali belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga masih dibutuhkan usaha peningkatan pelayanan air minum dimasa mendatang.
2.
Dalam upaya meningkatkan resapan air permukaan ke dalam tanah, telah dikembangkan pembuatan sumur resapan dan lubang-lubang resapan biopori. Pembuatan lubang-lubang resapan biopori sebanyak 50.000 unit dan sumur resapan sebanyak 100 unit  sampai dengan bulan Oktober 2013 tersebar di seluruh kabupaten/kota.
3.
Provinsi Bali memiliki 1.273 mata air. Mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya pada tahun 2010 sebanyak 570 mata air. Dari 570 mata air yang terinventarisasi tersebut debitnya sangat bervariasi mulai dari 0,07 liter/detik sampai dengan beberapa ratus liter/detik. Total debit air pada mata air di seluruh Bali adalah 43.734,54 liter/detik dan total potensi air pada mata air mencapai 1.379,21 juta m3 per tahun.  Potensi mata air terbesar terdapat di Kabupaten Tabanan yaitu 1.041,58 juta m3 per tahun dan terendah di Kabupaten Jembrana yaitu 2,27 juta m3 per tahun.
4.
Kualitas Air dan Udara
a.
Kualitas Air

· Kualitas air sungai pada 22 sungai lintas kabupaten/kota menunjukkan hasil adanya peningkatan pada parameter BOD, COD, PO4, dan total coliform yang melampaui baku mutu kualitas air Kelas I sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, terutama pada segmen sungai yang melintasi daerah perkotaan sampai di daerah hilir sungai. Hal ini mengindikasikan bahwa  telah terjadi tekanan terhadap lingkungan sungai oleh limbah organik dan anorganik yang bersumber dari limbah domestik, maupun proses alam berupa pembusukan tumbuhan dan organisme lainnya.
· Kualitas air pada 4 (empat) danau menunjukkan hasil peningkatan pada parameter PO4 (phosphat) di Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Beratan, serta deterjen di beberapa titik yang melampaui baku mutu, khususnya di Danau  Batur. Selain berasal dari limpasan daerah sekitarnya, pencemaran bahan organik di danau sangat berkaitan dengan pola tata guna lahan, pengaliran limbah domestik secara langsung keperairan maupun aktifitas manusia di perairan.

· Kualitas mata air di 9 (sembilan) kabupaten/kota menunjukkan hasil secara umum kualitasnya masih memenuhi baku mutu kualitas air kelas I.

· Kualitas air laut di kawasan pariwisata di 9 (sembilan) kabupaten/kota menunjukkan hasil di beberapa titik ada peningkatan parameter: BOD, COD, TSS yang melampaui baku mutu, yaitu di Pantai Jimbaran, Badung dan Pantai Baruna, Buleleng (TSS), Pantai Kampung Baru (BOD, COD, dan TSS). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi dimaksud  telah terindikasi oleh adanya bahan organik dan anorganik yang masuk ke badan perairan seperti  minyak, surfaktan dan deterjen, serta bahan organik sintetis lainnya. Sedangkan meningkatnya parameter TSS kemungkinan disebabkan oleh adanya penggelontoran limbah padat maupun buangan dari sungai-sungai yang bermuara di laut. Sedangkan kawasan pantai lainnya kualitasnya masih memenuhi baku mutu air laut untuk pariwisata dan rekreasi sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

· Air Bawah Tanah (ABT) di 9 (sembilan) kabupaten/kota menunjukkan hasil penurunan pada parameter DO. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sirkulasi udara pada bak penampungan/penyimpanan ABT.

b. Kualitas udara di 9 kabupaten/kota pada lokasi yang mewakili terminal, lalu lintas padat kendaraan, pelabuhan, perkantoran dan pemukiman padat, dengan harapan dapat menggambarkan kondisi kualitas udara ambien yang sebenarnya berdasarkan baku mutu yang diacu. Dari  lima parameter yang diuji  (CO, NO2, SO2, Pb, PM10), menunjukkan adanya peningkatan pada parameter PM10 yang melampaui baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Hal Ini murni disebabkan karena adanya debu yang berasal dari tanah yang kering.
5.
Secara keseluruhan, luas hutan yang mengalami perambahan/pembibrikan sampai tahun 2012 mencapai 6.120,83 ha meningkat 2,03 ha dibandingkan tahun 2010, meliputi perambahan 6.063,69 ha dan pensertifikatan 57,13 ha. Perambahan/pembibrikan kawasan hutan terluas di Kabupaten Jembrana yaitu mencapai 47,84%, disusul Buleleng 29,91%, dan Tabanan 20,46%.
6.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah dilaksanakan penyuluhan sebanyak 39 kali/39 desa sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 100 kali/100 desa.
7.
Tutupan lahan di Bali tahun 2012 terdiri dari 130.686,01 ha (23,18%) kawasan hutan dan 432.979,99 ha (76,82%) Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan  fungsinya,  tutupan lahan berupa kawasan hutan tetap terdiri dari Hutan Lindung (HL) 95.766,06 ha (16,99%), Hutan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) 26.293,59 ha (4,66%), Hutan Produksi Terbatas 1,907,10 ha (0,34%) dan Hutan Produksi (HP) 6.719,16 ha (1,19%). Tutupan lahan hutan menurut kabupaten/kota di Bali tidak merata dan seimbang menurut kabupaten/kota. Proporsi tutupan lahan hutan menurut kabupaten/kota berkisar 0 – 50,08%.  Tutupan hutan tertinggi terdapat di Kabupaten Jembrana sedangkan di Kabupaten Gianyar tidak terdapat tutupan hutan atau seluruhnya areal penggunaan Lain.
8.
Provinsi Bali telah memiliki dokumen RAD-GRK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2012. Dokumen tersebut berisikan berbagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber GRK, menentukan kontribusi GRK ke atmosfir dari berbagai sektor serta upaya untuk melakukan mitigasi  GRK hingga Tahun 2020. Permasalahan utama yang terjadi di Pulau Bali yang berdampak pada timbulnya emisi GRK secara garis besar berkaitan dengan 3 hal yaitu penataan ruang dan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya hutan, dan perlindungan sumber daya hayati. Total emisi komulatif (pertanian, kehutanan, energi, transportasi dan limbah) adalah sebesar 121.416.108 ton CO2e dengan total emisi setelah dilakukan mitigasi sebesar 106.495.534 ton CO2e. Dengan demikian jumlah emisi GRK yang akan dikurangi hingga tahun 2020 sebesar 14.920.575 ton CO2e atau sebesar 12,29 %.
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    Sumber: RAD-GRK Provinsi Bali, 2012.
Grafik 2.24.  

Akumulasi Baseline GRK dari Prakiraan Penurunan Emisi Setelah Mitigasi 

Pada Tahun 2020

9.
Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan iklim baru dilaksanakan sebanyak 18 kali dari 45 kali kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2013.
10.
Pantai tererosi di Provinsi Bali sepanjang 102,470 km (23%) dari 437,70 km panjang pantai Pulau Bali, yang berhasil ditangani hingga saat ini baru sepanjang 61,144 km (13%). Pengamanan pantai tahun 2011 meliputi Pantai Tanjung Benoa (Badung) dengan groin, revetment dan pengisian pasir (sand naurishment); Pantai Seseh (Badung), Pantai Candikusuma (Jembrana), Pantai Kelating (Tabanan), Pantai Padanggalak (Denpasar), Pantai Lovina dan Pemaron (Buleleng), Pantai Gumicik dan Pantai Lebih (Gianyar), Pantai Amed dan Sengkidu (Karangasem).
11.
Biodiversitas/keanekaragaman spesies flora dan fauna di Bali sampai saat ini terdiri dari hewan menyusui 64 spesies, burung 201 spesies, reptil 23 species, amphibi 4 spesies, ikan 972 spesies, keong 25 spesies, serangga 57 spesies dan tumbuhan 35 spesies.  Beberapa keanekaragaman spesies flora dan fauna tersebut termasuk jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI  Nomor 7 Tahun 1999, meliputi hewan menyusui sebanyak 39 spesies, burung 201 spesies, reptil 10 spesies, keong 4 spesies, serangga  spesies dan tumbuhan 22 spesies.

12.
Bali memiliki potensi terumbu karang seluas 7.765 ha dan tersebar di 75 lokasi dengan status kondisi terumbu karang kategori sangat baik sebanyak 12,00%, baik 32,00%, sedang 42,67% dan buruk 13,33%.
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Gambar 2.25.  

Peta Sebaran Terumbu Karang di Wilayah Pesisir dan PPK Provinsi Bali
13.
Kegiatan rumah sakit dan industri disamping bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, juga menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat mencemari  media lingkungan perairan, tanah dan udara. Limbah rumah sakit yang berpotensi mengandung limbah B3 timbulannya mencapai 13,87 ton/hari. Berdasarkan hasil pengendalian dari tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013 baru 50 kegiatan usaha yang memiliki izin sementara penyimpanan limbah B3.
14.
Jumlah timbulan sampah rumah tangga di Bali tahun 2011 adalah 11.799 m3/hari. Dari timbulan sampah tersebut tertinggi di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Klungkung, dengan kisaran 473 – 3.380 m3/hari.

Persentase penanganan sampah rata-rata pertahunnya di Bali baru mencapai 66% dari jumlah volume sampah yang diproduksi dari berbagai kegiatan yang ada. Pada tahun 2008 persentase penanganan sampah sebesar 65%, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 67%. Dilihat dari perkembangan penanganan sampah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2013, belum optimal. Sekitar lebih kurang 23% volume sampah yang ada, belum tertangani dengan baik. Sehingga perlu penanganan di tahun-tahun mendatang.
15.
Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2013, telah terbina Desa Sadar Lingkungan (DSL) sebanyak 117 Desa, Sekolah Adiwiyata Mandiri 14 Sekolah, Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 18 Sekolah, Sekolah Adiwiyata Provinsi sebanyak 25 Sekolah, Adipura Tahun 2012 – 2013 sebanyak 7 Kabupaten/Kota, Kalpataru tahun 1980-2013 sebanyak 11 orang, 8 Kelompok/Warga Desa Adat, dan Sad Kertih Awards sebanyak 3 Kecamatan 6 Pasar Tradisional, 9 SKPD Pelayanan Publik dilingkungan pemerintah Kab/Kota, 8 Kelompok/Perorangan/Swasta, Karya Tulis 9 Siswa SMA serta 9 SD Peduli Lingkungan.
16.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 sebanyak 172 Dokumen. Berdasarkan Permen LH No 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan ijin lingkungan bahwa  penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai saat ini 5 Kabupaten/Kota telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal kecuali Kabupaten Jembrana, Karangasem, Denpasar, dan Bangli.
17.
Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani per jumlah kasus lingkungan yang ada tahun 2008 tingkat capaian sebesar 92.31%, dan pada tahun 2013 mencapai 100% dan telah terbentuk Pos Pelayanan Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) di 7 Kab/Kota sedangkan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung masih dalam persiapan.


Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas ketentuan  peraturan perundang-undangan dan ketaatan ijin lingkungan maka dibutuhkanlah pejabat-pengawas lingkungan hidup. Sampai saat ini di Provinsi Bali telah terdidik dan bersertifikat sebanyak 2 Orang serta 2 Orang PPNS Lingkungan Hidup.   
18.
Capaian kinerja pemerintahan di bidang penataan ruang terlihat antara lain; dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, tersusunnya 18 (delapan belas) materi teknis ranperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi Bali beserta arahan zonasinya. Disamping itu sampai dengan tahun 2013 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda RTRWP/K. 
Sampai saat ini terdapat 266,43 ha lahan kawasan hutan yang beralih fungsi dengan status pinjam pakai, tersebar pada 8 kawasan hutan. Kawasan hutan yang paling luas mengalami dipinjam-pakaikan adalah Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK 10) seluas 165,58 ha, disusul Kawasan Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 68,20 ha, Kawasan Hutan Gunung Batukau (RTK 4) seluas 20,52 ha, Kawasan Hutan Gunung Mungsu (RTK 2) seluas 8,62 ha, Kawasan Hutan Gn. Mungsu Bkt Payang (RTK 7) seluas 2,01 ha, Kawasan Hutan Penulisan-Kintamani (RTK 20) seluas 1,19 ha, Kawasan Hutan Gunung Abang-Agung (RTK 8) seluas 0,04 ha, dan Kawasan Hutan Yeh Leh-Yeh Lebah (RTK 12) seluas 0,28 ha.

19.
Penyampaian informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada publik sampai saat ini masih bersifat parsial sehingga pemahaman masyarakat masih terbatas. Untuk itu setiap tahun telah disusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
20.
Sampai saat ini di Provinsi Bali telah terbentuk 10 laboratorium lingkungan  dan baru 4 laboratorium yang beroperasi (Buleleng, Tabanan, Denpasar, Karangasem) untuk melakukan pengujian kualitas air yang kesemuanya belum terakriditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

21.
Volume limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh kabupaten/kota yang ada di Bali sangat bervariasi dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun dalam pengelolaannya tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas peralatan dan teknologi yang memadai. Khusus dalam pengelolaan limbah padat hanya beberapa Kabupaten saja yang dalam operasional TPA-nya sudah mulai menerapkan system sanitary landfill sedangkan di beberapa lokasi lainnya masih menggunakan sistem “open dumping”.

22.
Konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Peralihan fungsi lahan disatu sisi menguntungkan dari segi ekonomi, disisi lain memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

23.
Bali memiliki berbagai sumber daya hayati yang beberapa diantaranya endemik bali seperti jalak bali, ikan mola-mola, salak bali, dan lain-lain yang perlu dapat perhatian dalam rangka.
9. Pertanahan
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 juncto Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan melakukan pengelolaan untuk pengamanan aset tanah dari segi administrasi (pensertifikatan), hukum dan fisik.

Aset tanah Pemerintah Provinsi Bali tersebar di 9 kabupaten/kota dalam posisi sampai 31 Desember 2012 sebagai berikut:

a. Jumlah aset tanah Pemerintah Provinsi Bali keseluruhan sebanyak 4.480 bidang dengan luas 19.589.150,49 m2.

b. Jumlah aset tanah Pemerintah Provinsi Bali yang sudah bersertifikat sebanyak 4.222 bidang. 
c. Jumlah aset tanah Pemerintah Provinsi Bali yang belum bersertifikat sebanyak 258 bidang. 
  Beberapa capaian yang telah terealisasi sampai tahun 2012 dalam pelaksanaan sewa tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan luas 632.997 m2. Selanjutnya terhadap aset tanah yang belum dimanfaatkan untuk tugas pelayanan akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam upaya menindaklanjuti aset tanah yang belum bersertifikat, tahun 2012 dilaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kegiatan pendataan, pemetaan dan pensertifikatan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali. Demikian pula halnya untuk menghindari adanya penyerobotan aset tanah Pemerintah Provinsi Bali terutama yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, tahun 2012 dilaksanakan kegiatan  penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), dan kegiatan pengamanan aset Pemerintah Provinsi Bali berupa pemasangan patok dan papan nama.
Sesuai data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali,  penerbitan sertifikat, yaitu sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai selama tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerbitan sertifikat hak milik mengalami kenaikan 8,17 persen dari 116.139 buah di tahun 2010 menjadi 125.627 buah di tahun 2011. Penerbitan sertifikat hak guna bangunan juga mengalami kenaikan menjadi 2.967 buah di tahun 2011, begitu pula dengan penerbitan sertifikat hak pakai mengalami kenaikan sebesar 90,90 persen.

Peningkatan penerbitan sertifikat tersebut diperkirakan akibat adanya program Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) yang dikembangkan BPN cukup memberi andil kepada masyarakat dalam sertifikasi tanah mereka. Larasita yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak diharapkan mampu menghilangkan praktik percaloan tanah. Larasita diharapkan mampu memfasilitasi percepatan program-program pertanahan, diantaranya adalah legalisasi pertanahan, reformasi agraria, pengurusan tanah terlantar, dan penyelesaian sengketa serta konflik pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Penduduk sebagai sumber daya manusia mempunyai peran ganda yaitu selain sebagai subyek juga sebagai obyek pembangunan. Penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan di satu sisi dan disisi lain sebagai obyek yang ditujukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam rangka menciptakan masyarakat bahagia dan sejahtera, disamping hal tersebut juga melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi. Untuk mengekfektifkan dalam pelaksanaan pembangunan maka diperlukan pembinaan dan identifikasi kependudukan melalui program kegiatan yang realisasinya dalam tahun 2012 yaitu program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :

a. Fasilitasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Keluarga Miskin/Kurang Mampu
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan
c. Dukungan dan Penguatan Tertib Administrasi Kependudukan
d. Sosialisasi Pelaksanaan e-KTP di Provinsi Bali
e. Penyiapan Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemiluda (DP4)
Beberapa capaian yang telah terealisasi dalam upaya pengendalian mobilitas penduduk pendatang menuju Bali sampai Tahun 2010 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi tertib administrasi penduduk di pintu masuk menuju Bali seperti yang dilakukan di Pelabuhan Padang Bai (Karangasem), Pelabuhan Gilimanuk (Jembrana), Pelabuhan Benoa (Badung), dan Pelabuhan Celukan Bawang (Buleleng).
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah Target Nomor 3 dari MDGs. Ada 7 indikator yang dipakai ukuran pencapaian target yaitu: a) rasio APM perempuan dibanding laki-laki di SD; b) rasio APM perempuan dibanding laki-laki di SMP; c) rasio APM perempuan dibanding laki-laki di SMA; d) rasio APM perempuan dibanding laki-laki di perguruan tinggi; e) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun; f) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dan g) proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR. Untuk tingkat nasional, indikator a) sampai e) ditargetkan 100 pada tahun 2015, sedangkan indikator f) ditargetkan meningkat dari kondisi 33,45% pada tahun 2009 dan indikator g) ditargetkan meningkat dari kondisi 17,9% pada tahun 2009 (Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, Bappenas, 2011).

Pemerintah Provinsi Bali terus meningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bila melihat Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index/GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement/GEM), masih terdapat kesenjangan relatif besar yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu tujuan pembangunan di provinsi. 

Capaian kinerja yang terjadi pada pelayanan urusan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:
a. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 sebanyak 33,7%; meningkat di tahun 2009 menjadi 35,4%; pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 37,03%; pada tahun 2011 menjadi 38,05% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 39,0%.
b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta rata-rata berada dalam kisaran angka 45% dari tahun 2008 s/d tahun 2012.

c. KDRT  tahun 2012 sebanyak 71 menurun dibandingkan tahun 2011 sebanyak 77. Bila dilihat dari jumlah keluarga yang ada di Bali, persentase KDRT relatif sangat kecil sekitar 0,007%.
d. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Bali rata-rata pertahunnya masih dikisaran angka 45%. 
e. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2012 sudah mencapai 100 persen.
Tabel 2.68
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tahun 2008 – 2012 di Provinsi Bali

	Indikator
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II
	5
	5
	4
	4
	5

	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III
	58
	59
	59
	65
	59

	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV
	206
	224
	226
	233
	262

	Pekerja perempuan di pemerintah
	2.310
	2.477
	2.653
	2.695
	2.631

	Jumlah pekerja (laki dan perempuan) di pemerintah
	7.866
	4.520
	4.511
	4.387
	4.115

	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
	33,7%
	35,4%
	37,03%
	38,05%
	39%


Sumber: BKD Provinsi Bali Tahun 2012
Tabel 2.69
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012

 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota
	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
	Jumlah Pekerja Perempuan 
	Persentase Pekerja Perempuan

	Jembrana
	1.461
	69.902
	2,1

	Tabanan
	4.346
	119.374
	3,6

	Badung
	4.388
	136.582
	3,2

	Denpasar
	4.355
	199.918
	2,2

	Gianyar
	3.718
	121.944
	3,0

	Klungkung
	2.220
	45.179
	4,9

	Bangli
	1.552
	56.109
	2,8

	Karangasem
	2.992
	103.770
	2,9

	Buleleng
	4.398
	162.585
	2,7

	Provinsi Bali
	2.604
	1.015.363
	0,3


Sumber: BKD Provinsi Bali dan Disnakertrans Provinsi Bali tahun 2012
Tabel 2.70
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2008-2012 di Provinsi Bali

	Uraian
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta
	913.130
	933.042
	985.470
	987.691
	987.691

	Jumlah pekerja perempuan
	940.291
	964.165
	1.016.593
	46.601
	1.019.725

	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta
	45%
	46,9%
	45,3%
	44,8%
	45,5%


 Sumber: Disnakertrans Provinsi Bali tahun 2012
Tabel 2.71
Jumlah KDRT  Tahun  2008 – 2012 yang Ditangani oleh BP3A Provinsi Bali

	Uraian
	2008
	2009
	2010 
	2011
	2012

	Jumlah KDRT yang ditangani
	17
	38
	71
	77
	71

	Jumlah Rumah Tangga
	858.457
	879.685
	1.028.260
	1.055.364
	1.067.802

	Persen KDRT yang ditangani
	0,002
	0,004
	0,007
	0,007
	0,007


Sumber: BPS dan BP3A Provinsi Bali Tahun 2012
Tabel 2.72
Jumlah KDRT Tahun 2012 yang Ditangani oleh BP3A                             Kabupaten/Kota dan BP3A Provinsi Bali

	Kabupaten/Kota/Provinsi
	Jumlah KDRT
	Jumlah Rumah Tangga
	Persen KDRT

	Jembrana
	56
	72.661
	0,08

	Tabanan
	38
	106.197
	0,04

	Badung
	99
	142.503
	0,07

	Denpasar
	195
	228.119
	0,09

	Gianyar
	48
	103.516
	0,05

	Klungkung
	28
	43.657
	0,06

	Bangli
	15
	55.473
	0,03

	Karangasem
	57
	103.093
	0,06

	Buleleng
	143
	173.041
	0,08

	Provinsi Bali
	71
	-
	-

	Indonesia
	750
	1.067.802
	0,07


Sumber: BPS dan BP3A Provinsi Bali Tahun 2012
Tabel 2.73
Persentase Pekerja Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Bali, Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah
	Persentase Pekerja Perempuan

	Jembrana
	84.640
	70.339
	154.979
	45,4

	Tabanan
	144.384
	123.044
	267.428
	46,0

	Badung
	168.388
	144.950
	313.338
	46,3

	Denpasar
	246.580
	172.259
	418.839
	41,1

	Gianyar
	150.739
	119.208
	269.947
	44,2

	Klungkung
	52.192
	46.642
	98.834
	47,2

	Bangli
	74.946
	69.881
	144.827
	48,3

	Karangasem
	125.718
	120.052
	245.770
	48,8

	Buleleng
	189.780
	164.966
	354.746
	46,5

	Provinsi Bali
	1.237.367
	1.031.341
	2.268.708
	45,5


Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 2.74
Persentase Pekerja Perempuan  Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2008-2012

	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jembrana
	45,5
	46,5
	44,7
	45,8
	45,4

	Tabanan
	44,2
	45,3
	46,0
	45,8
	46,0

	Badung
	41,6
	41,2
	44,0
	43,6
	46,3

	Denpasar
	44,8
	45,9
	45,2
	44,5
	44,2

	Gianyar
	47,6
	47,2
	48,9
	46,0
	47,2

	Klungkung
	46,0
	46,7
	47,2
	45,0
	48,3

	Bangli
	50,0
	49,4
	47,9
	45,9
	48,8

	Karangasem
	44,6
	47,1
	46,0
	45,8
	46,5

	Buleleng
	43,5
	41,4
	42,4
	43,2
	41,1

	Provinsi Bali
	45,0
	45,4
	45,3
	44,8
	45,5


Sumber: BPS Provinsi Bali
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Target Nomer-5 MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu dan Target MDGs Nomer 5B adalah mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Dalam Target 5B ada 4 indikator yang berkaitan dengan keluarga berencana yaitu: a) tingkat pemakaian kontrasepsi semua cara; b) tingkat pemakaian kontrasepsi cara modern; c) angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun; dan d) unmet need atau kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, Bappenas, 2011). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pembangunan bidang  keluarga berencana sangat berperan dalam mendukung pencapaian target MDGs dan tujuan pembangunan nasional. Melalui Program Keluarga Berencana, pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Berdasarkan data BKKBN dan BPS tahun 2012, jumlah rumah tangga di Bali adalah 968.247 dan dari jumlah ini sebanyak 676.945 adalah pasangan usia subur (PUS) dan dari jumlah 676.945 tersebut sebanyak 62.864 PUS (9,3%) termasuk Pra Keluarga Sejahtara (KS) dan sebanyak 103.401 PUS (15,3%) termasuk Keluarga Sejahtera I (KS I) dan selebihnya termasuk Kelompok Keluarga Sejahtera.

Secara nasional, pada tahun 1991 Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total di Indonesia adalah 3,0 (SDKI 1991), kemudian menurun menjadi 2,9 pada tahun 1994 (SDKI 1994), menjadi 2,8 pada tahun 1997 (SDKI 1997), menjadi 2,6 pada tahun 2002 (SDKI 2002) dan 2,6 pada tahun 2012 (SDKI 2012). Dari data ini (Grafik 2.26) terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir TFR secara nasional tetap pada tingkat 2,6 (SDKI 2012). Sedangkan untuk Provinsi Bali adalah 2,22 (1991); 1,89 (1997); 2,10 (2002) dan 2,30 (2012). Dari data ini terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30. Seperti telah diuraikan di bagian depan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam 1 tahun dari tahun 1990-2000 adalah 1,26% sedangkan pada tahun 2000-2010 adalah 2,15%. Peningkatan yang hampir dua kali lipat ini kemungkinan disebabkan karena penduduk masuk (migrasi masuk) ke Bali semakin tinggi dan juga disertai oleh angka kelahiran yang meningkat dengan asumsi tingkat kematian yang tidak banyak menurun. Peningkatan jumlah penduduk selain dipengaruhi oleh tingkat kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) juga dipengaruhi oleh arus migrasi masuk. Bardasarkan hasil Sensus Penduduk 1980-2010 migrasi semasa hidup terus mengalami peningkatan dari 2,6% (SP, 1980) naik menjadi 4,4% (SP, 1990), 77,0%(SP, 2000), dan 10,5% (SP, 2010).
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Grafik 2.26. TFR Secara Nasional dan Bali, 1991-2012
Sejalan dengan menetapnya TFR dalam 10 tahun terakhir, proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang memakai kontrasepsi modern pada saat survei (current contraceptive use atau CPU) di Bali cendrung menurun. Pada SDKI tahun 2007 (Grafik 2.27), WUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat survei sebesar 67,2%, pada tahun 2010 menurun menjadi 64,3% (Riskesdas 2010) dan pada tahun 2012 menurun kembali menjadi 59,6% (SDKI 2012). Kecendrungan seperti ini terjadi di semua provinsi di Indonesia. Pada SDKI 2012, secara rata-rata nasional WUS yang sedang memakai kontrasepsi adalah 57,9% dan Bali berada di posisi 15 (Grafik 2.28) sedangkan pada tahun-tahun 1990-2000 current contraceptive use di Bali biasanya selalu berada di kisaran 74% dan berada pada urutan nomer satu atau nomer dua secara nasional.  Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir pengendalian kependudukan dan kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan jumlah kelahiran di Indonesia, termasuk di Bali berada dalam keadaan stagnan.
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Grafik 2.27. Persentase Wanita Usia Subur yang Sedang mempergunakan    

  Kontrasepsi Modern Tahun 2007, 2010 dan 2012
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Grafik 2.28.  Persentase Pasangan Usia Subur yang Sedang Mempergunakan 

       Kontrasepsi Modern (SDKI 2012)
Selain persentase pemakaian kontrasepsi yang menurun, jenis alat/metode kontrasepsi yang dipergunakan juga cendrung beralih dari metode yang lebih efektif dan jangka panjang ke metode yang tingkat kelangsungan pemakainnya lebih rendah. Metode yang termasuk jangka panjang adalah tubektomi, vasektomi, IUD dan KB Susuk (implant). Sedangkan metode yang tingkat drop-out-nya lebih tinggi adalah suntikan, pil dan kondom. Pada tahun 1980-1990, metode kontrasepsi yang dipakai di Bali adalah IUD (70%), pil (12,5%), tubektomi (9%), suntikan (6,5%) dan kondom (1,5%) (Wirawan, 1985). Sedangkan pada tahun 2012 (Grafik 2.29), metode yang dipakai adalah suntikan (21,6%), IUD (19%), pil (9%), tubektomi (5,6%), kondom (2,9%), vasektomi dan KB Susuk masing-masing 0,7% (SDKI, 2012). Dari data ini terlihat bahwa TFR yang meningkat di Bali banyak disebabkan oleh karena pemakaian kontrasepsi yang menurun dan metode yang dipergunakan kebanyakan metode yang tingkat kelangsungannya lebih rendah. Faktor lain yang kemungkinan pula berpengaruh pada peningkatan TFR adalah rata-rata (mean) usia kawin pertama perempuan yang menurun berdasarkan hasil sensus pendudk 2000-2010 dari 23,1 tahun (SP,2000) menjadi 22,4 tahun (SP, 2010). Dampak dari usia perkawinan yang semakin muda akan menyebabkan kurun reproduksi yang semakin panjang, risiko kematian bayi dan ibu melahirkan cenderung yang lebih tinggi, putus sekolah, ketidaksiapan mental dan ekonomi dalam berkeluarga.
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Grafik 2.29. Proporsi Pemakai Kontrasepsi Berdasarkan                                              

      Metode yang Dipakai (SDKI 2012)
13. Sosial 
Capaian kinerja urusan wajib bidang sosial menggunakan tiga indikator dalam pengukurannya, yaitu jumlah sarana sosial seperti  panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Capaian awal ketiga indikator tersebut  pada tahun 2008 adalah masing-masing 78,00%; 64,10% dan 1,86%. Target kinerja untuk jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masing-masing sebesar 77 buah pada periode 2009-2012. Capaian target setiap tahunnya juga sebesar masing-masing 77 buah.
Untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial, capaian pada tahun 2008 sebesar 64,10% dan mengalami penurunan pada tahun 2009-2012 menjadi sebesar 23,09%; 27,18%; 30,06% dan 32,50 %. 


Untuk indikator penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, capaian kinerja pada tahun 2008 sebesar 1,86% dan mengalami peningkatan pada tahun 2009-2012 yaitu sebesar 3,08% tahun 2009; 4,36% tahun 2010; 2,18% tahun 2011 dan 2,00% pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja bidang sosial Provinsi Bali Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Bidang Sosial di Provinsi Bali 

	No
	Indikator Kinerja
	Capaian

Awal Th

2008
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	1
	Jumlah sarana sosial (panti asuhan, jompo, panti rehabilitasi)
	78
	77
	77
	77
	77
	-

	2
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)
	64,10
	23,09
	27,18
	30,06
	32,50
	-

	3
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
	1,86
	3,08
	4,63
	2,18
	2,00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Dinas Sosial Prov. Bali
14. Ketenagakerjaan 
Capaian kinerja urusan wajib bidang ketenagakerjaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menujukkan kemajuan yang cukup baik. Angka partisipasi angkatan kerja di Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012 menunjukan peningkatan, dimana pada tahun 2008 sebesar 66,08%; meningkat menjadi 66,97% pada tahun 2009; tahun 2010 menjadi 70,89%; tahun 2011 meningkat menjadi 71,78% dan pada tahun 2012 angka partisipasi angkatan kerja di Bali menjadi 73,86%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terjadi di Bali menunjukan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka pada penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 3,31%; menurun menjadi 2,04% pada tahun 2012 dan angka pengangguran terbuka ini dari tahun 2008 sampai 2012 selalu menunjukkan angka yang lebih kecil daripada pengangguran terbuka tingkat nasional seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.78.
Bila dilihat per kabupaten/kota, persentase pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi hanya di Kota Denpasar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena banyaknya penduduk migran di Kota Denpasar yang mencari kerja dan belum bekerja pada saat survei dilaksanakan (Tabel 2.78). Bila dilihat dari tingkat pendidikan dan dibandingkan kondisi tahun 2008 dengan tahun 2012, terlihat penurunan pada semua jenjang pendidikan (Tabel 2.77). Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012 terlihat paling tinggi pada penduduk yang berpendidikan SMK (3,82%) kemudian disusul dengan pendidikan DI/DII/DIII (3,53%), SMA/sederajat (2,66%), universitas (2,55%), SMP/sederajat (1,83%) dan SD (1,01%).
Bila dilihat dari struktur ketenagakerjaan, terlihat sedang terjadi transformasi  ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, jasa dan keuangan (Tabel 2.79). Transformasi struktural tersebut diikuti oleh: 1) peningkatan pekerja di sektor formal dan semakin menurunnya pekerja di sektor informal, dan 2) peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan atas (SMA, diploma dan universitas) meskipun mayoritas pekerja masih didominasi oleh lulusan SD. 

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukan penurunan dari tahun 2008 – 2012, dimana pada tahun 2008 sebesar 462 kasus, menurun menjadi 54 kasus pada tahun 2012. 
Jumlah keselamatan dan perlindungan (K3) yang diterapkan oleh perusahan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dari 5.111 jumlah perusahan sekitar 150 perusahan yang telah menerapkan K3 pada tahun 2010, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 483 perusahan.
 Tabel 2.76

Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan 

di Provinsi Bali
	 Tingkat Pendidikan
	Th 2008
	Th 2009
	Th 2010
	Th 2011
	Th 2012

	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	SD ke bawah
	967.233
	47,65
	959.751
	46,66
	971.164
	44,60
	922.443
	41,84
	912.471
	40,22

	SMP Sederajat
	354.200
	17,45
	336.668
	16,37
	364.123
	16,72
	381.293
	17,29
	347.036
	15,30

	SMA Sederajat
	382.936
	18,87
	392.222
	19,07
	397.033
	18,23
	435.143
	19,74
	452.267
	19,94

	SMK
	150.017
	7,39
	172.504
	8,39
	226.803
	10,42
	231.300
	10,49
	265.965
	11,72

	D I/II/II
	79.144
	3,90
	83.378
	4,05
	93.019
	4,27
	90.948
	4,12
	100.491
	4,43

	Universitas (DIV, S1, S2/S3)
	96.200
	4,74
	112.595
	5,47
	125.216
	5,75
	143.747
	6,52
	190.478
	8,40

	Jumlah
	2.029.730
	100
	2.057.118
	100
	2.177.358
	100
	2.204.874
	100
	2.268.708
	100

	 Sumber: BPS Provinsi Bali


Tabel 2.77

Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan    di Provinsi Bali
	Tingkat Pendidikan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	TPT (%)
	Jumlah
	TPT (%)
	Jumlah
	TPT (%)
	Jumlah
	TPT (%)
	Jumlah
	TPT (%)

	SD ke bawah
	13.386
	1,37
	8.063
	0,83
	14.055
	1,43
	7.552
	0,81
	9.306
	1,01

	SMP Sederajat
	11.169
	3,06
	8.135
	2,36
	8.061
	2,17
	10.176
	2,60
	6.456
	1,83

	SMA Sederajat
	21.582
	5,34
	23.208
	5,59
	22.724
	5,41
	12.766
	2,85
	12.344
	2,66

	SMK
	12.290
	7,57
	11.665
	6,33
	11.084
	4,66
	11.319
	4,67
	10.551
	3,82

	D I/II/II
	4.013
	4,83
	7.715
	8,47
	5.621
	5,70
	4.471
	4,69
	3.682
	3,53

	Universitas (DIV, S1, S2/S3)
	7.108
	6,88
	7.684
	6,39
	7.246
	5,47
	6.100
	4,07
	4.986
	2,55

	Jumlah
	69.548
	3,31
	66.470
	3,13
	68.791
	3,06
	52.384
	2,32
	47.325
	2,04


Sumber: BPS Provinsi Bali
Tabel 2.78
Pengangguran Terbuka (15 Th+) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	1. Jembrana
	5.988
	4,11
	3.170
	2,23
	3.594
	2,54
	3.319
	2,17
	2.772
	1,76

	2. Tabanan
	7.335
	2,80
	7.132
	2,73
	2.661
	1,07
	4.671
	1,80
	6.074
	2,22

	3. Badung
	7.508
	3,20
	7.661
	3,20
	3.940
	1,25
	7.213
	2,30
	5.094
	1,60

	4. Gianyar
	7.525
	2,84
	7.954
	2,91
	6.470
	2,36
	5.890
	2,16
	4.714
	1,72

	5. Klungkung
	4.295
	3,98
	4.005
	3,73
	3.809
	3,59
	1.750
	1,78
	2.073
	2,05

	6. Bangli
	3.633
	2,57
	1.985
	1,42
	863
	0,65
	1.263
	1,00
	1.386
	0,95

	7. Karangasem
	7.807
	3,22
	7.836
	3,32
	6.524
	2,82
	4.513
	1,99
	3.337
	1,34

	8. Buleleng
	10.526
	2,90
	8.927
	2,34
	11.206
	3,26
	6.926
	1,97
	11.530
	3,15

	9. Denpasar
	14.931
	4,41
	17.800
	5,19
	29.724
	6,57
	16.839
	3,69
	10.345
	2,41

	Total (Provinsi Bali)
	69.548
	3,31
	66.470
	3,13
	68.791
	3,06
	52.384
	2,32
	47.325
	2,04

	Nasional (Indonesia)
	-
	8,39
	-
	7,87
	-
	7,14
	-
	6,56
	-
	6,14


%: adalah persentase terhadap angkatan kerja

Tabel 2.79

Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Bali

	Sektor Lapangan Kerja Utama
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	1   Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,   

     Perburuan dan   Perikanan
	726.287
	35,78
	704.282
	34,24
	672.204
	30,87
	556.615
	25,24
	572.685
	25,24

	2   Pertambangan dan Penggalian
	12.180
	0,60
	8.156
	0,40
	7.042
	0,32
	12.635
	0,57
	7.637
	0,34

	3   Industri Pengolahan
	263.331
	12,97
	293.853
	14,28
	303.589
	13,94
	290.132
	13,16
	311.225
	13,72

	4   Listrik, Gas dan Air Minum
	7.760
	0,38
	6.838
	0,33
	3.952
	0,18
	6.859
	0,31
	6.347
	0,28

	5   Konstruksi
	140.102
	6,90
	142.370
	6,92
	144.041
	6,62
	185.705
	8,42
	185.764
	8,19

	6   Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa   Akomodasi
	481.818
	23,74
	488.976
	23,77
	571.274
	26,24
	596.527
	27,05
	625.302
	27,56

	7   Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
	92.742
	4,57
	85.991
	4,18
	95.202
	4,37
	81.744
	3,71
	85.711
	3,78

	8   Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush  Persewaan & Js Perusahaan
	45.454
	2,24
	46.185
	2,25
	58.832
	2,70
	83.281
	3,78
	83.876
	3,70

	9   Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
	260.056
	12,81
	279.035
	13,56
	321.222
	14,75
	391.376
	17,75
	390.161
	17,20

	10 Lainnya
	-
	0,00
	1.432
	0,07
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00

	      Jumlah
	2.029.730
	100
	2.057.118
	100
	2.177.358
	100
	2.204.874
	100
	2.268.708
	100


Sumber: BPS Provinsi Bali
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Capaian kinerja urusan wajib di bidang koperasi usaha kecil dan menengah  sampai dengan tahun 2012 diuraikan seperti di bawah ini.
a. Persentase koperasi aktif yang ada di Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012 masih menunjukan angka yang cukup tinggi, rata-rata di atas 89%. Tetapi yang perlu dicermati adalah jumlah koperasi aktif cenderung menurun sejak tahun 2008 s/d tahun 2012, dimana pada tahun 2008 persentase koperasi aktif mencapai 93,70%, menurun pada tahun 2012 menjadi 90,33%.
b. Jumlah UKM non BPR/LK UKM  yang ada di provinsi Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, diimana jumlah UKM non BPR/LK UKM pada tahun 2008 adalah sebanyak 196.658 UKM, meningkat pada tahun 2009 menjadi 223.395 UKM, tahun 2010 kembali mengalami kenaikan menjadi 239.358 UKM, tahun 2011 sebanyak 261.767 UKM, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 262.560 UKM.
16. Penanaman Modal 
Capaian kinerja urusan wajib di bidang penanaman modal sampai dengan tahun 2012 diuraikan seperti di bawah ini.
a. Jumlah investor (PMDN+PMA) yang ada di Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2008 jumlah investor PMDN di daerah Bali sebanyak 2 buah dan pada tahun 2012 meningkat cukup drastis menjadi sebanyak 5.246 buah sejak didatanya UMKM sebagai PMDN. Jumlah investor PMA pada tahun 2008 sebanyak 54 buah meningkat menjadi 295 buah pada tahun 2012.
b. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA di Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor. Pada tahun 2008 realisasi investasi mencapai 0,764 trilyun rupiah, meningkat di tahun 2009 menjadi 2,149 trilyun rupiah, tahun 2010 meningkat sangat signifikan menjadi 6,86 trilyun rupiah, pada tahun 2010 menjadi 11,70 trilyun rupiah, dan pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 12,01 trilyun rupiah. 

17. Kebudayaan 

Pemerintah Provinsi Bali setiap tahun menyelenggaraakan Pesta Kesenian Bali, tidak hanya menampilkan ratusan sekaa/grup kesenian dari Kabupaten/Kota di Bali tetapi juga diikuti peserta kesenian dari provinsi lain dan kesenian manca negara. Selain Pesta Kesenian Bali, juga diselenggarakan festival seni dan budaya di lokasi-lokasi pariwisata seperti Festival Nusa Dua, Festival Kuta, Festival Sanur dan Festival Tanah Lot. Jumlah penyelenggaraan festival kesenian budaya di Bali yang bersifat nasional maupun internasional  pada tahun 2012 adalah sebanyak 30 festival. 
Di Bali jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebar di ribuan desa pakraman maupun sanggar-sanggar kesenian. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, pada tahun 2008 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2.835, pada tahun 2009 sebanyak 2.847, tahun 2010 sebanyak 2.865, dan pada tahun 2011 serta tahun 2012 sebanyak 2.871.  

Selain Taman Budaya di Provinsi Bali, masing masing kabupaten/kota juga memiliki sarana penyelenggaraan seni budaya yang namanya berbeda, seperti Gedung Pendopo Kesari di Jembrana, Gedung Mario di Tabanan, Gedung Giri Kusuma di Bangli, Gedung Kesenian Gede Manik di Buleleng, Balai Budaya di Gianyar, Gedung Kesenian di Karangasem. 
Benda, situs dan cagar budaya di Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena di Bali sebagian besar  masih difungsikan oleh masyarakat Bali sehingga bersifat hidup. Tercatat 96% benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total 502 benda situs.

18. Kepemudaan dan Olah Raga 
Capaian kinerja urusan wajib di bidang kepemudaan dan olah raga diuraikan seperti di bawah ini.
a. Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2010 tercatat 2.059 klub olahraga. Klub olah raga terbanyak tercatat ada di Kota Denpasar yaitu sebanyak 310 klub dan paling sedikit ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 145 klub. 

b. Jumlah organisasi pemuda di Bali pada tahun 2012 sekitar 4.451, jumlah ini diperkirakan tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.
c. Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2008 sebanyak  48 kegiatan meningkat menjadi 62 kegiatan pada tahun 2012.
d. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga di Provinsi Bali, pada tahun 2010 tercatat 69 gedung, terbanyak ada di Kota Denpasar yaitu 18 gedung, Kabupaten Buleleng 15 gedung, Kabupaten Jembrana 12 gedung, Kabupaten Klungkung 9 gedung, Kabupaten Badung 8 gedung, Kabupaten Karangasem 4 gedung dan paling sedikit ada di Kabupaten Tabanan 1 gedung, Kabupaten Gianyar 1 gedung,  Kabupaten Bangli 1 gedung.  

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Pencapaian pelayanan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari tahun 2008 s/d tahun 2012 diuraikan seperti di bawah ini.
a. Dalam upaya mempersiapkan SDM aparatur yang berkualitas dibidang intelijen telah dilakukan pendidikan dan pelatihan intelijen di BAIS TNI – Bogor sebanyak 90 orang. 

b. Untuk mengantisipasi kerawanan dibidang keagamaan yang mengundang potensi kerawanan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, sampai saat ini telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik itu di Provinsi maupun 9 kab/kota.

c. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik diperlukan terciptanya mindset  yang sama dalam pembangunan politik yang ditempuh melalui forum komunikasi dan konsultasi ormas, LSM, dan yayasan provinsi Bali, Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan pengembangan dan pemberdayaan partai politik,  sebagai bagian infra struktur politik untuk menunjang program pemerintah dalam pembangunan politik.  

d. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2008 sebanyak 25 organisasi, meningkat pada tahun 2012 menjadi 115 organisasi.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Capaian kinerja urusan wajib ini dilaksanakan oleh beberapa SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya serta diselaraskan dengan substansi urusan diuraikan seperti di bawah ini.
a. Kepegawaian

Pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalannya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan sangat bergantung pada kinerja sumber daya aparatur yang menjadi penggerak roda pemerintahan. Berangkat dari kesadaran ini, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan peningkatan kinerja aparatur sebagai salah satu dari prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2013.  

Sesuai data bulan Desember 2012 jumlah pegawai pada Pemerintah Provinsi Bali tercatat  sejumlah 7.046 orang  yang yang terdiri dari PNS dan CPNS sebanyak 6.746 orang dan tenaga honorer sebanyak 300 orang.

Tabel 2.80 

Data Pegawai Provinsi Bali per 31 Desember 2012
	No
	Data Pegawai
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah PNS
	6.851
	6.991
	7.333
	6.806
	7.046

	2
	SK Kenaikan Pangkat
	3.091
	2.700
	2.353
	1.191
	2.173

	3
 

 
	SK Pengangkatan CPNS
-  Dari Umum

-  Dari Tenaga Honorer
	 
46
267
	 
148
258
	 
33
206
	 
  276

      0
	43

-

	4
	Rekrutmen Calon Praja IPDN
	18
	25
	29
	    47 
	50

	5
	Jumlah Peserta Prajabatan
	454
	313
	406
	  275
	276

	6
	Jumlah PNS yang Pensiun
	233
	272
	336
	  338
	341


Sumber: SIMPEG BKD Provinsi Bali
PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi Bali memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi dari tingkat SD hingga Doktor (S3) dengan data sebagaimana Tabel 2.81 berikut ini.

Tabel 2.81
Tingkat Pendidikan PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi Bali

per 31 Desember 2012

	No.
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Persen

	1
	SD
	104
	1,54

	2
	SMP/SLTP
	156
	2,31

	3
	SLTA 
	2563
	37,99

	4
	Diploma  (D1)
	36
	0,53

	5
	Diploma 2 (D2)
	51
	0,76

	6
	D3/Sarjana Muda
	422
	6,26

	7
	Sarjana (S1)/D4
	2727
	40,42

	8
	Master (S2)
	685
	10,15

	9
	Doktor (S3)
	2
	0,03

	
	Jumlah
	6746
	100


  Sumber: SIMPEG BKD Provinsi Bali
b. Hukum dan Perundangan-undangan

Beberapa capaian telah terealisasi sampai tahun 2012 yaitu penyusunan produk hukum sebanyak 11 buah perda, 73 buah peraturan gubernur dan 2.157 buah keputusan gubernur. Selanjutnya penyelesaian sengketa hukum dari sebanyak 13 perkara yang ada telah terselesaikan sebanyak 7 perkara dan sisanya sebanyak 6 perkara masih dalam proses banding, Untuk penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah diselesaikan semuanya sebanyak 279 NPHD. Demikian pula halnya terhadap upaya peningkatan informasi melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) telah terealisasi proses input data produk hukum pusat, produk hukum daerah (Perda dan Pergub) dan referensi hukum sampai bulan September 2013 seluruhnya berjumlah 13.969 buah.
c. Pendidikan dan Pelatihan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Bali selaku instansi penyelenggara  Diklat telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, melalui Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor: 51/PPA/10.7/2012 tertanggal 17 Januari 2012. Badan Pendidikan dan Pelatihan  Daerah Provinsi Bali diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali.
Dalam rangka RPJMD Tahun 2013-2018 upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali melalui program pembinaan aparatur yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi dimaksud adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Bali, kabupaten dan kota di Bali dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kegiatan prajabatan, Diklat Pimpinan Tingkat IV, Tingkat III, Tingkat II, Diklat Teknis dan Fungsional dilaksanakan di Badan Diklat sebagai lembaga yang telah terakreditasi. Untuk keikutsertaan PNS kabupaten/kota di lingkungan wilayah Provinsi Bali dapat disiapkan dana talangan yang kemudian akan dikembalikan melalui mekanisme dana kontribusi ke APBD Provinsi Bali.
Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksud antara lain:
1. Diklat Pra Jabatan

2. Diklat Pimpinan Tingkat IV, Tingkat III, dan Tingkat II

3. Diklat Teknis

4. Diklat Fungsional

5. Diklat Kewidyaiswaraan

6. Bimbingan Teknis

7. Program Doktoral

d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengacu pada ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi sesuai pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali menetapkan sekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mendukung fungsi legislasi  dilaksanakan kegiatan pembahasan perda dan kebijakan daerah lainnya.

2. Untuk mendukung fungsi penganggaran dilaksanakan kegiatan pembahasan Ranperda mengenai LKPJ Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, dan Penyusunan APBD Tahun berikutnya.

3. Untuk mendukung fungsi pengawasan dilaksanakan kegiatan reses, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, pengaduan aspirasi masyarakat.

Terkait dengan fungsi legislasi ada beberapa capaian yang telah terealisasikan sampai tahun 2010 yaitu disusun 41 perda termasuk diantaranya perda berkaitan dengan anggaran. Dalam fungsi pengawasan DPRD melakukan kunjungan kerja ke 9 kabupaten/kota, reses dan menerima pengaduan masyarakat secara langsung terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

e. Pengawasan
Sebagai lembaga pengawas fungsional Pemerintah Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat permasalahan yang cukup krusial, antara lain: (1) dari 62 orang auditor yang dibutuhkan baru terisi 14 orang, (2) belum didukung oleh alat  bantu pemeriksaan yang memadai, (3) serta relatif rendahnya  kualitas dan komponen sumber daya manusia.
Capaian kinerja dari adanya pelaksanaan program-program bidang pengawasan ini antara lain seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.82.
Tabel 2.82
Indikator Capaian Kinerja Bidang Pengawasan
	No
	Indikator 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012



	1
	Jumlah LHP Pemeriksaan Reguler,Khusus dan Kasus
	47
	41
	50
	56
	57

	2
	Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
	568
	689
	942
	647
	667

	3
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
	42
	42
	43
	43
	43

	4
	Jumlah laporan Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Jumlah laporan Hasil Monev Inpres 5 Tahun 2004
	10
	10
	10
	10
	10


     Sumber: Inspektorat Bali 2012
f. Polisi Pamong Praja 

Mengacu pada ketentuan pasal 148 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berisikian  pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Praja. Dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


     Beberapa capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan penegakan perda sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Penegakan perda sebanyak 23 (dua tiga) buah dan 1 (satu) buah pergub yaitu: Perda No. 6 th. 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda No. 8 th. 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas, Perda No. 9 th. 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandara Ngurah Rai dan sekitarnya, Perda No. 7 th. 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Perda No. 5 th. 2008 tentang Pramuwisata, Perda No. 10 th. 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perda No. 13 th. 2000 tentang Retribusi atas Ijin Operasi Angkutan Barang, Perda No. 4 th. 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 th 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda No. 10 th. 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No. 5 th. 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, Perda No. 2 th. 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali, Perda No. 5 th. 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Perda No. 3 th. 2006 tentang Penaggulangan HIV/AIDS, Perda No. 10 th. 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda No. 15 th. 2009 tentang Penanggulangan Rabies, Perda No. 16 th. 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Perda No. 1 th. 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata,  Perda No. 2 th. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 5 th. 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 3 th. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 6 th. 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu, Perda No.10 th. 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda No. 2 th. 1992 tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali,  Pergub No. 11 th. 2011 tentang Penghunian Rumah Dinas Provinsi Bali; Dari 23 buah perda dan 1 buah Pergub yang ditegakkan sampai dengan tahun 2012  telah ditangani 1.164 kasus pelanggaran perda.
b. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sampai tahun 2012 telah dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas seperti patroli wilayah, operasi gabungan, pengamanan dan pengawalan pimpinan serta melalukan Pemantauaun  Upaya Perlindungan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Bali.  

c. Dalam rangka pemberdayaan SDM Satpol PP agar dapat berperan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai tahun 2012  didukung oleh  168  orang PNS,  dengan  rincian kualifikasi pendidikan dan pelatihan struktural: 15 orang, pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja  pola 300 jam sebanyak 85 orang, dan  terdapat 15 orang anggota PPNS  yang  memiliki legalitas dalam melakukan penyidikan atau  yang telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Kementerian Hukum dan HAM RI baru 14 orang. Sedangkan untuk peningkatan sumber daya aparatur pada pada  tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan bintek aparat Tramtib yang diikuti oleh 40 orang, kegiatan bintek aparat PPNS diikuti oleh 30 orang PPNS  dan untuk menigkatkan pelaksanaan koordinasi telah dilaksakanan Kegiatan Raker yang diikuti oleh 50 orang dari Satpol.PP Kabupaten/Kota se Bali. Dalam upaya pemberian perlindungan  masyarakat pada tahun 2012 telah dilaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan masyarakat terhadap 30 orang Satgas Linmas dan pelatihan fungsi Satgas Linmas dan kewaspadaan dini terhadap 30 orang Satgas Linmas di 9 kabupaten/kota se-Bali.
g. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/kualitas pelayanan publik yang merupakan prioritas dalam pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi Bali, sebagai mana diatur dalam   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta dalam merumuskan kebijakan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan pelayanan publik. Dalam implementasi kebijakan tersebut oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali yang dibentuk dengan Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2011  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2011  tanggal 29 Desember 2011 dituangkan dalam 5 program dan 13 kegiatan.
Capaian kinerja urusan bidang pelayanan publik dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 seperti pada Tabel 2.83 diuraikan seperti di bawah ini.
Tabel 2.83 

Capaian Kinerja Program Bidang Pelayanan Publik 

	No
	Program/Kegiatan Prioritas
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Pelaksanaan Kormonev Inpres No.5 Tahun 2004
	30 buku
	30 buku
	30 buku
	30 buku

	2
	Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
	-
	90 buku
	90 buku
	75 buku

	3
	Evaluasi dan fasilitasi Waskat 
	3 kali
	3 kali
	3 kali
	3 kali

	4
	Penyusunan dan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah
	10 buku
	10 buku
	10 buku
	40 buku

	5
	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit
	15 SK
	15 SK
	15 SK
	50 buku


                Sumber: Biro Organisasi Setda Bali
h. Persandian 
Untuk mendukung hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, peran persandian dan telekomunikasi sangat penting, Hal ini tidak lepas dari pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan berita atau informasi secara cepat dan akurat baik dari yang hanya bersifat biasa hingga yang berketagori rahasia negara. Untuk itu diperlukan suatu sistem persandian yang relevan yang mampu memilah dan mengkategorikan berita atau informasi yang masuk atau keluar untuk mencegah kemungkinan kebocoran rahasia negara. 

Prioritas urusan yang dilaksanakan oleh persandian antara lain:
1. Melaksanakan urusan tata usaha sandi, pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi.
2. Melakukan perawatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat sandi dan telekomunikasi.
3. Mengatur, membina dan memelihara alat-alat sandi, komunikasi serta jaringan komunikasi.
4. Melakukan usaha pengamanan terhadap informasi atau berita sandi dan telekomunikasi.
5. Mengecek dan memelihara inventaris sandi dan telekomunikasi.
6. Menyusun jaringan hubungan daerah provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota. 
7. Membuat dan menetapkan pelaksanaan administrasi kantor berita tingkat pusat maupun daerah kabupaten/kota.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian, perkiraan capaian target sampai dengan tahun 2012 adalah memantapkan hubungan jaringan santel dan kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja.
i. Pengelolaan Bencana

Pencapaian pengelolaan bencana sampai dengan tahun 2012 diuraikan dibawah ini.
1. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana khususnya bencana non alam telah terbangun sistem pantauan digital sampai dengan tahun 2011 telah terpasang 10 (sepuluh) unit kamera CCTV masing-masing dipasang di Monkey Forest-Ubud, Tegallalang, Pasar Guwang, Pelabuhan Benoa, 2 (dua) Pantai Sanur, 2 (dua) Perempatan Nusa Dua, dan 2 (dua) buah pasar seni di Kuta, yang pengendaliannya dilaksanakan di Crisis Centre Pusdalops PB/Upt Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

2. Dalam rangka menjalankan  fungsi peringatan dini bencana kepada masyarakat, untuk mengantisipasi rawan bencana Tsunami telah terbangun Tsunami Early Warning System dengan didukung  6 (enam) menara peringatan dini tsunami yang dioperasikan melalui jaringan satelit. Keenam menara tersebut masing masing terpasang di Seminyak, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Sanur. 

3. Penanganan kebencanaan dilapangan telah tersedia personil Emergency Sistem Respon (ESR) dibidang kesehatan dengan jumlah sebanyak 12 orang dokter, 16 orang paramedis, 8 orang tenaga adminstrasi dan 12 orang sopir. 

21. Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan yaitu meningkatkan peran sektor pertanian dan memperkokoh ketahanan pangan di Provinsi Bali. Adapun capaian kinerja bidang ketahanan pangan, terutama produksi padi, jagung dan kedele dari tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 2.84. 

a. Produksi padi di Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012 masih berada dikisaran angka 840 ribu s/d 880 ribu ton pertahun. Pada tahun 2008 produksi padi mencapai 840.465 ton, meningkat di tahun 2009 menjadi 878.764 ton, pada tahun 2010 mengalami penurunan produksi padi menjadi 869.160 ton, pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 858.291ton, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 865.554 ton pada tahun 2012.
b. Produksi jagung rata-rata pertahunnya mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2008 produksi jagung di Bali sebanyak 77.619 ton, meningkat cukup drastis menjadi 92.998 ton di tahun 2009, tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 66.354 ton, pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 64.606 ton, dan pada tahun 2012 menurun kembali menjadi 61.873 ton.

c. Produksi kedelai rata-rata pertahunnya sangat berfluktuasi, pada tahun 2008 sebanyak 9.323 ton, meningkat di tahun 2009 menjadi 13.521 ton, pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 5.554 ton, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 8.488 ton, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 8.210 ton.

Tabel 2.84
Produksi Padi, Jagung dan Kedele di Provinsi Bali dari Tahun 2008-2012

	No.
	Komoditas
	Produksi (ton) pada Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Padi
	840.465
	878.764
	869.160
	858.291
	865.554

	2
	Jagung
	77.619
	92.998
	66.354
	64.606
	61.873

	3
	Kedele
	9.323
	13.521
	5.554
	8.488
	8.210


Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012
d. Produksi kacang tanah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 sebanyak 16.592 ton, menurun pada tahun 2012 menjadi 11.616 ton.

e. Produksi ubi kayu mengalami penurunan pula, dimana pada tahun 2008 sebanyak 169.761 ton, menurun menjadi 147.201 ton pada tahun 2012.

f. Produksi ubi jalar dari tahun 2008 s/d tahun 2012 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 adalah sebanyak 88.201 ton, menjadi 65.132 ton pada tahun 2012.

g. Produksi daging ternak secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 seperti produksi daging sapi dari 6.177,43 ton menjadi 8.758,64 ton, produksi daging babi dari 85.872,32 ton menjadi 99.683,11 ton, sedangkan produksi daging kambing/domba dari 1.374,18 ton menjadi 1.615,79 ton.
h. Produksi daging unggas dari tahun 2008 s/d 2012 juga mengalami peningkatan seperti produksi daging ayam buras dari 2.955,35 ton ton menjadi 3.066,74 ton, produksi daging ayam petelor dari 1.089,67 ton menjadi 1.097,51 ton, produksi daging ayam ras pedaging dari 19.046,00 ton menjadi 20.139,57 ton, dan produksi daging itik dari 171,12 ton menjadi 240,99 ton.
i. Produksi telur baik telur ayam buras, ayam ras maupun itik dari tahun 2008 s/d 2012 secara total mengalami peningkatan yaitu dari 35.117,16 ton menjadi 43.175,22 ton (total telur ayam buras, ayam ras dan itik).
j. Untuk produksi perikanan laut baik penangkapan maupun budidaya dari tahun 2008 s/d 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 225.810,50 ton menjadi 226.303,9 ton.
k. Produksi perikanan darat baik itu dari penangkapan maupun budidaya (tambak, kolam, sawah maupun jala apung) dari tahun 2008 s/d 2012 mengalami peningkatan yaitu dari jumlah produksi 4.098,2 ton menjadi 11.339,30 ton.
Kemudian khusus untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan (beras) dari tahun 2008 s/d 2012 dapat digambarkan sesuai Tabel 2.85.

[image: image29.emf]2008 2009 2010 2011 2012 *)

1. Produksi padi (GKG) (ton) 840.465        878.764        869.160        858.314        865.554       

2. Penggunaan gabah untuk non pangan (ton) 61.354          64.150          63.449          62.657          63.185         

3. Gabah yang diolah menjadi beras (ton) 779.111        814.614        805.711        795.657        802.369       

4. Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton) 492.398        514.836        509.210        502.855        507.097       

5. Penggunaan beras untuk non pangan (ton) 16.397          17.144          16.957          16.745          16.886         

6. Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton) 476.001        497.692        492.253        486.110        490.211       

7. Kebutuhan konsumsi penduduk 407.183        412.194        445.107        450.110        455.616       

     - Jumlah penduduk (jiwa) 3.510.200     3.553.400     3.939.000     3.986.000     4.032.000    

     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn) 116               116               113               113               113              

8. Selisih produksi/kelebihan produksi (ton) 68.818          85.498          47.146          35.692          34.595         

9. Ketersediaan beras perkapita (kg/hr) 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31

Ket: *) Angka Sementara Daerah

Tahun

Tabel 2.85 

No Uraian

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali


22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, antara lain dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat, disamping itu untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsif-prinsif demokrasi, pemerataan, keadilan dan seterusnya.

Sehubungan dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres 15 Tahun 2010). Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini pada hakekatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan praktek pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan masyarakat pada masa-masa sebelumnya.
Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, serta prinsip-prinsip otonomi daerah.

Pemberdayaan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak terdapat makna yang baku. Konsep pemberdayaan dapat diartikan: 

1. Menguasakan, memberi kuasa, atau memberi wewenang, sehingga si obyek menjadi memiliki otoritas atau kekuasaan.
2. Memberikan kemampuan untuk memahami sehingga mampu mengarahkan diri sendiri.
3. Memberikan fasilitas untuk memperoleh kemampuan dalam memutuskan dan bertindak sendiri.
4. Merupakan proses untuk meningkatkan asset dan kemampuan secara individual maupun kelompok dalam masyarakat.

Dari pemahaman itu, maka secara garis besar pengertian pemberdayaan masyarakat mengandung 2 (dua) elemen yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penerapan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga dicapai kondisi kehidupan yang diharapkan.
2. Mendelegasikan, memberikan otoritas kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian merupakan proses membangkitkan kembali dan mengembangkan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, exploitasi atau subordinasi.

Karena itu pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap individu (rumah tangga) sampai ke komunitas, serta mencakup aspek-aspek sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan pisikologis. Dalam konteks ini, maka pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui 3 (tiga) aspek pokok:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
2. Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (misalnya dengan memberi input berupa bantuan dana, sarana dan prasarana, infrastruktur dan sebagainya).
3. Perlindungan kepada masyarakat yang lemah (misalnya program yang bersifat bantuan dan perlindungan).

Atas dasar pemahaman  yang demikian, pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam pengambilan kerputusan, penguatan untuk memperoleh dan pengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan untuk dapat menentukan masa depannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem pembangunan daerah, maka pada saat yang bersamaan adalah sangat penting, strategis dan mendesak penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Khususnya terhadap pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan terbawah/ terdepan yang bersifat otonom berbagai upaya penguatan telah dilakukan (walaupun belum optimal) baik menyangkut kapasitas SDM/aparatnya, kelembagaan, administrasi/ manajemen dan keuangan. Rumusan-rumusan yang yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya memberdayakan masyarakat di Provinsi Bali adalah:

a. Terkondisikannya kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri dan optimalnya fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keswadayaan masyarakat.

b. Meningkatnya kemampuan masyarakat (miskin) dibidang ekonomi agar mampu bekerja dan berusaha lebih produktif.

c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

d. Terwujudnya pembangunan kawasan khusus dan kawasan potensial berkembang.

e. Meningkatnya peran lembaga pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, serta meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

f. Terwujudnya program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

g. Mengembangkan program-program ekonomi unggulan sesuai potensi masing-masing desa.

h. Berkurangnya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.
Isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat adalah penanggulangan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mengentaskan penduduk dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari kemiskinan (kuratif) dan mencegah masyarakat yang tidak miskin agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan (preventif). Secara mikro kemiskinan dapat diturunkan dengan pendekatan program penanggulangan kemiskinan terhadap 14 variabel kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang secara rutin dilaksanakan oleh BPS, persentase penduduk miskin pada tahun 2009 sampai tahun 2012 sebagai berikut.

Tabel 2.86
Garis Kemiskinan dan Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bali

	Tahun
	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
	% Penduduk Miskin
	Perubahan Jumlah (Ribu)
	Perubahan

Persentase (%)

	2009
	196.466
	181,72 
	5,13
	- 33,90 
	-1,04

	2010
	208.152
	174,93 
	4,88
	- 6,79 
	- 0,25

	2011
	233.172 
	166,23 
	4,20 
	- 8,70 
	- 0,68 

	2011*)
	240.543 
	183,13 
	4,59 
	+16,90 
	+ 0,39 

	2012
	249.997 
	168,78 
	4,18 
	-14,35 
	- 0,41 

	2012*)
	254.221
	160,95 
	3,95 
	- 7,83 
	- 0,23


       Sumber : Susenas Maret 2009-2012 dan Susenas September 2011-2012     
       Ket: *) Susenas September 

Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlidungan Sosial (PPLS 2011) jumlah Rumah Tangga Sasaran yang diklasifikasikan menjadi kategori miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Adapun jumlah rumah tangga sasaran per kabupaten/kota sebagai berikut.
Tabel 2.87
Jumlah Rumah Tangga Sasaran per Kabupaten/Kota Tahun 2011

	No
	Kabupaten/Kota
	Kategori
	Total

	
	
	Miskin
	Hampir Miskin
	Rentan Miskin
	

	1
	Jembrana
	4.331
	4.412
	4.411
	13.154

	2
	Tabanan
	5.540
	8.812
	8.812
	23.162

	3
	Badung
	3.089
	5.117
	5.117
	13.323

	4
	Gianyar
	5.428
	10.225
	10.224
	25.877

	5
	Klungkung
	2.663
	4.391
	4.391
	11.445

	6
	Bangli
	2.401
	5.218
	5.218
	12.837

	7
	Karangasem
	5.630
	11.622
	11.621
	28.873

	8
	Buleleng
	8.422
	21.481
	21.481
	51.384

	9
	Denpasar
	3.728
	5.403
	5.402
	14.533

	
	Jumlah
	41.232
	76.681
	76.675
	194.588


Sumber: TNP2K
Dalam memberdayakan masyarakat, arah kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

a. Memantapkan kemampuan masyarakat secara mandiri dalam pengambilan keputusan.

b. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Memantapkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat menjamin kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3. Ketahanan Pangan

a. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui kemanan pangan, distribusi dan peningkatan konsumsi makanan beragam dan bergizi.

4. Pemberdayaan Wilayah Tertinggal

a.   Berkembangnya kawasan perdesaan yang mempunyai permasalahan khusus dan  kawasan potensial.
5. Ketahanan Masyarakat

a.   Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan  serta  lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pencapaian kinerja urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2012 antara lain:

a. PKK aktif sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 100% sebanyak 717 PKK.

b. Posyandu aktif mencapai sudah mencapai 100% sebanyak 4.867 posyandu yang terbagi atas Posyandu Pratama sebanyak 255 posyandu, Posyandu Madya sebanyak 1.183 posyandu, Posyandu Purnama sebanyak 2.444 posyandu, dan Posyandu Mandiri sebanyak  985 posyandu.

c. Jumlah kecamatan yang telah difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan sampai tahun 2012 sebanyak 46 Kecamatan (100%).

d. Jumlah pasar desa yang telah didata pada tahun 2012 sebanyak 239 pasar desa.

e. Jumlah masyarakat yang difasilitasi dan mendapatkan beras miskin pada tahun 2012 sebanyak 134.804 Rumah Tangga Sasaran dan Tahun 2013 sebanyak 151.924 Rumah Tangga Sasaran.

f. Jumlah TTG yang dibina pada tahun 2012 sebanyak 18 TTG.
g. Desa tertinggal yang difasiltasi pada Tahun 2012 sebantak 2 desa.
h. Jumlah desa yang yang telah difasilitasi Program Pembangunan Desa Terpadu (GERBANGSADU) sampai tahun 2012 sebanyak 82 desa. Dasar penetapannya adalah desa-desa dengan tingkat kemiskinan RTS diatas 35%. Program ini merupakan akselerasi percepatan pembangunan perdesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan kegiatan produktif yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
23. Statistik
Sesuai pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat dilakukan analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan untuk mengidentifikasi kecendrungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan data dimasa datang. Hasil analisis akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.
Adapun hasil capaian kinerja pelayanan urusan wajib bidang statistik tahun 2012  adalah sebagai berikut.
a. Tersusunnya analisis indeks kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
b. Tersusunnya Buku Konsolidasi dan Laporan SAI Dekon/TP, Laporan Hasil Pemantauan Dekon/TP, Daftar Kegiatan Dekon/TP.

c. Tersusunnya Buku Data Bali Membangun, Informasi Hasil Pembangunan Daerah.

d. Tersusunnya Buku PDRB Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali.
24. Kearsipan
Capaian kinerja pelayanan urusan wajib di bidang kearsipan adalah sebagai berikut.
a. Rata-rata jumlah pengelolaan arsip secara baku/benar dari seluruh SKPD pada tahun 2008 mencapai 93% (dari 43 SKPD yang ada di Provinsi Bali, yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara benar baru mencapai 39 SKPD). Pada tahun 2012 kondisi ini menurun menjadi 56%, atau hanya 24 SKPD saja yang telah melakananakan pengelolaan arsipnya dengan benar.
b. Jumlah peningkatan sumber daya manusia  pengelola kearsipan dilihat dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sangat sedikit, rata-rata pertahunnya hanya 1 (satu) kegiatan.
25. Komunikasi dan Informatika
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam birokrasi, pada tahun 2010 telah diwujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis pada Teknologi Informasi (TI) yang disebut dengan sistem E-Government. Pada tahun 2010 diadakan penyempurnaan sistem jaringan serta perangkat lunak dan perangkat keras yang nantinya secara bertahap akan dapat menghubungkan secara on-line seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Bali. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi dengan tugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Dari seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bali terdata sebanyak 78 lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, dengan rincian yaitu 71 buah lembaga penyiaran radio dan 7 buah lembaga penyiaran televisi.

Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal yang ada di Bali sebanyak 7 buah, 3 (tiga) buah sudah bersiaran (Bali TV, Dewata TV, BMC TV) dan 1 buah TV lokal yang sudah memiliki IPP belum bersiaran yaitu Alam Bali Semesta TV (ATV).  Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal TVRI Bali dan Lembaga penyiaran yang masih bersiaran dari pusat sebanyak 11 buah. Jumlah Web Site: dari 15 web site pada tahun 2008 menjadi 43 web site tahun 2012.
26. Perpustakaan
Capaian kinerja pelayanan urusan wajib di bidang perpustakaan dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Jumlah perpustakaan di Provinsi Bali yang terdiri dari perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA, PT), perpustakaan tempat ibadah, perpustakaan desa dan perpustakaan umum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3.912 perpustakaan.

b. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun rata-rata mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 jumlah pengunjung perpustakaan di Bali adalah sebanyak 143.072 pengunjung, menurun pada tahun 2009 menjadi 120.230 pengunjung, pada tahun 2010 menurun kembali menjadi 91.424 pengunjung, tetapi pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 100.505 pengunjung dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi  58.723.

c. Jumlah pengadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sangat berpariasi hal ini terkait dengan jumlah kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. Pada tahun 2008 jumlah pengadaan koleksi sebanyak 205.669 buku, tahun 2009 sebanyak 3.406 buku, tahun 2010 sebanyak 960 buku, tahun 2011 sebanyak 960 buku dan pada tahun 2012 sebanyak 1.960 buku.
4. Pelayanan Urusan Pilihan
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada pelayanan urusan pilihan dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Pertanian
Dalam pembangunan nasional sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan. 
Analisis capaian kinerja perkembangan pembangunan sektor pertanian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diuraikan dibawah ini. 
a. Pertanian Tanaman Pangan

Lahan pertanian yang berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan meliputi lahan sawah dan lahan kering (pekarangan/tegal/kebun) dengan sebaran pada tahun 2012 seperti disajikan kan pada Gambar 2.30. 
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Gambar 2.30. Potensi lahan pertanian untuk tanaman pangan                            di Bali pada tahun 2012
Luas sawah pada tahun 2012 adalah 81.744 ha, luas pekarangan 46.763 ha dan luas tegal/kebun 138.352 ha. Dari luas sawah tersebut, lahan yang ditanami padi 2 (dua) kali setahun seluas 70.097 ha dan sisanya 11.647 ha hanya dapat ditanami sekali setahun. Pemanfaatan lahan sawah di Bali cukup baik dengan indek pertanaman (IP) dalam setahun sebesar 235%, tetapi pemanfaatan lahan kering masih belum optimal. Lahan kering umumnya dimanfaatkan untuk beberapa jenis tanaman hortikultura seperti jeruk, salak, anggur, mangga, durian dll, sedangkan lahan kering dataran tinggi umumnya ditanami komoditi sayur-sayuran antara lain bawang merah, kentang dan sayuran dataran tinggi lainnya.

Produksi komoditas tanaman pangan sangat berfluktuasi setiap tahun, antara lain disebabkan karena fluktuasi luas tanam/panen yang dipengaruhi oleh perubahan iklim yg ekstrem akibat pemanasan global, sedangkan produktivitasnya cenderung meningkat sebagai akibat dari peningkatan penerapan  teknologi pertanian. Perkembangan produksi komoditas prioritas yakni padi, jagung dan kedelai disajikan pada Tabel 2.88, Tabel 2.89 dan Tabel 2.90. Fluktuasi produksi komoditas prioritas tersebut sangat dipengaruhi juga oleh rata-rata produksi per kesatuan luas/produktivitas.
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1. Luas tanam (Ha) 158.726            151.764            170.363            151.900            153.397           

2. Luas panen (Ha) 143.999            150.283            152.585            152.585            149.000           

3. Produktivitas (kw/ha) 58,37                 58,47                 58,47                 56,25                 58,09                

4. Produksi (ton) 840.465            878.764            878.764            858.314            865.554           

Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali

No Uraian

Tahun

Tabel 2.88. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Padi di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012
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1. Luas tanam (Ha) 35.436              28.243              28.908              25.692              22.825             

2. Luas panen (Ha) 27.251              32.305              26.706              22.739              21.008             

3. Produktivitas (kw/ha) 28,48                 28,79                 24,85                 28,41                 29,45                

4. Produksi (ton) 77.619              92.998              66.354              64.606              61.873             

Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali

Tabel 2.89. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Jagung di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012

No Uraian

Tahun
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1. Luas tanam (Ha) 6.914                 9.570                 5.451                 7.609                 6.590                

2. Luas panen (Ha) 6.345                 9.378                 4.827                 6.896                 6.344                

3. Produktivitas (kw/ha) 14,69                 14,42                 11,51                 12,76                 12,68                

4. Produksi (ton) 9.323                 13.521              5.554                 8.488                 8.210                

Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali

Tabel 2.90. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Kedelai di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012

No Uraian

Tahun


Apabila dilihat dari rata-rata produksi/produktivitas komoditas prioritas pangan yaitu padi, jagung dan kedelai, maka rata-rata produktivitas padi tahun 2008 sebesar 58,37 ku/ha gabah kering giling mengalami penurunan menjadi 58,09 ku/ha tahun 2012; jagung tahun 2008 sebesar 28,48 ku/ha pipilan kering meningkat menjadi 29,45 ku/ha tahun 2012; kedelai pada tahun 2008 sebesar 14,69 ku/ha biji kering meningkat menjadi 12,94 ku/ha tahun 2012.

Dengan dicanangkannya Bali sebagai Provinsi hijau pertama di Indonesia oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 22 april 2010 maka pemerintah provinsi Bali menindak lanjuti dengan program ”Bali Clean and Green” dengan tiga pilar yaitu Green Economic, Green Cultural dan Clean and Green. Selanjutnya dalam bidang Green Economic Pemerintah Bali memprogramkan Bali sebagai Pulau Organik, yang ditindak lanjuti dengan pelaksaan kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi yang disingkat ”SIMANTRI”. Kegiatan Simantri ini merupakan keterpaduan kegiatan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan kelautan. Sampai dengan tahun 2012 di Bali telah dibangun 325 unit Simantri yang tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan rincian disajikan pada Tabel 2.91. 
Tabel 2.91
Sebaran Jumlah Unit Simantri di 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2012

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Unit

	1
	Buleleng
	62

	2
	Jembrana
	27

	3
	Tabanan
	42

	4
	Badung
	17

	5
	Denpasar
	8

	6
	Gianyar
	44

	7
	Bangli
	45

	8
	Klungkung
	36

	9
	Karangasem
	44

	                    Total 
	325 unit


Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012
Kegiatan Simantri merupakan kegiatan tanpa limbah (zero waste), dimana semua limbah diolah menjadi pupuk organik padat maupun cair, biourine maupun biogas. Kegiatan Simantri merupakan pendukung utama pelaksanaan program organik di Bali. Semenjak dilaksanakannya Simantri di Bali telah banyak diperoleh sertifikat organik di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan yaitu di sub sektor tanaman pangan sebanyak 22 sertifikat untuk komoditas padi dan hortikultura (Tabel 2.92), serta sub sektor perkebunan 9 sertifikat pada komoditas kopi arabika, kopi robusta, kakao dan jambu mete (Tabel 2.94).

b. Perkebunan
Komoditas binaan perkebunan yang diusahakan mencapai 24 (dua puluh empat) jenis dan dari 24 jenis tersebut 7 (tujuh) jenis merupakan komoditas andalan  (kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, dan tembakau)  dan 4 jenis merupakan komoditi unggulan diantaranya yakni kopi arabika, kopi robusta, kakao dan jambu mete. Sedangkan yang merupakan komoditas rintisan adalah nilam, kapas dan pala. Keberadaan komoditas perkebunan selain merupakan sumber pendapatan masyarakat, juga memiliki fungsi hidrologis, fungsi sosial (tanaman berfungsi ritual) dan fungsi ekonomi.
Luas areal kopi arabika pada tahun 2008 adalah 8.198 Ha dengan produksi          3.136 ton dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 14.134 KK. Sampai dengan tahun 2012 kopi arabika luasnya berkembang menjadi 11.924 Ha dengan produksi 4.199 ton, dengan jumlah petani 17.683 KK.  

Untuk kopi robusta pada tahun 2008 adalah 23.831 Ha dengan produksi             10.539 ton dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 70.447 KK. Sejalan dengan pembangunan perkebunan di Bali kopi robusta sampai dengan tahun 2012 mengalami perkembangan menjadi 23.614 Ha dengan produksi 14.679 ton, dan jumlah petani 64.792 KK. Budidaya kakao juga mendapat perhatian petani di Bali, terbukti pada tahun 2008 sebanyak 54.210 KK petani membudidayakan kakao dengan luas areal 12.528 Ha dengan produksi 6.745 ton, dan  pada tahun 2012 mengalami perkembangan  luas areal menjadi 14.802 Ha yang melibatkan petani sebanyak 59.062 KK dengan produksi sebesar 5.157 ton, namun produksi mengalami penurunan sebesar 1.588 ton akibat adanya peremajaan kakao melalui kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Pengembangan Kakao. Kemudian komoditi jambu mete juga diminati di Bali, pada tahun 2008 luas areal jambu mete 10.630 Ha dengan jumlah petani 22.826 KK dan produksi sebanyak 3.826 ton.  Sampai dengan tahun 2012 luas areal jambu mete berkembang menjadi 12.444 Ha jumlah petani  23.039 KK, sedangkan produksi mengalami penurunan sebesar  90 ton dari produksi total 3.736 ton pada tahun 2012.

Komoditi kelapa pada tahun 2008 diusahakan pada areal seluas 70.277 Ha dengan produksi  67.135 ton,  jumlah petani yang terlibat sebanyak 202.357 KK.  Sampai dengan tahun 2012 mengalami perberkembangan menjadi 70.609 Ha dan jumlah petani  200.906 KK.  Namun dilihat dari produksi mengalami penurunan sebesar 171 ton dari produksi kelapa dalam sebesar  66.964 ton.  Untuk tanaman cengkeh perkembangan luas pertanaman tidak begitu signifikan, tahun 2008 luas tanaman cengkeh di Bali seluas 15.444 Ha berkembang  menjadi 15.594 Ha pada tahun 2012.  Produksi cengkeh tahun 2008 sebesar 3.763 ton  menjadi  609 ton pada tahun 2012, dengan jumlah petani cengkeh tahun 2012 sebanyak 55.657 KK. Selain itu tanaman semusim yang merupakan komoditi andalan antara lain tembakau dimana pengembangannya pada tahun 2008 seluas 1.006 Ha dengan produksi sebesar 1.806 ton dan jumlah petani 254 KK. Pengembangan tembakau  mulai mengalami peningkatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yaitu seluas 1.132 Ha dengan produksi sebesar 1.671 ton, jumlah petani sebesar 170 KK  akibat adanya kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).   
Perkembangan luas areal dan produksi  komoditas andalan tersebut di atas pada lima tahun terakhir berfluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan harga pasar.

Data perkembangan luas areal dan produksi komoditas andalan perkebunan Bali  tahun 2008 s/d 2012 yaitu kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, dan tembakau disajikan pada Tabel 2.93.
c. Peternakan 

Pada sub sektor peternakan, di Bali banyak diusahakan ternak sapi, kambing/domba, babi, kerbau dan unggas seperti ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Sapi Bali secara nasional cukup terkenal dan sangat diminati oleh para peternak di provinsi lainnya di Indonesia. Setiap tahun sapi Bali yang diperdagangkan antar pulau di Indonesia mencapai 60.000 – 70.000 ekor yang diatur dengan peraturan Gubernur Bali. Populasi sapi di Bali pada tahun 2012 sebanyak 651.216 ekor, meningkat sebanyak 13.743 ekor dari tahun 2011 sebanyak 637.473 ekor. Sedangkan populasi babi pada tahun 2012 sebanyak 890.402 ekor turun dibandingkan tahun 2011 sebanyak 922.739 ekor dan populasi kambing tahun 2012 sebanyak 70.188 ekor, Ayam buras tahun 2012 populasinya sebanyak 4.178.725 ekor, ayam petelur sebanyak 4.282.970 ekor, ayam pedaging 5.872.311 ekor. Secara umum populasi unggas mengalami peningkatan tiap tahun, kecuali populasi itik mengalami penurunan sebesar 0,954 % pada tahun 2008 sebanyak 676.078 ekor menjadi 669.630 ekor pada tahun 2012.
Kalau dilihat dari perkembangan kesehatan hewan nampaknya penyakit pada ternak tidak begitu mengkhawatirkan, namun pada unggas masih ada masalah penyakit flu burung. Pada ternak peliharaan seperti anjing masih ada terjangkit penyakit rabies.
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Tahun 2009

1. Tabanan Somya Pertiwi Desa Mengesta, Kec. Penebel Padi 26,00 LPSO-005-IDN-010

2. Karangasem Mekar Sari Desa Sibetan, Kec. Bebandem Salak 11,00 LPSO-005-IDN-009

Tahun 2010

3. Buleleng Golden Leaf Farm Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar Sayuran 5,00 LPSO-005-IDN-014

4. Tabanan Beras Merah Jatiluwih Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel Beras Merah 24,00 LPSO-005-IDN-019

5. Gianyar Subak Selat Ds. Buahan Kaja, Kec. PayanganPadi 46,00 LPSO-005-IDN-017

6. Buleleng Lila Cita Karya Ds. Kalisada. Kec. Seririt Anggur 2,60 LPSO-005-IDN-016

Tahun 2011

7. Jembrana Subak Abian Amerta Sari Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo Manggis 15,00 LPSO-005-IDN-022

8. Tabanan Klp. Tani Manggis Sari Ds. Padangan, Kec. Pupuan Manggis 10,00 LPSO-005-IDN-023

9. Gianyar Sekar Bumi Ds. Kerta, Kec. Payangan Tan. Hias 12,00 LPSO-005-IDN-025

10. Bangli Amerta Lestari Br. Yeh Mampeh, Desa Batur,  Bawang Merah 11,20 LPSO-005-IDN-026

11. Jembrana Subak Semanggong Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo Padi 25,00 LPSO-005-IDN-021

12. Tabanan Giri Kerta Lestari Ds. Bangli, Kec. Baturiti Sayuran 13,00 LPSO-005-IDN-024

13. Jembrana Sari Bumi Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan Manggis 43,00 LPSO-005-IDN-031

14. Tabanan Pala Sari Manggis 30,00 LPSO-005-IDN-035

24-7-2012 s/d 24-7-2015

15. Tabanan Mesari Ds. Wanasari, Kec. Penebel Jamur Tiram 0,15 LPSO-005-IDN-037

16. Badung Mekar Sari Nadi Ds. Tangeb, Kec. Mengwi Jamur Tiram 0,37 LPSO-005-IDN-038

24-7-2012 s/d 24-7-2015

17. Badung Bali Organik Mashroom Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal Jamur Tiram 0,43 LPSO-005-IDN-040

18. Gianyar Sarwa Ada Ds. Taro, Kec. Tegallalang Jahe 15,00 LPSO-005-IDN-036

19. Gianyar Tegal Sari  Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Pepaya 25,00 LPSO-005-IDN-034

20. Gianyar Gunung sari Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Jahe 15,00 LPSO-005-IDN-039

21. Bangli Subak Eka Dwi Buana Ds. Langgahan, Kec. Kintamani Padi 54,00 LPSO-005-IDN-033

22. Klungkung Wira Bakti Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida Pisang 15,00 LPSO-005-IDN-032

Komoditi Luas Lahan (Ha)



Keterangan                          

(Nomor Sertifikat)

Tabel 2.92

Ds. Mundeh Kangin, Kec. 

Selemadeg Barat



T o t a l 398,75

No Kabupaten  Nama Gapoktan/Kelompok Lokasi

Nama-nama Gapoktan/Kelompok yang Telah Disertifikasi Pangan Organik Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012

 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012
Tabel 2.93
Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Andalan)  

di Provinsi Bali  Tahun 2008 s/d  2012

	No


	Komoditas

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Luas Areal  (Ha)
	Prod. (Ton)
	Luas Areal  (Ha)
	Prod. (Ton)
	Luas Areal  (Ha)
	Prod. (Ton)
	Luas Areal  (Ha)
	Prod. (Ton)
	Luas Areal  (Ha)
	Prod. (Ton)

	1
	Kopi Arabika
	8.198
	3.136
	8.274
	3.475
	9.448
	3.254
	10.485
	3.122
	11.924
	4.199

	2
	Kopi Robusta
	23.831
	10.539
	23.838
	11.427
	23.614
	11.105
	23.614
	7.252
	23.614
	14.679

	3
	Kakao
	12.528
	6.745
	12.756
	6.801
	14.865
	6.152
	14.866
	4.916
	14.802
	5.157

	4
	Jambu Mete
	10.630
	3.826
	10.925
	3.869
	11.814
	3.664
	11.821
	3.490
	12.444
	3.736

	5
	Kelapa 
	70.277
	67.135
	70.320
	67.454
	70.320
	69.607
	70.320
	66.420
	70.609
	66.964

	6
	Cengkeh
	15.444
	3.763
	15.413
	4.312
	15.450
	4.507
	15.625
	765
	15.594
	609

	7
	Tembakau
	1.006
	1.806
	1.099
	1.900
	1.128
	992
	1.132
	1.671
	982
	1.713


 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Bali

[image: image35.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kakao 26,65           19,990April-Agustus Catur Guna Organik  I Wayan Adi Pertama, SH

72,26           52,390April-Agustus Pangkung Sakti I No. REG:007/IN OFFICE 2007 Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

40,05           29,030April-Agustus Pangkung Sakti II Tgl. 4 Desember 2007

23,35           17,500April-Agustus Buana Mekar IN OFFICE - BOGOR

18,84           13,590April-Agustus Pemaksan Kaja IN OFFICE - BOGOR

2. Kopi Arabika 145,53         145,530April-Sept Giri Merta Organik I Wayan Sudarma/081337161108

19,33           19,330April-Sept Amerta Sari No Reg CU 808018 Organic Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

Productins Method USDA NOP Kab. Buleleng

Tgl 14 Januari 2008

Control Union Certifications

3. Kopi Arabika 1.509,65      981,273April-Sept Tunggal Kayun Rainforest Alliance Certified I Made Bered/085238418551

Suka Maju Ds. Landih, Kec. Bangli, 

Wana Sari  Kab. Bangli

4. Kopi Arabika 130,41         83,000April-Sept Suka Maju Organik I Made Bered/085238418551

No. LSPO-005-IDN-011 Ds. Landih, Kec. Bangli, 

03 Nopember 2009 Kab. Bangli

LeSOS, MOJOKERTO

5. Jambu Mete 190,00         52,955Agust-Okt Buana Kusuma Organik I Ngh Menget Ardiyasa

159,50         68,442 Giri Celagi No. NR-26510-SFT  HP. 081338646078

Mei 2010

96,80           39,500 Tunas Mekar I M O - SWISS I Wy Badri Mardawan

HP. 085237411177

99,00           49,782 Pule Sari Dibawah naungan PT.PMA I Kadek Suparta

No,26510/540, tgl 12 Des 2008 HP. 085237463362

14. Kopi Robusta 111,00         88,800April-Sept Eka Manik Merta Organik I Putu Suarjaya

No. LSPO-005-IDN-015 HP. 081936360600

10 Agustus 2010 Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

LeSOS, MOJOKERTO Kabupaten Buleleng

15. Kopi Arabika 123,26         55,470April-Sept Merta Sari Organik I Wayan Ijin

No. LSPO-005-IDN-029 HP. 085738414924

05 Nopember 2011 Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

LeSOS, MOJOKERTO Kabupaten Badung

16. Kopi Arabika 80,00           36,800April-Sept Sari Boga Organik I Wayan Suma

No. LSPO-005-IDN-028 HP. 085238418551

05 Nopember 2011 Ds. Plaga, Kec. Petang

LeSOS, MOJOKERTO Kabupaten Badung

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Bali

Contact Person/Alamat No Sertifikat



Tabel 2.94

No

Jenis 

Komoditas

Luas Areal 

(Ha)

Jml Produksi 

Kopi Ose (Ton)

Bulan-bulan 

Panen

Nama 

Pelaku/Kelompok

Ket

Data Pelaku Usaha Tani Organik Komoditi Perkebunan di Provinsi Bali


2. Kelautan dan Perikanan 
Bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat strategis baik dalam pembangunan nasional maupun daerah. Potensi yang dimiliki sangat besar dan luas yang mencakup laut, pantai dan daratan tidak terkecuali danau dan sungai. Apabila potensi ini mampu dikelola dengan baik niscaya akan dapat memberikan kesejahtraan bagi masyarakat dan devisa bagi negara.Namun potensi tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Hanya sebagian kecil saja yang termanfaatkan sehingga masih banyak potensi yang perlu mendapatkan perhatian dimasa yang akan datang, seperti potensi perikanan darat dan laut maupun perikanan air payau melalui penerapan sistem budidaya yang baik. Pengelolaan potensi bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan produksi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan ekspor serta kelestarian lingkungan. Produksi bidang kelautan dan perikanan meliputi antara lain ikan laut (tuna, cumi, krapu dan lobster), ikan hias, terumbu karang buatan, rumput laut; ikan kolam (gurami, nila dan lele) sedangkan perikanan air payau adalah udang dan bandeng yang merupakan komoditas ekspor yang masih terus dikembangkan.
Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata 4.08% per tahun. Pada tahun 2008 produksi mencapai 133.127,1 ton. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 141.393,1 ton. Pada tahun 2010 mengalami penurunan produksi menjadi sebesar 140.185,2 ton, pada tahun 2011 mengalami peningkatan 151.285,5 ton dan pada tahun 2012 kembali meningkat yaitu sebesar 155.908,5 ton. Demikian juga produksi perikanan tangkap yaitu pada tahun 2008 produksi sebesar 96.635,1 ton, tahun 2009 mengalami peningkatan produksi sebesar 102.572,5 ton, tahun 2010 sebesar 105.566,2 ton. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dimana produksi sebesar 101.371,6 ton dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan produksi sebesar 81.734,7 ton. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 produksi perikanan tangkap rata-rata mengalami penurunan sebesar 3.57%.

Secara keseluruhan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sampai dengan tahun 2008 sebesar 229.762,2 ton, tahun 2009 sebesar 243.965,6.Produksi pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 245.751,4 ton. Tahun 2011 meningkat sebesar 252.657,1 ton. Tahun 2012 mengalami penurunan produksi sebesar 237.643,2 ton. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 0.96%. Meskipun produksi perikanan mengalami peningkatan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya namun daerah Bali masih terus mengalami kekurangan ikan hingga mendatangkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dari masyarakat yang terus meningkat dan konsumsi ikan pada tahun 2012 mencapai 29,71 kg perkapita/th. Kebutuhan hotel, restauran serta ekspor yang nilainya mencapai 107.207.631,68 US$ pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 137.778.175,66 US$. Rata–rata mengalami peningkatan sebesar 6.94% per tahun. Selama lima tahun ekspor komoditas perikanan dilakukan melalui industri pengolahan yang ada dan UPI di Bali jumlahnya mencapai 998 buah.

Disisi lain kondisi prasarana dan sarana seperti alat tangkap, kapal penangkap ikan, kolam budi daya dan kolam pusat pembenihan sangat terbatas dan cenderung berskala kecil. Untuk meningkatkan produksi, dukungan prasarana dan sarana produksi mutlak dibutuhkan. Jumlah jukung mencapai 2486 buah tahun 2012, motor tempel sebanyak 12.431 buah dan kapal motor sebanyak 660 buah. Sedangkan jumlah prasarana dan sarana seperti kolam produksi berjumlah 16.343 buah, kolam pembenihan 982 buah, jumlah nelayan tahun 2012 mencapai 40.527 orang dan jumlah pembudidaya tahun 2012 sebanyak 15.168 orang.

3. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Luas kawasan hutan di Bali adalah seluas 130.686,01 ha atau 23,19% dari luas wilayah. Luas kawasan hutan  di Bali masih  belum mencapai luas ideal untuk optimalisasi manfaat lingkungan yaitu minimal 30% dari luas pulau sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sebaran kawasan hutan di Bali tidak merata menurut kabupaten/kota, bahkan di Kabupaten Gianyar tidak terdapat kawasan hutan penetapan. Kawasan hutan terluas terdapat di Kabupaten Buleleng, akan tetapi persentase tertinggi luas kawasan hutan terhadap luas wilayah terdapat di Kabupaten Jembrana. Persentase luas kawasan hutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota yang telah memenuhi luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% hanya terdapat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng.
Tabel 2.95a

Luas dan Persentase Kawasan Hutan di

Kabupaten/Kota se-Bali pada Wilayah UPT KPH
	No
	 Kabupaten / Kota 
	UPT KPH                     Bali Barat
	UPT KPH                        Bali Tengah
	UPT KPH                     Bali Timur
	UPT Tahura Ngurah Rai
	 JUMLAH 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	(Ha)
	%
	 (Ha) 
	%
	 (Ha) 
	%
	 (Ha) 
	 (Ha) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Jembrana
	53,87
	35.968,27 
	       -   
	               -   
	      -   
	               -   
	       -   
	             -   
	35.968,27 

	2
	Buleleng
	43,34
	28.935,11 
	44,96
	6.103,21 
	6,36
	1.629,95 
	       -   
	             -   
	36.668,27 

	3
	Tabanan
	2,79
	1.860,03 
	45,25
	6.808,21 
	-   
	               -   
	       -   
	             -   
	8.668,24 

	4
	Badung
	       -   
	               -   
	6,37
	1.126,90 
	-
	               -   
	46,52
	639,00 
	1.765,90 

	5
	Denpasar
	       -   
	               -   
	       -   
	               -   
	      -   
	               -   
	53,48
	734,50 
	       734,50 

	6
	Gianyar
	       -   
	               -   
	       -   
	               -   
	      -   
	               -   
	       -   
	             -   
	                -   

	7
	Bangli
	       -   
	               -   
	3,42
	613,00 
	34,06
	6.079,01 
	       -   
	             -   
	6.692,01 

	8
	Klungkung
	       -   
	               -   
	       -   
	               -   
	4,09
	1.048,50 
	       -   
	             -   
	 1.048,50 

	9
	Karangasem
	       -   
	               -   
	       -   
	               -   
	55,49
	14.220,23 
	       -   
	             -   
	14.220,23 

	JUMLAH
	100,00
	66.763,41 
	100,00
	14.651,32 
	100
	22.977,69
	100,00
	1.373,50 
	105.765,92 


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Tabel 2.95b
Luas dan Persentase Kawasan Hutan 
di Provinsi Bali Berdasarkan Pengelolaan
	No
	 JENIS HUTAN 
	WILAYAH                        Bali Barat
	WILAYAH                        Bali Tengah
	WILAYAH                        Bali Timur
	WILAYAH                        Tahura Ngrh Rai
	JUMLAH LUAS HUTAN

	
	
	%
	(Ha)
	%
	 (Ha) 
	%
	 (Ha) 
	%
	 (Ha) 
	%
	 (Ha) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	PENGELOLAAN               oleh  KPH / UPT
	51,09
	66.763,41
	11,21
	14.651,32
	17,58
	22.977,69
	1,05
	1.373,50
	80,93
	105.765,92

	a.
	Hutan Lindung
	45,32
	59.223,71 
	11,21
	14.651,32
	16,75
	21.891,03
	             -   
	             -   
	73,28
	95.766,06

	b.
	Hutan Produksi Tetap
	1,46
	  1.907,10 
	       -   
	             -   
	      -   
	               -   
	      -   
	       -   
	1,46
	1.907,10

	c.
	Hutan Produksi Terbatas
	4,31
	  5.632,60 
	       -   
	             -   
	0,83
	1.086,66
	      -   
	       -   
	5,14
	6.719,26

	d.
	Taman Hutan Raya (Tahura)
	       -   
	       -   
	               -   
	      -   
	      -   
	       -   
	1,05
	1.373,50
	1,05
	1.373,50

	PENGELOLAAN            oleh  BALAI KSDA
	-
	-
	2,50
	3.267,93
	2,03
	2.649,27
	-
	-
	4,53
	5.917,20

	a.
	Cagar Alam
	       -   
	       -   
	1,35
	1.762,80
	        -   
	               -   
	       -   
	-
	1,35
	1.762,80

	b.
	Taman Wisata Alam (TWA)
	       -   
	       -   
	1,15
	1.505,13
	2,03
	2.649,27
	       -   
	-
	3,18
	4.154,40

	PENGELOLAAN               oleh BALAI  TNBB 
	14,54
	19.002,89
	       -   
	               -   
	      -   
	               -   
	       -   
	             -   
	14,54
	19.002,89 

	
	Taman Nasional Bali Barat
	14,54
	19.002,89
	       -   
	               -   
	      -   
	               -   
	       -   
	             -   
	14,54
	19.002,89 

	JUMLAH  LUAS HUTAN DI BALI
	65,63
	85.766,30
	13,71
	17.919,25
	19,61
	25.626,96
	1,05
	1.373,50
	1000,00
	130.686,01


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Hutan negara yang terdapat di Provinsi Bali tersebar pada  22 (dua puluh dua) Register Tanah Kehutanan (RTK), untuk kawasan hutan terluas di Bali adalah Kawasan Hutan Bali Barat yang meliputi Kabupaten Buleleng  dan Jembrana  yaitu 62,00% dari  luas kawasan hutan  secara  keseluruhan. Beberapa kawasan hutan yang luasnya di atas seribu hektar yaitu Gunung Batukau, Gunung Abang, Gunung Agung, Penulisan-Kintamani, Yeh Leh-Yeh Lebah, Gunung Batur Bukit Payang, Prapat Benoa, Gunung Mungsu, dan Gunung Seraya.
Beberapa capaian kinerja urusan pilihan di Bidang Kehutanan diuraikan dibawah ini.
a. Jumlah kerusakan hutan sangat berfluktuasi dari tahun 2008 s/d 2012. Pada tahun 2008 jumlah hutan yang rusak sebanyak 908,59 ha, atau sekitar 0,69% dari seluruh luas hutan di Bali dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 270,13 Ha (0,21%), pada tahun 2010 menurun kembali menjadi 14,756 Ha (0,01%), pada tahun 2011 meningkat menjadi 242,8 Ha (0,19%), dan pada tahun 2012 luas hutan yang rusak sebesar 504,17 ha, atau 0,39%.
b. Luas lahan kritis di Provinsi Bali tahun 2004 seluas 55.313,00 Ha dan persentase kawasan hutan kritis yang telah direhabilitasi dari tahun 2004-2008 seluas 29.705,00 Ha; tahun 2009 – 2013 seluas 11.756,00 Ha; sehingga sisa lahan kritis sampai dengan tahun 2013 seluas 13.852,00 Ha.
4. Energi dan Sumber Daya Mineral 
Sektor energi dan sumberdaya mineral merupakan sektor yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu wilayah. Untuk daerah lain di luar pulau Bali, sektor ini merupakan sumberdaya utama bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut karena memiliki sumberdaya alam yang sangat banyak, seperti; Pulau Kalimantan, Sumatra dan daerah lainnya. Khusus di Bali karena tidak memiliki sumberdaya alam berupa energi dan mineral yang potensial, maka capaian kinerja pelayanan pembangunan di bidang ini didasarkan pada kesiapan daerah dalam memberi fasilitas pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan energi yang diuraikan dibawah ini.
a. Untuk mendukung penyaluran BBM, di Bali terdapat 171 buah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) yang telah tersebar sampai ke kecamatan-kecamatan. Jumlah SPBU menurut kabupaten/kota berkisar 4–45 buah, terbanyak di Kota Denpasar dan paling sedikit di Kabupaten Bangli. Realisasi penyaluran premium tahun 2011 berjumlah 729.508 kiloliter (KL), solar 238.778 KL dan Pertamax 7.429 KL. Penyaluran premium per bulan rata-rata 60.792,3 KL dengan kisaran setiap bulannya 53.098 – 65.698 KL.  Penyaluran premium cenderung meningkat dari Januari ke Desember.  Penyaluran solar tiap bulannya berkisar 17.302 – 22.840 KL, rata-rata per bulan sebanyak 19.898,2 KL dan juga cenderung meningkat dari Januari ke Desember. Sementara itu penyaluran pertamax per bulan berkisar 500 – 656 KL per bulan, tidak ada kecenderung peningkatan dari Januari ke Desember.  

b. Konsumsi energi di sektor transportasi dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar menurut jenis kendaraan dengan menggunakan angka rata-rata konsumsi BBM menurut jenis kendaraan menurut BPH Migas (2008) dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009). Sedangkan konversi satuan energi (SBM) menggunakan konversi menurut ESDM (2007) dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009) yaitu 1 KL premium 5,8275 dan 1 KL solar 6,4871. Jumlah konsumsi energi sektor transportasi di Provinsi Bali tahun 2011 sebanyak 5.843.134 SBM terdiri dari konsumsi energi dari premium 4.294.092 SBM (73,49%) dan konsumsi solar sebanyak 1.549.042 SBM (26,51%)
c. Konsumsi energi di sektor industri dihitung berdasarkan penggunaan LPG dan minyak tanah non subsidi. Konsumsi LPG untuk industri di Bali berjumlah 95.420,405 ton dan minyak tanah 14.070 KL. Total konsumsi energi untuk industri yaitu 896.819 SBM, yang berasal dari pemakaian LPG sebesar 813.421 SBM dan minyak tanah 83.399 SBM (konversi 1 ton LPG = 8,5246 SBM, 1 KL minyak tanah = 5,9274 SBM).

d. Untuk keperluan memasak rumah tangga di Bali menggunakan dua jenis bahan bakar utama yaitu LPG dan kayu bakar (biomassa). Rumah tangga yang menggunakan bahan bakar jenis LPG untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga (memasak) yaitu sebanyak 620.709 rumah tangga atau 60,36% dan menggunakan kayu bakar sebanyak 407.551 rumah tangga atau 39,64%. Rumah tangga menggunakan LPG menurut kabupaten/kota berkisar 29,83% - 98,23%, tertinggi di Denpasar dan terendah di Bangli. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak maka dapat dihitung besarnya konsumsi energi rumah tangga khususnya untuk memasak.  Rata-rata penggunaan LPG yaitu 3,8 kg.rumah tangga/bulan dan konversi energi untuk 1 ton LPG adalah 8,5246 SBM dan 1 ton kayu bakar adalah 2,2979 SBM. Berdasarkan data pada Tabel 2.42, jumlah konsumsi energi rumah tangga untuk memasak sebanyak 3.659.550 SBM yang berasal dari penggunaan LPG sebesar 241.283 SBM dan kayu bakar 3.418.267 SBM
e. Kondisi kelistrikan Bali saat ini dengan daya mampu sebesar 703 MW, beban puncak 660 MW dan reserve margin sebesar 43 MW (6,1%). Kapasitas pembangkit terpasang di Pulau Bali saat ini sebesar 772 MW.
f. Di Bali terdapat 11 (sebelas) jenis batuan yang menjadi bahan tambang yaitu.
1. Batu kapur dengan potensi mencapai 2.525.760.000 m3. Potensi batu kapur terutama terdapat di Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung (di Pulau Nusa Penida) yaitu masing-masing sebesar 55,09% dan 44,66% dari total cadangan. 

2. Batu andesit dengan jumlah cadangan mencapai 653.100.000 ribu m3. Cadangan batu andesit terbesar terdapat di tiga kabupaten yaitu Karangasem (36,38%), Jembrana (33,13%) dan Kabupaten Buleleng (26,54%).
3. Jumlah cadangan sirtu sebesar 1.371.140.000 m3, terutama terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 92,57% dari total cadangannya.
4. Jumlah cadangan batu padas di Bali tahun 2010 mencapai 4.591.710.000 m3, terutama terdapat di tiga kabupaten yaitu Tabanan (29,86%), Gianyar (23,73%) dan Buleleng (20,94%).

5. Cadangan tanah urug di Bali tahun 2010 adalah 933.200.000 m3. Cadangan terbesar terdapat di Kabupaten Jembrana (59,95%), dan Tabanan (37,63%).
6. Jumlah cadangan tanah liat di Bali tahun 2010 sebesar 166.807.200 m3. terutama terdapat di Kabupaten Tabanan (81,53%).

7. Batu pilah di Bali dengan jumlah cadangan mencapai 43.300.000 m3, hanya terdapat di Kabupaten Buleleng.
8. Jumlah cadangan batu lahar/merah di Bali mencapai 54.790.000 m3 , terutama terdapat di Kabupaten Bangli (52,31%) dan di Kabupaten Karangasem (47,14%).

9. Jumlah cadangan batu tabas di Bali mencapai 8.200.000 m3, terdapat hanya di Kabupaten Karangasem.

10. Jumlah cadangan batu apung di Bali yaitu 3.100.000 m3, terdapat di Kabupaten Buleleng (51,61%) dan Bangli (48,39%).

11. Batu permata hanya terdapat di Kabupaten Buleleng dengan jumlah cadangan 500 ribu m3.
g. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB rata-rata pertahunnya sangat kecil tidak mencapai angka 1. Dimana pada tahun 2008 hanya sebesar 0,58, dan  meningkat sedikit pada tahun 2012 menjadi 0,79.
5. Pariwisata 
Pariwisata merupakan sektor penggerak lokomotif ekonomi di Bali. Dengan pariwisata seluruh perkembangan ekonomi kerakyatan di perdesaan dapat berkembang dengan pesat. Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga pertumbuhan pariwisata telah membuat berbagai program, baik program promosi di dalam atau di luar negeri, juga melakukan program-program pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang ada di Bali. 
Dalam mengukur tingkat capain kinerja dari program-program yang telah dilaksanakan dalam bidang pariwisata dilakukan dengan melihat dari beberapa indikator diuraikan sebagai berikut.
1. Perkembangan kunjungan wisatawan manca negara selama tahun 2008 sampai tahun 2012 terus meningkat, pada tahun 2008 kunjungan wisatawan mancanegara kedaerah Bali sebanyak 1.664.854 jiwa, meningkat pada tahun 2009 menjadi 2.229.945 jiwa, dan pada tahun 2010 meningkat kembali menjadi 2.493.058 jiwa, pada tahun 2011 menjadi 2.756.579 jiwa, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.892.018 jiwa.

2. Kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 s/d tahun 2012. Pada tahun 2008 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 2.484.644 jiwa, meningkat pada tahun 2009 menjadi 3.521.135 jiwa, pada tahun 2010 menjadi 4.646.343 jiwa, pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 5.675.121 jiwa, dan pada tahun 2012 sebanyak 6.063.558 jiwa.

3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008 sd tahun 2012 juga mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2009 dan 2012 sempat menurun, dimana pada tahun 2008 kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar 55,78 %, pada tahun 2009 menjadi 52,83 %, pada tahun 2010 meningkat menjadi 61,78 %, padatahun 2011 meningkat menjadi 66,29 %, dan pada tahun 2012 menjadi 60,27 %. 

4. Sedangkan rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan kedaerah Bali pada tahun 2008 khususnya mancanegara selama 9,65 hari, pada tahun 2009 selama 8,75 hari, pada tahun 2010 selama 9,49 hari, pada tahun 2011 selama 9,27 hari dan pada tahun 2012 selama 9,1 hari. Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2008 selama 3,50 hari, pada tahun 2009 selama 4,20 hari, pada tahun 2010 selama 4,20 hari, tahun 2011 selama 3,9 hari, dan pada tahun 2012 selama 3,6 hari.

6. Perdagangan 
Perdagangan adalah bagian dari aktivitas perekonomian yang mengatur tentang pergerakan arus barang dan jasa serta ketersediaannya. Kondisi perdagangan daerah Bali selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah cukup baik yang ditunjukan oleh beberapa indikator kinerjanya seperti yang diuraikan sebagai berikut.
a. Perdagangan Dalam Negeri (Daerah)

Arus barang dan jasa  cukup baik dan lancar terutama ketersediaan 9 bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi demikian pula menyangkut harga-harga barang dapat dikendalikan sekalipun ada kecenderungan harga barang mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan kebijakan impor sehingga tidak berpotensi memicu tingkat inflasi secara ekstrem. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Bali yaitu rata-rata mencapai 30% per tahun. Secara rinci peningkatan tersebut adalah, tahun 2008 mencapai 28,34% meningkat menjadi 29,64% pada tahun 2009, kemudian meningkat lagi tahun 2010 menjadi 30,01, tahun 2011 mencapai 30,23% dan terakhir tahun 2012 menjadi 30,64%.
b.
Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri meliputi ekpor dan impor. Perkembangan nilai ekspor non migas Daerah Bali selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah berfluktuasi. Pada tahun 2008 nilai ekspor non migas Daerah Bali mencapai 265,507,000 US$, sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 253,559,870 US$ tetapi pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 605,099,740 US$ dan tahun 2011 menjadi 608,158,710 US$ terakhir turun menjadi 584,350,000 US$. 

 c.  Prasarana dan Sarana Perdagangan

Pasar adalah merupakan prasarana perdagangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Sesuai dengan perkembangan ekonomi global pasar modern tumbuh dengan pesat terutama diwilayah perkotaan bahkan sudah sampai merambah kewilayah pedesaan sehingga menjadi saingan dari pasar rakyat. Sedangkan kondisi pasar rakyat masih kurang memadai sehingga memerlukan peningkatan dari segi fisik dimasa yang akan datang terutama pasar rakyat yang ada di pedesaan. Prasarana perdagangan lainnya seperti tempat-tempat promosi masih sangat terbatas sehingga kurang memberi ruang bagi pemasaran produk-produk baru.

7. Perindustrian 
Capaian kinerja pelayanan urusan pilihan di bidang perindustrian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diuraikan sebagai berikut.
a. Perkembangan industri kecil dan menengah provinsi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dilihat dari jumlah sentra, jumlah unit usaha, dimana jumlah unit usaha industri kecil dan menengah pada tahun 2008 sebanyak 72.070 unit, meningkat pada tahun 2012 menjadi sebanyak 77.808 unit usaha. Demikian pula dengan jumlah sentra kerajinan di Bali pada tahun 2008 sebanyak 934 sentra, pada tahun 2009 sebanyak 985 sentra, tahun 2010 sebanyak 989 sentra, pada tahun 2011 menurun menjadi 626 sentra dan pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 705 sentra kerajinan.
b. Cakupan bina  kelompok pengrajin yang telah dilakukan pada tahun 2012 sekitar 37,7% dari seluruh sentra pengrajin yang ada.  
c. Kontribusi industri rumah tangga (home industry) terhadap PDRB Bali di tahun 2008 s/d tahun 2012 rata-rata pada kisaran 14% - 15% pertahun. Pada tahun 2008 sekitar 15,10% dan pada tahun 2012 sekitar 14,63%.
8. Transmigrasi
Jumlah transmigran yang diberangkatkan menuju daerah baru di luar Bali yaitu di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2008 adalah sebanyak 100 KK, pada tahun 2009 turun menjadi 97 KK yang diberangkatkan kedaerah yang sama di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2010 ke daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Selatan sebanyak 85 KK, pada tahun 2011 sebanyak 105 KK ke daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Utara. Pada tahun 2012 jumlah transmigran dari Bali yang diberangkatkan ke daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara sebanyak 105 KK.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia, yang diuraikan sebagai berikut.
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
Untuk melihat kondisi kemampuan ekonomi daerah Bali dilakukan dengan melihat kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, ekspor-impor barang dan jasa, serta nilai tukar petani, yang telah terjadi selama kurun waktu lima tahun sebelumnya.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
(termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit)
Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta nirlaba) di Bali, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pencapaian nilai PDRB harga berlaku untuk pengeluaran konsumsi masyarakat senilai Rp 22,54 trilyun, namun di tahun 2011 telah mencapai Rp 44,40 trilyun. Dengan demikian, selama periode tahun 2007 – 2011, rata-rata PDRB harga berlaku untuk komponen pengeluaran konsumsi masyarakat senilai Rp 32,50 trilyun. 
Nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk komponen pengeluaran ini juga cenderung meningkat, kendati nilainya relatif lebih kecil dari PDRB harga berlaku. Pada tahun 2007, nilai PDRB harga konstan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat mencapai Rp 12,86 trilyun. Nilai ini kemudian meningkat menjadi Rp 18,58 trilyun pada tahun 2011. Secara rata-rata selama periode tahun 2007–2011, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan pada komponen pengeluaran mencapai Rp 15,56 trilyun.

Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat di Bali telah mencapai angka 61,25% terhadap PDRB Bali, terdiri dari konsumsi rumahtangga (60,42%) dan konsumsi lembaga swasta nirlaba (0,83%) di tahun 2011. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 59,69 persen. Kuat dugaan meningkatnya kontribusi konsumsi masyarakat dalam setahun terakhir ini terkait dengan beberapa faktor, antara lain dorongan permintaan domestik maupun luar negeri, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kontribusi ekspor terhadap PDRB, dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Derasnya arus modal masuk yang masuk ke Bali, telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2011 dengan rata-rata Rp 8.807 per dolar AS, menguat 3,07 persen jika dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya.

Pada kondisi jangka pendek dan jangka panjang, ketika perekonomian Bali mengalami pertumbuhan yang meningkat, maka hal tersebut berdampak pada kenaikan nilai nominal PDRB Provinsi Bali, yang pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk berkonsumsi. Nila nominal PDRB maupun pendapatan per kapita masyarakat yang semakin meningkat, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi masyarakat dan sebaliknya.

2. Ekspor-Impor Barang dan Jasa
Kemampuan ekspor-impor barang dan jasa, baik antar negara maupun antar provinsi, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan penciptaan nilai tambah (value added). Selain itu kegiatan ekspor-impor juga memiliki efek ganda (multiplier effect), yakni sebagai masukan bagi penerimaan devisa daerah (berupa ekspor) maupun sebagai bagian supply barang dan jasa (berupa impor) dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Di samping itu, dinamika perekonomian global dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan kinerja ekspor-impor Provinsi Bali selama tahun 2007-2011.
Kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global dan bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia, turut mempengaruhi kinerja ekspor barang dari Bali. Data yang dikumpulkan BPS menunjukkan bahwa ekspor barang (free on board/fob) dari Bali tercatat sebanyak 608,159 juta dolar AS di tahun 2011. Jumlah ini meningkat hanya 0,50 persen dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 605,100 juta dolar AS. Jika dilihat berdasarkan sepuluh negara utama tujuan ekspor selama tahun 2011, tampak Amerika Serikat mendominasi pasar ekspor yang mencapai US$ 119.733 ribu, diikuti oleh Jepang dan Singapura dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US$ 88.652 ribu dan US$ 43.773. Sebaliknya, dari sisi impor barang justru terjadi penurunan. Pada tahun 2011, impor barang ke Bali mencapai 179,341 juta dolar AS atau menurun 27,91 persen dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 248,786 juta dolar AS. Pada tahun 2011, komoditi barang terbesar yang diimpor ke Bali merupakan barang modal seperti kapal laut dan bangunan terapung, mesin-mesin, dan lain sebagainya, yang terutama berasal dari Singapura dengan nilai impor mencapai 33,494 juta dolar AS (pangsa impor 18,68%).
Dalam kaitan itu, perkembangan PDRB untuk komponen ekspor-impor barang dan jasa di Bali selama periode tahun 2007 – 2011 malah cenderung meningkat, Pada harga berlaku, nilai PDRB  komponen ekspor mengalami peningkatan, dari Rp 32,39 trilyun di tahun 2007 menjadi Rp 76,26 trilyun di tahun 2011. Sedangkan dari sisi impor juga menunjukkan hal yang sama. Pada tahun 2007, nilai PDRB pada harga berlaku komponen impor ini baru mencapai Rp 23,56 trilyun, namun di tahun 2011 telah meningkat hingga mencapai Rp 78,38 trilyun. Rata-rata PDRB komponen impor selama periode 2007 – 2011 mencapai Rp 49,05 trilyun.
Selisih antara ekspor dengan impor  (net ekspor) pada tahun 2011 mencapai minus  Rp 2,12 trilyun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,51 trilyun. Sementara itu, fenomena perkembangan nilai PDRB komponen ekspor–impor pada harga konstan juga menunjukkan kecenderungan kenaikan, kendati angkanya relatif  lebih rendah dari PDRB atas dasar harga berlaku. Bila dilihat dari kontribusinya, komponen ekspor-impor terhadap PDRB Bali merupakan yang paling tinggi. Pada tahun 2007, kontribusi ekspor baru mencapai 73,62 persen dan impor mencapai 53,55 persen. Namun kondisi ini terus meningkat di tahun 2011 yang mencapai 103,78 persen (ekspor) dan 106,67 persen (impor). Terlihat bahwa rata-rata pergerakan kontribusi ekspor lebih tinggi daripada impor selama beberapa tahun terakhir dan kondisi ini berbalik pada tahun 2011, dimana justru kontribusi impor lebih tinggi dari ekspor.

3. Nilai Tukar Petani
Sektor pertanian di Bali masih memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Bali. Masih banyak pekerja di Bali yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini, namun sebagian besar dari meraka masih tergolong miskin. Fenomena ini mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menggambarkan betapa pentingnya data tentang kondisi petani Bali jika ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja secara umum, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Tidak salah kiranya pendapat jika ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk maka sejahterakanlah petaninya dulu. Secara sederhana kesejahteraan petani dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP).
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumahtangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Dalam konteks ini, indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk semua barang/jasa yang diproduksi petani, terdiri dari indeks harga tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan), tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk semua barang/jasa yang dikonsumsi petani, baik untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian dan aneka barang/jasa) maupun untuk keperluan biaya produksi dan penambahan barang modal.
Ada 3 (tiga) kondisi yang ditunjukkan dari besarnya NTP, yakni :

1. NTP > 100, yang berarti kemampuan/daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata lebih baik (petani mengalami surplus) dibanding tahun dasar.
2. NTP = 100, yang berarti kemampuan/daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata tidak untung dan tidak rugi (petani mengalami impas).

3. NTP < 100, yang berarti kemampuan/daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata kurang menguntungkan (petani mengalami defisit) dibanding tahun dasar.
Tabel  2.96
Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar 

Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali 

Tahun 2011 (2007=100)

	Bulan
	It
	Ib
	NTP

	1.    Januari
	134,39
	129,07
	104,12

	2.    Februari
	136,15
	129,03
	105,52

	3.    Maret
	136,59
	129,31
	105,64

	4.    April
	136,97
	128,56
	106,55

	5.    Mei
	137,71
	128,47
	107,19

	6.    Juni
	137,13
	128,56
	106,67

	7.    Juli
	138,32
	129,16
	107,09

	8.    Agustus
	138,08
	129,68
	106,48

	9.    September
	139,59
	130,16
	106,47

	10.  Oktober
	139,39
	130,59
	106,73

	11.  November
	140,94
	130,76
	107,79

	12.  Desember
	141,61
	131,13
	108,00



             Sumber: BPS Provinsi Bali (2012)
Dilihat dari nilai NTP-nya, secara umum kondisi petani Bali pada tahun 2011 bisa dikatakan relatif baik. Nilai  NTP tahun 2011 tercatat masih berada di atas level 100. Hal ini mencerminkan bahwa daya tukar/peluang petani untuk menjadi sejahtera masih lebih baik dibanding tahun dasar akibat harga produk yang dihasilkan masih lebih tinggi dibanding harga barang kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun biaya produksinya. Perkembangan NTP per bulan juga relatif stabil, nilai indeks diatas 100 dengan indeks rata-rata 106,52. NTP tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan Juli, Mei, November dan Desember yaitu sebesar 107,09%; 107,19%; 107,79% dan 108,00%. Pada bulan-bulan tersebut permintaan terhadap komoditi pertanian khususnya tanaman pangan cenderung meningkat karena dipengaruhi oleh adanya hari raya keagamaan dan peringatan tahun baru sehingga meningkatkan harga jual komoditas pertanian yang dapat meningkatan penerimaan petani.

Kondisi naik turunnya harga, baik yang diterima maupun yang dibayar petani sudah pasti menentukan kemampuan/daya tukar petani. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh musim atau keadaan perubahan kondisi alam lainnya. Namun yang perlu dicatat adalah keadaan di mana saat produksi melimpah (terjadi musim panen) maka pada saat ini petani akan menikmati harga yang relatif rendah (terjadi penurunan harga). Sehingga petani secara umum tetap pada kondisi tidak berdaya karena bukan pada posisi yang menentukan (tidak punya bargainning power), ditambah lagi kondisi penguasaan (lahan, ternak dan skill atau kemampuan) yang serba terbatas. NTP Provinsi Bali pada tahun 2012 sebesar 108,39 berada di atas NTP nasional sebesar 105,87.
2.4.2   Infrastruktur
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, perbankan, hotel dan restoran, air bersih, dan listrik. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.
1. Transportasi

Untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah dan upaya penyelesaian masalah kemacetan telah direncanakan sebanyak 11 ruas pengembangan jalan bebas hambatan  antarkota maupun dalam kota, seperti disajikan pada Tabel 2.97. 
Tabel 2.97
Rencana Jalan Bebas Hambatan  Antar Kota maupun Dalam Kota
	Jalan Bebas Hambatan
	Ruas Jalan
	Status sampai 2011

	I. Antar  Kota
	1) Kuta–Tanah Lot–Soka
	FS

	
	2) Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama
	DED, LARAP

	J. 
	3) Tohpati–Kusamba–Padangbai
	Kontruksi 

	K. 
	4) Pekutatan–Soka
	Pra FS

	L. 
	5) Negara–Pekutatan
	Pra FS

	M. 
	6) Gilimanuk–Negara
	Pra FS

	N. 
	7) Mengwitani–Singaraja
	Pra FS

	II. Dalam Kota
	1) Jalan Serangan–Benoa –Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung BenoaTanjung  
	Konstruksi 

	
	2) Serangan–Tohpati
	Pra FS

	
	3) Kuta–Bandar Udara Ngurah Rai
	Pra FS

	
	4) Kuta–Denpasar–Tohpati
	Pra FS


     Sumber : Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali 2011
Ruas jalan Mengwitani-Singaraja dan ruas jalan Soka-Seririt sebagai jalan kolektor primer dan arteri primer yang akan ditingkatkan sebagai upaya untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara, Bali bagian Timur dan bagian barat melalui akesibiltas. 
2. Perbankan
Seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,49% pada tahun 2011, perbankan Indonesia juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu elemen penting sistem keuangan Indonesia dengan melakukan ekspansi usaha melalui pembukaan kantor diberbagai pelosok Indonesia. Tercatat hampir 1000 unit kantor baru meliputi Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas bertumbuh di tahun 2011 yang terutama didominasi oleh Bank Umum Swasta Nasional  sebagai salah satu kelompok bank yang cukup agresif dalam melakukan pengembangan jaringannya.
Tabel 2.98
Jumlah Kantor Bank dan Cabang

dari Tahun 2008 s/d 2011
	No
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011



	1
	Bank Umum

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	46

328
	46

328
	46

328
	46

657

	2
	Bank Pemerintah

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	4

81
	4

81
	4

81
	4

229

	3
	Bank  Pembangunan Daerah

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	1

54
	1

54
	1

54
	2

59

	4
	Bank Swasta Nasional

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	37

189
	37

189
	37

189
	35

358

	5
	Bank Swasta Asing & Campuran

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	4

4
	4

4
	4

4
	5

11

	6
	Bank Perkreditan Rakyat

Jumlah Bank

Jumlah Kantor
	142

213
	142

213
	138

233
	137

165


    Sumber: Bank Indonesia, 2012
3. Hotel dan Restoran

Perkembangan hotel bintang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, untuk perkembangan hotel melati dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan. Perkembangan pondok wisata Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan (Tabel 2.99). 
Tabel 2.99
Perkembangan Hotel Bintang dan Hotel Melati

Tahun 2008 s/d 2012
	No
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Hotel Bintang
	155
	157
	158
	161
	158

	2
	Hotel Melati
	999
	1.039
	1.036
	1.026
	1.031

	3
	Pondok Wisata
	925
	981
	996
	1.016
	1.025


               Sumber: BPS Provinsi Bali, 2013

Sedangkan perkembangan restoran/rumah makan di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010  mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2011dan tahun 2012  mengalami penurunan (Tabel 2.100).
Tabel 2.100
Perkembangan Restoran/Rumah Makan di Provinsi Bali

Tahun 2008 s/d 2012
	No
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Perkembangan Restoran/Rumah Makan
	1.655
	1.693
	1.885
	1.645
	1.339


   Sumber: BPS Provinsi Bali, 2013
4. Air Bersih

Sumber air minum bagi rumah tangga di Bali tahun 2010 sebagian besar (33,54%) berupa air kemasan. Namun demikian, penggunaan air kemasan sebagai air minum menurut kabupaten/kota sangat besar rentang perbedaannya dimana di Kota Denpasar mencapai 81,41% sedangkan di Karangasem hanya 1,12%. Kabupaten lainnya yang relatif tinggi penggunaan air kemasan yaitu Kabupaten Badung. Sedangkan penggunaan air kemasan relatif rendah lainnya di Klungkung, Bangli dan Buleleng.
Penggunaan air ledeng sebagai sumber air minum yang terdiri dari ledeng meteran dan ledeng enceran sebesar 22,33%. Pelayanan air ledeng tertinggi persentasenya di Kabupaten Klungkung (58,26%) dan terendah di Kabupaten Badung (7,28%). Kabupaten dengan tingkat pelayanan air ledeng relatif tinggi yaitu Tabanan (40,48%), Gianyar (33,38%), Bangli (33,32%), dan Karangasem (31,16%).
Pemanfaatan air dari mata air untuk sumber air minum relatif tinggi di Bali yaitu sebesar 23,12%. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air mata air paling tinggi di Buleleng (56,92%) dan terendah di Denpasar (0,15%). Rumah tangga dengan persentase sumber air minum dari mata air relatif tinggi yaitu Bangli, Karangasem, Gianyar dan Tabanan.
Pemanfaatan air sumur rata-rata 15,61%; dengan kisaran menurut kabupaten/kota sebesar 0,31% sampai 36,22%; tertinggi di Jembrana dan terendah di Bangli.  Air sungai dan air hujan masih menjadi alternatif sumber air minum bagi kebutuhan rumah tangga akan tetapi persentasenya relatif kecil yaitu masing-masing 1,70% dan 3,61%. Rumah tangga yang menggunakan air sungai relatif tinggi yaitu Jembrana dan Tabanan. Rumah tangga yang menggunakan air hujan umumnya bermukim di daerah pegunungan/perbukitan yang langka air sumur dan air sungai seperti di Kabupaten Klungkung (khususnya Nusa Penida), Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. 
Tabel 2.101
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum 
per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010

	No.
	Kabupaten/Kota
	Ledeng
	Sumur
	Sungai
	Hujan
	Kemasan
	Mata Air
	Lainnya

	1
	Jembrana
	27,57
	36,22
	7,33
	0,50
	19,24
	9,15
	0,00

	2
	Tabanan
	40,84
	12,66
	4,53
	0,15
	14,29
	27,39
	0,16

	3
	Badung
	7,28
	14,28
	0,07
	0,47
	68,03
	9,86
	0,00

	4
	Gianyar
	33,38
	21,13
	0,00
	0,00
	13,03
	32,46
	0,00

	5
	Klungkung
	58,26
	15,69
	0,20
	13,67
	8,33
	3,71
	0,14

	6
	Bangli
	33,32
	0,31
	0,80
	24,94
	3,25
	37,09
	0,30

	7
	Karangasem
	31,16
	17,14
	1,13
	14,53
	2,12
	33,93
	0,00

	8
	Buleleng
	17,26
	17,30
	3,33
	0,30
	4,59
	56,92
	0,30

	9
	Denpasar
	7,37
	10,59
	0,00
	0,46
	81,41
	0,15
	0,00

	Bali
	22,33
	15,61
	1,70
	3,61
	33,54
	23,12
	0,09


     Sumber: BPS Provinsi Bali (2011)

5. Listrik

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah pelanggan rumah tangga (tarif R) yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga (KK). Data elektrifikasi Provinsi Bali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.102.
Tabel 2.102
Data Elektrifikasi Tahun 2009-2011

	Tahun
	Jumlah Pelanggan
	Pertumbuhan Pelanggan
	Jumlah RT
	Ratio Elektrifikasi (%)

	2009
	656.299
	1,70
	833.789*)
	78,17

	2010
	673.174
	2,57
	1.040.074*)
	64,72

	2011
	729.153
	7.00
	1.062.435**)
	68,86


   Sumber : PT.PLN (Persero) Distribusi Bali th. 2012

*) Jumlah RT Th. 2009 sumber data BPS Th. 2008 hasil registrasi 2007
**) Jumlah RT sesuai sensus penduduk Th. 2010 Hasil proyeksi PLN pusat dan BPS pusat
Sistem kelistrikan desa/dusun di Bali sampai akhir tahun 2011 disalurkan melalui jaringan distribusi JTM 2.904,33 kms, JTR 5.904,15 kms dan trafo distribusi 3.466 bh dengan kapasitas terpasang 558.792 kVA melayani 568.802 pelanggan dengan daya tersambung 806.812.450 VA dan mengkonsumsi energi listrik 126.084.477 kWh.
2.4.3  Iklim Berinvestasi
Dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Tingkat investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu diantaranya adalah situasi keamanan, ketentraman, stabilitas sosial dan politik di wilayah Bali. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif maka diharapkan akan mampu mendorong minat investor untuk berinvestasi di daerah Bali.
Saat ini kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah Bali relatif aman, stabil dan terkendali. Hal ini dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi di selama ini berkisar di angka 21-22. Angka kriminalitas merupakan jumlah kasus yang ditangani/terdaftar selama 1 (satu) tahun terhadap 10.000 penduduk di Provinsi Bali. Kasus kriminal yang terjadi dan telah ditangani di wilayah Polda Bali terdiri dari kasus penculikan, kasus pembunuhan, kasus penganiayaan, kasus pencurian, kasus pemerasan, kasus penggelapan, dan kasus lainnya. Berdasarkan data dari Polda Bali jumlah kasus kriminalitas dari tahun 2008 s/d tahun 2011 relatif tidak menunjukan kenaikan yang signifikan. Dari data angka kriminalitas di Provinsi Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2011 rata-rata berkisar di angka  21 dani 22, hanya pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kriminalitas yang cukup drastis menjadi 16. Minat investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh sering tidaknya terjadi kekacauan di suatu wilayah khususnya daerah Bali seperti adanya unjuk rasa/demo masalah politik, ekonomi, dan pemogokan kerja.
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 

Aspek lain dalam hal sumber daya manusia yang perlu dicermati adalah rasio ketergantungan yaitu komposisi penduduk menurut umur 0-14, 15-64 dan 65 tahun keatas. Penduduk umur 0-14 dan umur 65 tahun keatas secara ekonomi biasanya tergantung pada penduduk umur 15-64 tahun. Untuk Provinsi Bali terlihat bahwa Kota Denpasar mempunyai rasio ketergantungan paling rendah yaitu 39,31, yang artinya setiap 100 penduduk produktif di Kota Denpasar menanggung sekitar 40 orang penduduk non produktif. Kondisi ini jauh berbeda dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem yang mempunyai rasio ketergantungan relatif tinggi. Kondisi ini adalah akibat dari arus urbanisasi dimana penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem banyak yang mencari nafkah di Kota Denpasar sedangkan yang tinggal di daerah asalnya kebanyakan penduduk usia anak-anak (0-14) dan penduduk usia tua (65 tahun keatas).
2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 9 (sembilan) bidang jenis layanan dasar di Provinsi Bali yang terdiri dari bidang sosial, lingkungan hidup, perumahan rakyat, layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kesenian, perhubungan dan penanaman modal. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan realisasi target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.103.

	Tabel 2.103

	Realisasi Pencapaian Target Kinerja 9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2013-2018

	

	No
	Bidang/Jenis Layanan
	Indikator Kinerja
	Target Rencana Pencapaian
	Batas waktu Pencapaian
	Realisasi Pencapaian Target

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Sosial

	1.1
	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi
	80%
	2015
	75,28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala provinsi
	80%
	2015
	100%
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2

	Penyediaan sarana dan prasarana sosial
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi
	80%
	2015
	18,18
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Evaluasi korban bencana skala provinsi
	80%
	2015
	18,18
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3

	Penanggulangan korban bencana
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi
	80%
	2015
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Evaluasi korban bencana skala provinsi
	80%
	2015
	13,01
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi
	40%
	2015
	81,70
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Lingkungan Hidup

	2.1
	Jenis pelayanan informasi status mutu air
	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya  dan di informasikan status mutu airnya
	100%
	2013
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.2
	Pelayanan informasi status mutu udara ambien
	Persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya
	100%
	2013
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.3
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
	100%
	2013
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3
	Perumahan Rakyat

	3.1
	Rumah layak huni dan terjangkau
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	100%
	2025
	99,53
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
	70%
	2025
	79,2
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	100%
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

	4.1
	Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu 
	100%
	2014
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 
	100%
	2014
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
	Cakupan layanan rehabilitasi  sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 
	75%
	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan layanan bimbingan rohani  yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 
	75%
	2014
	75
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan  terhadap perempuan dan anak 
	80%
	2014
	59
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
	50%
	2014
	75
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
	50%
	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 
	100%
	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ketenagakerjaan

	5.1
	Pelayanan pelatihan kerja 
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 
	75%
	2016
	88,13
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 
	60%
	2016
	71,57
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 
	60%
	2016
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Pelayanan penempatan tenaga kerja 
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
	70%
	2016
	27,16
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
	50%
	2016
	33,33
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	Pelayanan kepesertaan Jamsostek 
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 
	50%
	2016
	48,22
	-
	-
	-
	-
	-

	5.5
	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan 
	Besaran pemeriksaan perusahaan
	45%
	2016
	4,33
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan 
	50%
	2016
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Ketahanan Pangan

	6.1
	Ketersediaan dan cadangan pangan
	Penguatan cadangan pangan
	60%
	2015
	100,00
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Distribusi dan akses pangan
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
	100%
	2015
	100,00
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3
	Penganekaragaman dan keamanan pangan
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 
	80%
	2015
	100,00
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4
	Penanganan kerawanan pangan
	Penanganan daerah rawan pangan
	60%
	2015
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Kesenian

	7.1
	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian
	Cakupan kajian seni (50%)
	50%
	2014
	33%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan fasilitasi seni (30%)
	30%
	2014
	86%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan gelar seni  (75%)
	75%
	2014
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	
	
	Misi kesenian (100%)
	100%
	2014
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	7.2
	Sarana dan prasarana
	Cakupan sumber daya manusia kesenian (25%)
	25%
	2014
	63%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Cakupan tempat (100%)
	100%
	2014
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	
	
	Cakupan organisasi
	34%
	2014
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	8
	Perhubungan

	8.1
	Jaringan pelayanan angkutan jalan
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi
	50%
	2014
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.2
	Jaringan prasarana angkutan jalan
	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek
	50%
	2014
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.3
	Fasilitas perlengkapan jalan
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan provinsi
	50%
	2014
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	8.4
	Keselamatan
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
	50%
	2014
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.5
	Fasilitas perlengkapan jalan
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan
	50%
	2014
	60
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Penanaman Modal

	9.1
	Kebijakan penanaman modal
	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan (sektor/bidang usaha unggulan  adalah sektor/bidang usaha  yang memiliki keunggulan komparatif di daerahnya)
	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun 
	-
	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindustrian dan Pariwisata
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	Kerjasama penanaman modal
	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing
	1 (satu) kali/ tahun
	-
	1 kali
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	Promosi penanaman modal
	Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal provinsi
	1 (satu) kali/ tahun
	-
	1 kali
	-
	-
	-
	-
	-

	9.4
	Pelayanan penanaman modal 
	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi
	100%
	-
	33%
	-
	-
	-
	-
	-

	9.5
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
	1 (satu) kali/ tahun
	-
	2 kali
	-
	-
	-
	-
	-

	9.6
	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
	100%
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	9.7
	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
	1 (satu) kali/ tahun
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-


2.6. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan modal dasar bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Model pembangunan manusia menurut UNDP (1990) ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan penduduk melalui peningkatan kemampuan dasar manusia. UNDP melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran tunggal dan sederhana yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan/ketrampilan, dan pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia di suatu wilayah.



Pada Tabel 2.104 terlihat bahwa dari tahun 2008–2011, nilai IPM Provinsi Bali selalu menunjukan peningkatan. Demikian juga halnya di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada tahun 2008, IPM Bali  sebesar 70,92. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai level 72,73 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan, bahwa kualitas pembangunan di Provinsi Bali semakin meningkat sejalan dengan membaiknnya kondisi perekonomian Bali. Pada tahun 2012 rangking IPM Provinsi Bali secara nasional meningkat dari rangking 16 pada tahun 2011 menjadi rangking 14, dengn reduksi shortfall sebesar 2,41 dan merupakan reduksi shortfall paling tinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lainnya (BPS 2012). Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi capaian pembangunan manusia di Bali adalah paling tinggi di Indonesia.
Tabel 2.104
Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2011

	No

	Kabupaten/Kota 
	Nilai IPM

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Jembrana
	72,02
	72,45
	72,69
	73,06

	2
	Tabanan
	73,03
	74,26
	74,57
	75,07

	3
	Badung
	74,12
	74,49
	75,02
	75,29

	4
	Gianyar
	72,00
	72,43
	72,73
	73,72

	5
	Klungkung
	69,66
	70,19
	70,61
	70,99

	6
	Bangli
	69,72
	70,21
	70,71
	71,21

	7
	Karangasem
	65,46
	66,06
	66,41
	66,78

	8
	Buleleng
	69,67
	70,26
	70,69
	71,14

	9
	Denpasar
	77,18
	77,56
	77,94
	78,30

	
	Provinsi Bali
	70,92
	71,52
	72,28
	72,73


       Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Pada Tabel 2.105 dapat dilihat rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Bali dari tahun 2008 s/d tahun 2012, yang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
	TABEL 2.105

	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

	Tahun 2008 s.d 2012 di Provinsi Bali

	No
	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
	Capaian Kinerja Setiap Tahun
	Sumber Data
	Ket.

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012**
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	 (7)
	(8)
	(9)

	A.
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

	A.1
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

	A.1.1
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	 
	1. Pertumbuhan PDRB
	                5,97 
	               5,33 
	               5,83 
	                6,49 
	 6,65 
	BPS
	 

	
	2. Laju inflasi
	                9,62 
	               4,37 
	                8,10 
	                3,75 
	                4,71 
	
	 

	
	3. PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th)
	              13,89 
	             15,79 
	              17,14 
	              18,50 
	             20,80 
	
	 

	
	4. Indeks Gini
	                0,31 
	               0,29 
	                0,32 
	                0,38 
	 - 
	
	 

	
	5. Pemerataan pendapatan VERSI Bank Dunia (40% Penduduk lapisan   
    bawah)
	 - 
	             22,15 
	              20,75 
	              17,20 
	 - 
	
	 

	
	6. Indeks Ketimpangan Williamson
	                0,33 
	               0,35 
	                0,35 
	                0,35 
	                0,36 
	
	 

	
	7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
	              94,15 
	             95,12 
	              94,33 
	              95,51 
	             96,05 
	
	 

	
	8. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk
	                 21 
	                   22 
	                   16 
	                  21 
	 - 
	 
	 

	A.2.
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat

	A.2.1
	Bidang Urusan Pendidikan

	 
	1. Angka melek huruf
	              86,94 
	             87,22 
	             88,40 
	89,17
	             89,17 
	BPS
	 

	
	2. Angka rata-rata lama sekolah
	                7,73 
	               7,83 
	               8,21 
	                8,35 
	                8,62 
	
	 

	
	3. Angka partisipasi kasar
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	a
	SD/MI/Paket A
	              99,41 
	           110,81 
	          111,56 
	           118,96 
	108.52 
	
	 

	
	b
	SMP/MTs/Paket B
	              77,95 
	             77,78 
	             76,69 
	           108,54 
	           103,51 
	
	 

	
	c
	SMA/SMK/MA/Paket C
	              70,28 
	             82,18 
	             82,36 
	              85,31 
	             87,44 
	
	 

	
	4. Angka pendidikan yang ditamatkan
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	a
	SD/MI/Paket A
	              48,37 
	             47,64 
	 - 
	 - 
	 93.93 
	
	 

	
	b
	SMP/MTs/Paket B
	 - 
	           106,50 
	          106,80 
	           108,50 
	           100.00 
	
	 

	
	c
	SMA/SMK/MA/Paket C
	              34,75 
	             35,43 
	 - 
	 - 
	 94.84 
	
	 

	
	5. Angka partisipasi murni
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	a
	SD/MI/Paket A
	              94,82 
	             95,53 
	             95,53 
	           102,19 
	             98,50 
	
	 

	
	b
	SMP/MTs/Paket B
	              67,03 
	             67,83 
	             67,83 
	              84,88 
	             82,89 
	
	 

	
	c
	SMA/SMK/MA/Paket C
	              55,04 
	             57,14 
	             57,14 
	              60,00 
	             65,98 
	
	 

	A.2.2
	Bidang Urusan Kesehatan

	 
	1. Angka kematian bayi
	                8,25 
	               7,32 
	               7,10 
	                7,22 
	                6,32 
	BPS
	 

	
	2. Angka usia harapan hidup
	              70,61 
	             70,67 
	             70,72 
	              70,78 
	             70,78 
	BPS
	 

	
	3. Persentase balita gizi buruk
	                3,20 
	               3,06 
	                1,70 
	                3,20 
	                1,70
	Dinkes
	 

	A.2.3
	Bidang Urusan Ketanagakerjaan

	 

 
	1. Rasio penduduk yang bekerja (%)
	              96,69 
	             96,87 
	              96,94 
	              97,68 
	98,11 
	Nakertrans
	 

	
	2. Tingkat pengangguran (%)
	                3,31 
	               3,13 
	                3,06 
	                2,32 
	                2,04 
	BPS
	 

	A.3.
	Fokus Seni Budaya dan Olah raga

	A.3.1
	Bidang Urusan Kebudayaan

	 

 
	1. Jumlah grup kesenian 
	2.832
	2.847
	2.865
	2.871
	2.871
	Disbud
	 

	
	2. Jumlah gedung kesenian 
	10
	10
	10
	10
	10
	
	 

	A.3.2
	Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga

	 

 
	1. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk
	 - 
	 - 
	2.059
	2.059
	2.059
	Disdikpora
	 

	
	2. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
	 - 
	 - 
	69
	69
	69
	
	 

	B. 
	ASPEK PELAYANAN UMUM

	B.1.
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib

	B.1.1
	Bidang Urusan Pendidikan 

	-
	Pendidikan Dasar
	 
	 
	 
	 
	 
	Disdikpora
	 

	 

	1. Angka partisipasi sekolah
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	1
	SD/MI/Paket A
	              94,82 
	             95,53 
	              95,53 
	           102,19 
	             98,50 
	
	 

	
	 
	2
	SMP/MTs/Paket B
	              67,03 
	             67,83 
	              67,83 
	              84,88 
	             82,89 
	 
	 

	
	2. Rasio ketersediaan sekolah 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1
	SD/MI (per 10.000 jml pend.)
	              66,00 
	             73,00 
	              68,00 
	              68,00 
	             62,00 
	 
	 

	
	 
	2
	SMP/MTs (per 10.000 jml pend.)
	              24,00 
	             26,00 
	              23,00 
	              24,00 
	             24,00 
	 
	 

	
	3. Rasio guru-murid :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1
	SD/MTs (per 1.000 murid)
	              66,20 
	             85,70 
	              73,20 
	              71,10 
	 27,41 
	 
	 

	
	 
	2
	SMP/MTs (per 1.000 murid)
	              76,70 
	             51,40 
	              74,20 
	              77,50 
	 13,87 
	 
	 

	-
	Pendidikan Menengah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Angka partisipasi sekolah
	              55,04 
	             57,14 
	              57,14 
	              60,00 
	             65,98 
	 
	 

	
	2
	Rasio ketersediaan sekolah (per 10.000 jml pend.)
	              11,00 
	             11,00 
	              10,00 
	              10,00 
	 10,00 
	 
	 

	
	3
	Rasio guru-murid 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1
	SMA/MA (per 1.000 murid)
	              83,30 
	             82,00 
	           105,20 
	              86,70 
	 78,18 
	 
	 

	
	 
	2
	SMK  (per 1.000 murid)
	              71,70 
	             63,00 
	              96,30 
	              94,30 
	68,35 
	 
	 

	-
	Fasilitas Pendidikan (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 
	              68,89 
	             70,30 
	              71,86 
	              92,51 
	 56,03 
	 
	 

	
	2
	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi baik 
	              93,27 
	             93,27 
	              85,81 
	              80,20 
	 50,58 
	 
	 

	-
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	              26,57 
	             25,92 
	              30,51 
	              58,64 
	58,64- 
	 
	 

	-
	Angka Putus Sekolah (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.
	Angka putus sekolah SD/MI
	                0,12 
	               0,10 
	                0,87 
	                0,15 
	 0,12 
	Disdikpora
	 

	
	2.
	Angka putus sekolah SMP/MTs
	                0,31 
	               0,07 
	                0,66 
	                0,11 
	 0,31 
	 
	 

	
	3.
	Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
	                0,38 
	               0,20 
	                1,90 
	                0,29 
	 0,23 
	 
	 

	-
	Angka Kelulusan (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.
	Angka kelulusan SD/MI 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 100,00% 
	 
	 

	
	2.
	Angka kelulusan SMP/MTs
	              99,09 
	             99,59 
	              99,97 
	              99,93 
	 99,75% 
	 
	 

	
	3.
	Angka kelulusan SMA/SMK/MA
	              98,81 
	             99,76 
	              99,99 
	              99,95 
	 99,95% 
	 
	 

	
	4.
	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
	              97,04 
	             93,84 
	              96,47 
	              97,94 
	 80,00% 
	 
	 

	
	5.
	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	              85,97 
	             96,19 
	              92,38 
	              93,93 
	 70,00% 
	 
	 

	
	6.
	Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV
	 
	 
	              41,70 
	              69,25 
	 70,00% 
	Disdikpora
	 

	B.1.2
	Bidang Urusan Kesehatan

	 
	1.  Rasio posyandu per seribu balita
	              17,47 
	             17,86 
	              13,47 
	              13,41 
	14,038 
	DINKES
	 

	
	2.  Rasio puskesmas,poliklinik, pustu per seribu penduduk 
	              0,210 
	             0,220 
	              0,199 
	              0,195 
	             0,130 
	
	 

	
	3.  Rasio rumah sakit per satuan penduduk
	              0,013 
	             0,013 
	              0,012 
	              0,013 
	             0,013 
	 
	 

	
	4.  Rasio dokter per satuan penduduk
	              0,226 
	             0,228 
	              0,258 
	              0,275 
	0,13 
	 
	 

	
	5.  Rasio tenaga medis per satuan penduduk
	           0,7466 
	           0,6407 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.  Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani
	              39,08 
	             50,91 
	              54,22 
	              59,10 
	             65,15 
	 
	 

	
	7.  Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan
	              97,61 
	             95,73 
	              98,80 
	              97,10 
	             95,73 
	 
	 

	
	8.  Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	              99,71 
	             99,58 
	              94,83 
	              94,83 
	             96,21 
	 
	 

	
	9.  Cakupan balita gizi buruk tertangani
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 
	 

	
	10. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan TBC BTA
	              65,00 
	             68,00 
	              65,00 
	              64,00 
	             78,00 
	 
	 

	
	11. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan DBD
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 
	 

	
	12. Cakupan puskesmas
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 
	 

	
	13. Cakupan pustu
	              71,99 
	             73,56 
	              73,56 
	              73,56 
	             73,56 
	 
	 

	
	14. Persentase pengguna JKBM 
	 
	 
	              48,65 
	              50,44 
	             58,19 
	UPT JKBM
	 

	B.1.3
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

	 
	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (nasional, provinsi, kab/kota)
	             60,34 
	     55,48 
	          52,20 
	          66,32 
	             64,63 
	Bina Marga
	 

	
	2.  Rasio jaringan irigrasi
	              51,47 
	             52,21 
	             52,21 
	              53,20 
	             53,20 
	Pengairan
	 

	
	3.  Persentase rumah tinggal bersanitasi
	              66,26 
	             79,24 
	             77,20 
	              83,29 
	             83,54 
	Dinkes
	 

	
	4.  Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.)
	              58,59 
	             69,70 
	              80,24 
	              79,36 
	 
	
	 

	
	5.  Drainase dalam kondisi baik
	              70,00 
	             70,00 
	              70,00 
	              80,00 
	             80,00 
	 
	 

	
	6. Luas irigasi kab. dalam kondisi baik
	              96,15 
	             98,53 
	              98,53 
	              98,53 
	             98,53 
	 
	 

	B.1.4
	Bidang Urusan Perumahan 

	 
	1. Persen rumah tangga yang akses terhadap air minum terlindung
	              88,90 
	             87,92 
	              74,47 
	              83,77 
	             80,43 
	Dinkes
	 

	
	2. Rumah tangga pengguna listrik (RT)
	         645.356 
	        656.299 
	         673.147 
	         729.153 
	         791.335 
	PLN
	 

	
	    Rumah tangga pengguna listrik (%)
	              79,19 
	             78,71 
	              64,72 
	              68,86 
	             74,54 
	
	 

	
	3. Rumah tangga ber-Sanitasi
	              66,26 
	             79,24 
	              77,20 
	              83,29 
	             83,54 
	Dinkes
	 

	
	4. Lingkungan pemukiman  yang tertata (%)
	                2,74 
	               7,91 
	              14,53 
	              43,58 
	 - 
	
	 

	
	5. Rumah layak huni
	 - 
	 - 
	              89,67 
	              89,67 
	 25,00
	
	 

	
	6. Persentase Bedah Rumah (%)
	 - 
	 - 
	                5,50 
	              16,41 
	             36,57 
	Dinsos
	 

	B.1.5
	Bidang Urusan Penataan Ruang 

	 

 

 
	1. Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (RTH Publik)
	              18,50 
	19,50 
	19,50 
	20,00 
	20,00 
	BLH
	 

	
	2.  Rasio bangunan yg ber-IMB persatuan bangunan
	 -
	-
	- 
	- 
	1,57 
	 
	 

	
	3.  Ruang publik yang berubah peruntukannya
	 -
	- 
	- 
	 -
	- 
	 
	 

	B.1.6
	Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

	 

 

 

 
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 

	
	2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 

	
	3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 

	
	4.  Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 
	 

	B.1.7
	Bidang Urusan Perhubungan

	 
	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
	 
	 
	 
	 
	 
	Dishubinfo
	 

	
	a
	Dengan angkutan bus (Terminal Ubung)
	         976.820 
	        811.624 
	         734.118 
	         717.295 
	 - 
	 
	 

	
	b
	Dengan angkutan kapal laut (Gilimanuk+Padangbai)
	     7.523.079 
	     8.260.094 
	   10.572.755 
	   11.523.879 
	 10.643.550 
	 
	 

	
	c
	Dengan pesawat udara (Bandara Ngurah Rai)
	     8.470.531 
	     9.625.433 
	   11.129.532 
	   12.603.851 
	   15.655.557
	 
	 

	
	2. Rasio ijin trayek
	0,0074 
	0,0060 
	0,0050 
	0,0044 
	0,0045 
	 
	 

	
	3. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a
	Pelabuhan laut
	                   5 
	                     5 
	                     5 
	                    6 
	                    6 
	 
	 

	
	b
	Bandara udara
	                     2 
	                     2 
	                     2 
	                    2 
	                    2 
	 
	 

	
	c
	Terminal bis
	                    3 
	                     3 
	                     3 
	                    3 
	                    3 
	 
	 

	
	4. Jumlah angkutan darat
	           11.304 
	           10.243 
	           11.318 
	 - 
	 - 
	 
	 

	
	5. Jumlah pemasangan rambu-rambu
	                 208 
	                 252 
	                 200 
	                 150 
	 - 
	 
	 

	B.1.8
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup

	 
	1. Persentase penanganan sampah
	65,00
	67,00
	67,08
	67,10
	67,10
	BLH
	 

	
	2. Persentase penduduk berakses air minum
	 
	             60,52 
	              61,59 
	62.25
	62.25
	 
	 

	
	3. Pencemaran status mutu air
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	a
	Air sungai (%)
	              41,00 
	             41,00 
	              50,00 
	              50,00 
	             60,00 
	 
	 

	
	 
	b
	Air danau (%)
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 
	 

	
	 
	c
	Air laut (%)
	                     - 
	            33,00 
	           33,00 
	            37,00 
	           40,00 
	 
	 

	
	 
	d
	Mata air (%)
	              38,00 
	             38,00 
	              38,00 
	              23,00 
	             25,00 
	 
	 

	
	4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
	                      - 
	               2,00 
	                4,00 
	                5,00 
	                5,00 
	 
	 

	
	5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	BLH
	 

	
	6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	              58,59 
	             69,70 
	              80,24 
	              79,36 
	             79,36 
	
	 

	
	7. Penegakan hukum lingkungan (%)
	              92,31 
	             91,43 
	              91,30 
	              90,00 
	           100,00 
	
	 

	B.1.9
	Bidang Urusan Pertanahan

	 
	1. Persentase luas lahan bersertifikat 
	              95,30 
	             94,70 
	              96,30 
	 - 
	             51,80 
	BPN
	 

	
	2. Jumlah sertifikat hak milik
	           36.560 
	           96.776 
	         116.139 
	         125.627 
	 - 
	 
	 

	
	3. Jumlah sertifikat hak guna bangunan
	              1.203 
	             1.791 
	             2.640 
	            2.967 
	 - 
	 
	 

	B.1.10
	Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

	 
	1. Kepemilikan KTP (%)
	-
	-
	65,56
	71,87
	             81,75 
	 
	 

	
	2. Persentase bayi berakte kelahiran 
	-
	-
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 

	
	3. Persentase pasangan berakte nikah 
	-
	-
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 

	
	4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
	-
	-
	 - 
	 - 
	Ada
	 
	 

	
	5. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
	-
	-
	 - 
	 - 
	Sudah
	 
	 

	B.1.11
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	 
	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 
	              33,70 
	             35,40 
	             37,03 
	              38,05 
	             39,00 
	BP3A
	 

	
	2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 
	              45,00 
	             46,90 
	              45,30 
	              44,80 
	             45,50 
	
	 

	
	3. Rasio KDRT 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	4. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
	              44,99 
	             45,36 
	              45,26 
	              45,47 
	             45,47 
	 
	 

	
	5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari 
    tindakan kekerasan 
	 
	 
	 
	 
	           100,00 
	 
	 

	B.1.12
	Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

	 
	1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 
	                1,39 
	               1,36 
	                1,35 
	                1,36 
	                1,42 
	BKKBN
	 

	
	2. Rasio akseptor KB 
	              83,89 
	             85,10 
	              85,28 
	              85,67 
	             86,11 
	 
	 

	
	3. Cakupan peserta KB aktif
	              83,89 
	             85,10 
	              85,28 
	              85,67 
	             86,11 
	 
	 

	
	4. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%)
	              11,62 
	             19,00 
	              17,66 
	              17,39 
	 17,39 
	 
	 

	B.1.13
	Bidang Urusan Sosial

	 
	1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti  

    rehabilitasi
	              78,00 
	             82,00 
	              82,00 
	              82,00 
	             82,00 
	Dinsos
	 

	
	2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)
	                6,41 
	             23,09 
	              27,18 
	              30,06 
	             32,50 
	 
	 

	
	3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
	 - 
	               3,08 
	                4,63 
	 - 
	 1,95 
	 
	 

	B.1.14
	Bidang Urusan Ketenagakerjaan

	 
	1. Angka partisipasi angkatan kerja
	              66,08 
	             66,97 
	              70,89 
	              71,78 
	             73,86 
	Disnaker/  BPS
	 

	
	2. Jumlah sengketa pengusaha-pekerja per tahun
	                 462 
	                 414 
	                 147 
	                 120 
	                   54 
	 
	 

	
	3. Pencari kerja yang ditempatkan
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	           100,00 
	 
	 

	
	4. Tingkat pengangguran terbuka
	                3,31 
	               3,13 
	                3,06 
	                2,32 
	                2,04 
	 
	 

	
	5. Jumlah keselamatan dan perlindungan
	                  48 
	                 150 
	                 150 
	                 483 
	 - 
	 
	 

	
	6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

    daerah
	                 462 
	                 414 
	                 147 
	                 120 
	                   54 
	 
	 

	B.1.15
	Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

	 
	1. Persentase koperasi aktif
	              93,70 
	             94,84 
	              91,29 
	              89,50 
	             90,19 
	 
	 

	
	2. Jumlah UKM non BPR/LK UKM
	         196.658 
	        223.395 
	         239.358 
	         261.767 
	         262.560 
	 
	 

	B.1.16
	Bidang Urusan Penanaman Modal

	 
	1. Jumlah investor (PMDN+PMA)
	                  56 
	                 102 
	              3.847 
	            5.075 
	6.033 
	BPMP
	 

	
	a
	PMDN ( Proyek )
	                     2 
	                     6 
	              3.772 
	            4.910 
	5.738 
	 
	 

	
	b
	PMA ( Proyek )
	                  54 
	                   96 
	                  75 
	                 165 
	                 295 
	 
	 

	
	2. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA (trilyun rupiah)
	              0,764 
	             2,149 
	              6,862 
	           11,701 
	           12,10 
	 
	 

	
	3. Rasio daya serap tenaga kerja
	-
	-
	1,03
	0,71
	1,03
	 
	 

	
	4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi (trilyun rupiah)
	 
	             1,385 
	              4,713 
	              4,840 
	             0,065 
	 
	 

	B.1.17
	Bidang Urusan Kebudayaan

	 
	1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	                   18 
	                   22 
	                   28 
	                   30 
	                   30 
	Disbud
	 

	
	2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	              2.835 
	             2.847 
	              2.865 
	            2.871 
	             2.871 
	 
	 

	
	3. jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
	                 502 
	                 502 
	                 502 
	                 502 
	                 502 
	 
	 

	B.1.18
	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

	 
	1. Jumlah organisasi pemuda (karang taruna)
	       4.451,0 
	       4.451,0 
	         4.451,0 
	       4.451,0 
	       4.451,0 
	 
	 

	
	2. Jumlah organisasi olahraga 
	49
	49
	50
	50
	50
	 
	 

	
	3. Jumlah kegiatan kepemudaan 
	18
	18
	27
	35
	39
	 
	 

	
	4. Jumlah kegiatan olahraga 
	48
	48
	58
	60
	62
	 
	 

	
	5. Jumlah lapangan/gelanggang olahraga 
	69
	69
	69
	69
	69
	 
	 

	B.1.19
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

	 
	1. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	25
	25
	40
	60
	125
	Kesbangpol
	 

	
	2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
	8
	12
	10
	10
	72
	 
	 

	B.1.20
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	 
	1.  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 
	2,99
	3,58
	2,35
	3,66
	2,75
	Satpol PP
	 

	
	2.  Jumlah linmas per Jumlah 10.000 penduduk 
	78,07
	79,45
	59,30
	49,57
	56,72
	 
	 

	
	3.  Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	
	4. Jumlah sistem informasi pelayanan perijinan dan adiministrasi 
pemerintah
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	
	5.  Jumlah penyelesaian penegakan PERDA
	2
	2
	4
	9
	10
	 
	 

	
	6.  Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	
	7.  Jumlah sistim informasi manajemen pemda
	-
	-
	-
	-
	43
	 
	 

	
	8.  Jumlah survei indeks kepuasan layanan masyarakat
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 

	B.1.21
	Bidang Urusan Ketahanan Pangan

	 

 

 

 

 

 

 

 

 
	1. Regulasi ketahanan pangan ( buah )
	                  2 
	                     2 
	                    3 
	                  3 
	                  3 
	 
	 

	
	2. Ketersediaan pangan utama (produksi dlm ton )
	 
	 
	 
	 
	 
	Distan
	 

	
	a
	Padi
	840.465,0
	878.764,0
	869.160,0
	858.291,0
	865.554,0
	 
	 

	
	b
	Jagung
	77.619,0
	92.998,0
	66.354,0
	64.606,0
	61.873,0
	 
	 

	
	c
	Kedelai
	9.323,0
	13.521,0
	5.554,0
	8.488,0
	8.210,0
	 
	 

	
	d
	Kacang tanah
	16.592,0
	15.383,0
	11.581,0
	11.250,0
	11.616,0
	 
	 

	
	e
	Ubi kayu
	169.761,0
	171.456,0
	163.747,0
	166.290,0
	147.201,0
	 
	 

	
	f
	Kacang hijau
	895,0
	1.134,0
	753,0
	884,0
	1.529,0
	 
	 

	
	g
	Ubi jalar
	88.201,0
	78.984,0
	70.317,0
	69.527,0
	65.132,0
	 
	 

	B.1.22
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	 
	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan

    masyarakat (LPM) (%)
	-
	2,85
	3,19
	3,36
	4,53
	 
	 

	
	2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  (%)
	-
	73,45
	74,48
	75,78
	77,07
	 
	 

	
	3. Jumlah LSM 
	234
	234
	234
	234
	234
	 
	 

	
	4. PKK Aktif (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 
	 

	
	5. Posyandu aktif (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 
	 

	
	6. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

    (%)
	
	
	
	
	
	 
	 

	B.1.23
	Bidang Urusan Statistik

	 
	1. Buku Provinsi Dalam Angka
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	 
	 

	
	2. Buku ”PDRB ”
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	 
	 

	B.1.24
	Bidang Urusan Perpustakaan 

	 
	1. Jumlah perpustakaan
	185
	226
	226
	226
	238
	 
	 

	 
	2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 
	143.072,0
	120.230,0
	91.424,0
	100.505,0
	132.456,0
	 
	 

	 
	3. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	4.759
	181.409
	1.960
	1.960
	1.960
	 
	 

	B.1.25
	Bidang Urusan  Kearsipan

	 
	1. Rata-rata jumlah pengelolaan arsip secara baku/benar dari seluruh

    SKPD (%)
	91
	93
	93
	56
	
	 
	 

	 
	2. Jumlah peningkatan SDM  pengelola kearsipan (jml kegiatan)
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	B.1.26
	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

	 
	1. Jumlah surat kabar nasional/lokal 
	10
	10
	10
	10
	10
	 
	 

	
	2. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 
	33
	33
	33
	33
	33
	 
	 

	
	3. Website milik pemerintah daerah
	15
	20
	33
	43
	43
	 
	 

	
	4. Jumlah Pameran/expo
	2
	2
	3
	4
	4
	 
	 

	B.2.
	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

	B.2.1
	Bidang Urusan Pertanian

	 
	1. Regulasi ketahanan pangan ( buah )
	2
	2
	3
	3
	3
	 
	 

	
	2. Ketersediaan pangan utama ( ton )
	
	
	
	
	
	Distan
	 

	
	a
	Padi
	840.465,0
	878.764,0
	869.160,0
	858.291,0
	865.554,0
	
	 

	
	b
	Jagung
	77.619,0
	92.998,0
	66.354,0
	64.606,0
	61.873,0
	
	 

	
	c
	Kedelai
	9.323,0
	13.521,0
	5.554,0
	8.488,0
	8.210,0
	
	 

	
	d
	Kacang tanah
	16.592,0
	15.383,0
	11.581,0
	11.250,0
	11.616,0
	
	 

	
	e
	Ubi kayu
	169.761,0
	171.456,0
	163.747,0
	166.290,0
	147.201,0
	
	 

	
	f
	Ubi jalar
	88.201,0
	78.984,0
	70.317,0
	69.527,0
	65.132,0
	
	 

	
	3. Produktivitas padi (ku/ha)
	58,37
	58,47
	57,11
	56,25
	58,09
	
	 

	
	4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (harga

    berlaku) %
	19,04
	18,79
	18,14
	17,34
	16,84
	BPS
	 

	
	5. Cakupan bina kelompok petani
	
	
	
	
	
	
	 

	
	- Jumlah kelompok petani berupa simantri (unit)
	
	10
	50
	200
	325
	Distan
	 

	B.2.2
	Bidang Urusan Kehutanan

	 

	1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ( Ha)
	232
	187
	76
	183
	316
	Dishut
	 

	
	    Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)
	70,52
	69,26
	50,67
	75,93
	62,70
	 
	 

	
	2. Kerusakan kawasan hutan (Ha)
	329
	270
	150
	241
	504
	 
	 

	
	    Kerusakan kawasan hutan (%)
	0,25
	0,21
	0,11
	0,18
	0,39
	 
	 

	B.2.3
	Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

	 
	1. Pertambangan tanpa ijin
	
	
	
	
	0,70
	
	 

	
	2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 
	0,58
	0,58
	0,65
	0,73
	0,79
	BPS
	 

	B.2.4
	Bidang Urusan Pariwisata

	 
	1. Kunjungan wisata manca negara (orang)
	1.664.854
	2.229.945
	2.493.058
	2.756.579
	2.892.018
	
	 

	
	2. Kunjungan wisatawan domestik (orang)
	2.484.644
	3.521.135
	4.646.343
	5.675.121
	6.063.558
	
	 

	
	3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
	28,96
	30,00
	64,58
	66,35
	66,72
	BPS
	 

	B.2.5
	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

	 
	1. Produksi perikanan ( ton)
	229.762,20
	243.965,60
	245.751,40
	252.657,10
	260.196,0
	DKP
	 

	
	2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)
	26,39
	27,18
	28,00
	28,70
	30,61
	
	 

	
	3. Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
	96.635,10
	102.572,5
	105.566,20
	101.371,6
	105.317,6
	
	 

	B.2.6
	Bidang Urusan Perdagangan

	 

 

 
	1. Kontribusi sektor perdagangan (PHR) terhadap PDRB
	28,34
	29,64
	30,01
	30,62
	30,23
	BPS
	 

	
	2. Ekspor bersih perdagangan (dlm 000 US $)
	265.507,00
	253.559,87
	605.099,74
	608.158,71
	584.350,00
	BPS
	 

	
	3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	
	 

	B.2.7
	Bidang Urusan Perindustrian

	 

 

 
	1. Kontribusi industri rumah tangga (jasa) terhadap PDRB sektor Industri
	15,10
	14,54
	14,27
	14,53
	14,63
	BPS
	 

	
	2. Pertumbuhan Industri (unit usaha kecil menengah)
	72.070,0
	73.383,00
	74.938,00
	75.687,00
	77.808,00
	
	 

	
	3. Cakupan bina kelompok pengrajin (sentra)
	
	
	
	
	37,70
	Deperindag
	 

	B.2.8
	Bidang Urusan Ketransmigrasian

	 
	1. Jumlah transmigran umum (KK)
	100,00 
	 97,00
	85,00- 
	105,00 
	105,00 
	 Disnaker
	 

	C
	ASPEK DAYA SAING DAERAH

	C.1.
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

	C.1.1
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	 
	1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
	              524,5 
	             562,7 
	 - 
	 - 
	 13,13 
	 
	 

	
	2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
	              859,9 
	         1.158,7 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 

	
	3. Produktivitas total daerah
	              24,60 
	             27,99 
	              30,63 
	 - 
	 40,86 
	 
	 

	C.1.2
	Bidang Urusan Pertanian

	 
	1. Nilai Tukar Petani (NTP)
	98,63
	103,06
	103,81
	108,00
	108,02
	BPS
	 

	C.2.
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

	C.2.1
	Bidang Urusan Perhubungan

	 
	1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
	-
	-
	-
	-
	0,0038
	PU
	 

	
	2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
	-
	-
	-
	-
	-
	Dishubinfo
	 

	
	3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
	-
	-
	-
	-
	26.2999.108
	
	 

	C.2.2
	Bidang Urusan Penataan Ruang 

	 
	1. Ketaatan terhadap RTRW
	64,91%
	64,91%
	64,91%
	-
	-
	BLH
	 

	
	2. Luas wilayah produktif
	42,18%
	42,18
	42,18%
	-
	-
	
	 

	
	3. Luas wilayah industri
	64,91%
	0,65%
	0,65%
	-
	-
	
	 

	
	4. Luas wilayah kebanjiran
	-
	-
	10%
	-
	-
	
	 

	
	5. Luas wilayah kekeringan
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 

	
	6. Luas wilayah perkotaan
	-
	-
	-
	-
	-
	
	 

	C.3.
	Fokus Iklim Berinvestasi 

	C.3.1
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	 
	1. Angka kriminalitas
	21
	22
	16
	21
	21
	Polda
	 

	
	2. Jumlah demo (buah)
	11
	11
	12
	47
	136 Kali
	
	 

	
	3. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
	1
	-
	3
	-
	4
	
	 

	
	4. Jumlah nasabah jamkrida
	
	
	
	197
	5.759
	
	 

	  Ket: ** Data Tahun 2012
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_1448347280.xls
Chart1

		Pertanian		Pertanian

		Kehutanan		Kehutanan

		Energi		Energi

		Transportasi		Transportasi

		Sampah		Sampah

		Total		Total



Baseline

Mitigasi

24376018

21938416.2

12623844.17

5328417.95257905

38350380

37148990

45340200

41568800

725666.286470517

510909.696470517

121416108.456471

106495533.84905



Kumulatif

		

		Mitigasi Sektor Lahan

				TAHUN  (t CO2e/th)

				2006 - 2011		2011 -  2016		2016  - 2020

		Baseline		10,188,367.49		11,459,722.14		12,623,844.17		906,272.22		7.1790510703

		Mitigasi		10,188,367.49		10,992,258.99		11,717,571.95

		Mitigasi Sektorn Pertanian

				Sawah		Pemupukan		Peternakan		Total (t CO2e/th)

		Baseline		7,759,460		1,857,265		14,759,293		24,376,018.00

		Mitigasi		6,983,514		1,671,539		13,283,364		21,938,416.20		2437601.8

				775,946		185,727		1,475,929		2,437,601.80

		Mitigasi Sektor Energi

				Listrik		Biogas				Total (t CO2e/th)

		Baseline		4,561,692.75		567,326.17				5,129,018.92		277,966		5,129,018.92

		Mitigasi		4,333,608		538,959.87				4,851,052.80				4,872,567.98

		Mitigasi Sektor Transportasi

						Andal Lalin												Penggunaan BBM		Total (t CO2e/th)

		Baseline																33,618,137.8400		33,618,137.8400

		Mitigasi		1,355		1,458.00		184,900.00		35,325.00		3,142		10.5		24,700				250,890.500

																		250,890.50		33,367,247

		Mitigasi Sektor Limbah

				Minimasi Sampah		TPA		Limbah Cair		Total (t CO2e/th)

		Baseline		840,954.58		840,954.58		571,576.51		2,253,486				1412531.08759079

		Mitigasi		786,960.34		741,734.48		456,884.99		1985579.80917044				1144625.22820007

				53994.2438190188		99220.1033829821		114691.512188721		267905.859390722				267905.859390722

																Baseline		Mitigasi		Pengurangan

														Pertanian		24376018.00		21938416.20		2437601.80				Pertanian		2437601.80

														Kehutanan		12623844.17		11717571.95		906272.22				Kehutanan		906272.22

														Energi		5129018.92		4851052.80		277966.12				Energi		277966.12

		Baseline		Konsumsi Listrik		Konsumsi Elpiji		Total Akumulasi						Transportasi		33618137.84		33367247.34		250890.50				Transportasi		250890.50

						dan Mitan		Emisi						Sampah		1985579.81		1985579.81		267905.86				Sampah		267905.86

		Total Emisi(juta ton CO2e)		35.55641425		5.26254458		40.81895883						Total		77732598.74		73859868.10		4140636.50

		Mitigasi

		a.   Penghematan Listrik		1.25551665												77732598.74		73859868.10		4140636.50

		b.   Pemanfaatan dan		0.12958081

		Pembangunan PLTMH/M														5.3267696778

		c.    Pemanfaatan PLTS		0.02280412

		d.   Pemanfaatan PLTB		0.00335914

		e.   Pengembangan Biogas				0.17456701

		Pengurangan Emisi (juta ton CO2e)		1.41126072		0.17456701		1.58582773

		Besar Emisi setelah mitigasi		34.14515353		5.08797757		39.23313110		39.23313110





Kumulatif

		



Baseline

Mitigasi



Lam Pertanian

		





Luas Sawah

		

		Sri 4 jt /ha unit cost

		Pupuk 250 menjadi 200 kg urea dengan mengganti 500 kg per ha pupuk organik

		Formulasi ransum								Basline N total (t CO2e)				1857265.39128457

		Luas Panen = 161510 ha								1 kg urea =				2.14		kg CO2 e

		Emisi 542674 t CO2e								Urea yang dikurangi				86,788.08		kg urea		867,880.84		ppk organik

		Emisi per luas panen =				3.360		t CO2 e/ha

										Emisi tCO2e total				14759292.9968416		Emisi /ekor				16.8839643123

										Jumlah Ternak Sapi				874160.4

		No		Kegiatan/Aksi Mitigasi (2010-2020)		Besar Pengurangan Emisi (ton CO2)		Biaya Aksi Mitigasi (dalam Rp(juta)		Sumber dana		Biaya Pengurangan Emisi per ton CO2 (dalam Rp(juta))		Perkiraan Penyelesaian		Mulai Pelaksanaan		Penanggung Jawab

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1		Sosialisasi Program

		2		Budidaya Tanaman Pangan (SRI)		775,946.00		923,744.56		APBD		1.19		2013 -2020		2013		Distan

		3		Penggunaan Varitas Ramah Lingkungan										2014 -2020		2014		Distan

		4		Pemupukan		185,726.50		867,880.84		APBD, APBN		4.67		2015 -2020		2012		Distan

		5		Perkebunan										2016 -2020		2012		Disbun

		6		Peternakan		1,475,929		7,748,629				5.25		2017 -2020		2012		Disnakkeswan





Kumulatif baru

		Tahun		Luas Sawah		Alih Fungsi

		2002		83561

		2003		82644		-917

		2004		82095		-549

		2005		81207		-888

		2006		80997		-210

		2007		81235		238

		2008		81482		247

		2009		81931		449

		2010		81908		-23

		2011		81744		-164

						192915.84		204360		201860

						-1817

		Program: PTT (pengelolaan Tanaman terpadu)

		Sistem Sri





Sheet2

		

		Sektor		Kegiatan/Sumber emisi		Besarnya		ton CO2-eq

																Baseline		Mitigasi		Pengurangan

		Energi		Rumah Tangga:										Pertanian		24376018.00		21938416.20		2437601.80				Pertanian		2437601.80				10.00

				LPG		7,132.50		7,132,500,000.00						Kehutanan		12623844.17		5328417.95257905		7295426.22				Kehutanan		7295426.22				57.79

				Kerosin		1,281.89		1,281,890,000.00						Energi		38,350,380.00		37,148,990.00		1201390.00				Energi		1585827.73				3.13

				Total		8,414.39		8,414,390,000.00						Transportasi		45,340,200.00		41568800.00		3771400.00				Transportasi		3771400.00				8.32

				Industri:										Sampah		725,666		510,909.70		214756.59				Sampah		214756.59				29.59

				Solar		317.30		317,300.00						Total		121,416,108		106,495,534		14,920,575

				Minyak Tanah		6.80		6,800.00												12.29

				Total		324.10		324,100.00										0.00

				Komersial dan Publik		-		-

				Total emisi sd 2020				40,818,958.83		5,129,018.92

				Setelah mtigasi				39,233,131.10		4,851,052.80

		Transportasi		Baseline BAU				33,618,137.84

				Setelah mitigasi				33,367,247.34

								250,890.50

										725,666

		Sampah		Minimisasi sampah  (pengurangan)				105,073.62

				Rehabilitasi TPA				107,263.70

				Migrasi Limbah ke kumunal				2,419.27		510,909.70

								214,756.59

		Kehutanan		baselne emisi				12,623,844.17

				Mitigasi				11717571.9459299		7295426.21742095

								906,272.22		5,328,417.95
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Baseline

Mitigasi



		





		

		Program		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Total

		Baseline		2669.2		2884.5		3119.9		3377.8		3660.2		3969.8		4309.4		4682.1		5091.3		5540.9		6035		45340.2

		Manajemen Parkir		2669.2		2853		3051		3264.4		3494.4		3742.4		4009.9		4298.6		4610.3		4946.8		5310.3		42250.4

		Mitigasi Smart Driving		2669.2		2873.9		3098.3		3344.5		3614.7		3911.5		4237.5		4596		4990.3		5424.2		5901.9		44662.1

		Mitigasi Transportasi Total		2669.2		2842.5		3029.4		3231		3448.7		3683.8		3937.7		4212.1		4508.7		4829.4		5176.2		41568.8

		Total		10677		11453.9		12298.6		13217.6		14218		15307.5		16494.6		17788.9		19200.7		20741.3		22423.4		173821.5

				10676.8		11453.9		12298.6		13217.7		14218		15307.5		16494.5		17788.8		19200.6		20741.3		22423.4		173821.5






Sheet1

		Tabel 1. NAMA - NAMA GAPOKTAN/KELOMPOK YANG TELAH DISERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2009, 2010, 2011 DAN 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7



				Tahun 2009 :

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010



		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010 :

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014



		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019



		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017



		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011 :

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022



		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023



		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025



		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026



		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021



		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024



		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032

														7-6-2012 s/d 7-6-2015



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2. DATA PELAKU USAHA TANI ORGANIK KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI BALI



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



				Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.24. Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



				*) Angka Sementara Daerah. Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.88. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

		Padi di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		158,726		151,764		170,363		151,900		153,397

		2.		Luas panen (Ha)		143,999		150,283		152,585		152,585		149,000

		3.		Produktivitas (kw/ha)		58.37		58.47		58.47		56.25		58.09

		4.		Produksi (ton)		840,465		878,764		878,764		858,314		865,554



		Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali






Sheet1

		Tabel 1. NAMA - NAMA GAPOKTAN/KELOMPOK YANG TELAH DISERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2009, 2010, 2011 DAN 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7



				Tahun 2009 :

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010



		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010 :

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014



		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019



		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017



		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011 :

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022



		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023



		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025



		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026



		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021



		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024



		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032

														7-6-2012 s/d 7-6-2015



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2. DATA PELAKU USAHA TANI ORGANIK KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI BALI



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



				Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.24. Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



				*) Angka Sementara Daerah. Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.25. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		padi di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		158,726		151,764		170,363		151,900		153,397

		2.		Luas panen (Ha)		143,999		150,283		152,585		152,585		149,000

		3.		Produktivitas (kw/ha)		58.37		58.47		58.47		56.25		58.09

		4.		Produksi (ton)		840,465		878,764		878,764		858,314		865,554



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali





Sheet7

		Tabel 2.26. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		jagung di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		35,436		28,243		28,908		25,692		22,825

		2.		Luas panen (Ha)		27,251		32,305		26,706		22,739		21,008

		3.		Produktivitas (kw/ha)		28.48		28.79		24.85		28.41		29.45

		4.		Produksi (ton)		77,619		92,998		66,354		64,606		61,873



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.90. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

		Kedelai di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		6,914		9,570		5,451		7,609		6,590

		2.		Luas panen (Ha)		6,345		9,378		4,827		6,896		6,344

		3.		Produktivitas (kw/ha)		14.69		14.42		11.51		12.76		12.68

		4.		Produksi (ton)		9,323		13,521		5,554		8,488		8,210



		Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.92

		Nama-nama Gapoktan/Kelompok yang Telah Disertifikasi Pangan Organik Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7

				Tahun 2009

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010

		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014

		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019

		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017

		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022

		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023

		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025

		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026

		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021

		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024

		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2. DATA PELAKU USAHA TANI ORGANIK KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI BALI



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



				Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.24. Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



				*) Angka Sementara Daerah. Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.25. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		padi di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		158,726		151,764		170,363		151,900		153,397

		2.		Luas panen (Ha)		143,999		150,283		152,585		152,585		149,000

		3.		Produktivitas (kw/ha)		58.37		58.47		58.47		56.25		58.09

		4.		Produksi (ton)		840,465		878,764		878,764		858,314		865,554



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.26. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		jagung di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		35,436		28,243		28,908		25,692		22,825

		2.		Luas panen (Ha)		27,251		32,305		26,706		22,739		21,008

		3.		Produktivitas (kw/ha)		28.48		28.79		24.85		28.41		29.45

		4.		Produksi (ton)		77,619		92,998		66,354		64,606		61,873



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.27. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		kedelai di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		6,914		9,570		5,451		7,609		6,590

		2.		Luas panen (Ha)		6,345		9,378		4,827		6,896		6,344

		3.		Produktivitas (kw/ha)		14.69		14.42		11.51		12.76		12.68

		4.		Produksi (ton)		9,323		13,521		5,554		8,488		8,210



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 1. NAMA - NAMA GAPOKTAN/KELOMPOK YANG TELAH DISERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2009, 2010, 2011 DAN 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7



				Tahun 2009 :

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010



		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010 :

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014



		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019



		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017



		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011 :

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022



		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023



		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025



		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026



		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021



		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024



		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032

														7-6-2012 s/d 7-6-2015



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2. DATA PELAKU USAHA TANI ORGANIK KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI BALI



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



				Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.24. Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



				*) Angka Sementara Daerah. Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.25. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		padi di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		158,726		151,764		170,363		151,900		153,397

		2.		Luas panen (Ha)		143,999		150,283		152,585		152,585		149,000

		3.		Produktivitas (kw/ha)		58.37		58.47		58.47		56.25		58.09

		4.		Produksi (ton)		840,465		878,764		878,764		858,314		865,554



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.89. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

		Jagung di Provinsi Bali Tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		35,436		28,243		28,908		25,692		22,825

		2.		Luas panen (Ha)		27,251		32,305		26,706		22,739		21,008

		3.		Produktivitas (kw/ha)		28.48		28.79		24.85		28.41		29.45

		4.		Produksi (ton)		77,619		92,998		66,354		64,606		61,873



		Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 1. NAMA - NAMA GAPOKTAN/KELOMPOK YANG TELAH DISERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2009, 2010, 2011 DAN 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7



				Tahun 2009 :

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010



		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010 :

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014



		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019



		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017



		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011 :

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022



		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023



		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025



		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026



		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021



		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024



		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032

														7-6-2012 s/d 7-6-2015



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2. DATA PELAKU USAHA TANI ORGANIK KOMODITI PERKEBUNAN DI PROVINSI BALI



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



				Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.85 

		Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



		Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

		Ket: *) Angka Sementara Daerah
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		Tabel 2.28. NAMA - NAMA GAPOKTAN/KELOMPOK YANG TELAH DISERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2009, 2010, 2011 DAN 2012



		No		Kabupaten 		Nama Gapoktan/Kelompok		Lokasi		Komoditi		Luas Lahan (Ha)		Keterangan                          (Nomor Sertifikat)





		1		2		3		4		5		6		7



				Tahun 2009 :

		1.		Tabanan		Somya Pertiwi		Desa Mengesta, Kec. Penebel		Padi		26.00		LPSO-005-IDN-010



		2.		Karangasem		Mekar Sari		Desa Sibetan, Kec. Bebandem		Salak		11.00		LPSO-005-IDN-009



				Tahun 2010 :

		3.		Buleleng		Golden Leaf Farm		Ds. Asah Gobleg, Kec. Banjar		Sayuran		5.00		LPSO-005-IDN-014



		4.		Tabanan		Beras Merah Jatiluwih		Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel		Beras Merah		24.00		LPSO-005-IDN-019



		5.		Gianyar		Subak Selat		Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan		Padi		46.00		LPSO-005-IDN-017



		6.		Buleleng		Lila Cita Karya		Ds. Kalisada. Kec. Seririt		Anggur		2.60		LPSO-005-IDN-016



				Tahun 2011 :

		7.		Jembrana		Subak Abian Amerta Sari		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Manggis		15.00		LPSO-005-IDN-022



		8.		Tabanan		Klp. Tani Manggis Sari		Ds. Padangan, Kec. Pupuan		Manggis		10.00		LPSO-005-IDN-023



		9.		Gianyar		Sekar Bumi		Ds. Kerta, Kec. Payangan		Tan. Hias		12.00		LPSO-005-IDN-025



		10.		Bangli		Amerta Lestari		Br. Yeh Mampeh, Desa Batur, Kec. Kintamani		Bawang Merah		11.20		LPSO-005-IDN-026



		11.		Jembrana		Subak Semanggong		Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo		Padi		25.00		LPSO-005-IDN-021



		12.		Tabanan		Giri Kerta Lestari		Ds. Bangli, Kec. Baturiti		Sayuran		13.00		LPSO-005-IDN-024



		13.		Jembrana		Sari Bumi		Ds. Gumrih, Kec. Pekutatan		Manggis		43.00		LPSO-005-IDN-031

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		14.		Tabanan		Pala Sari		Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat		Manggis		30.00		LPSO-005-IDN-035

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		15.		Tabanan		Mesari		Ds. Wanasari, Kec. Penebel		Jamur Tiram		0.15		LPSO-005-IDN-037

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		16.		Badung		Mekar Sari Nadi		Ds. Tangeb, Kec. Mengwi		Jamur Tiram		0.37		LPSO-005-IDN-038

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		17.		Badung		Bali Organik Mashroom		Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal		Jamur Tiram		0.43		LPSO-005-IDN-040

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		18.		Gianyar		Sarwa Ada		Ds. Taro, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-036

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		19.		Gianyar		Tegal Sari 		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Pepaya		25.00		LPSO-005-IDN-034

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		20.		Gianyar		Gunung sari		Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang		Jahe		15.00		LPSO-005-IDN-039

														24-7-2012 s/d 24-7-2015

		21.		Bangli		Subak Eka Dwi Buana		Ds. Langgahan, Kec. Kintamani		Padi		54.00		LPSO-005-IDN-033

														7-6-2012 s/d 7-6-2015

		22.		Klungkung		Wira Bakti		Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida		Pisang		15.00		LPSO-005-IDN-032

														7-6-2012 s/d 7-6-2015



										T o t a l		398.75



				Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.94

		Data Pelaku Usaha Tani Organik Komoditi Perkebunan di Provinsi Bali



		No		Jenis Komoditas		Luas Areal (Ha)		Jml Produksi Kopi Ose (Ton)		Bulan-bulan Panen		Nama Pelaku/Kelompok		No Sertifikat		Contact Person/Alamat		Ket





		1		2		3		4		5		6		7		8		9



		1.		Kakao		26.65		19.990		April-Agustus		Catur Guna		Organik 		I Wayan Adi Pertama, SH

						72.26		52.390		April-Agustus		Pangkung Sakti I		No. REG:007/IN OFFICE 2007		Ds. Angkah, Kec. Selemadeg

						40.05		29.030		April-Agustus		Pangkung Sakti II		Tgl. 4 Desember 2007

						23.35		17.500		April-Agustus		Buana Mekar		IN OFFICE - BOGOR

						18.84		13.590		April-Agustus		Pemaksan Kaja		IN OFFICE - BOGOR



		2.		Kopi Arabika		145.53		145.530		April-Sept		Giri Merta		Organik		I Wayan Sudarma/081337161108

						19.33		19.330		April-Sept		Amerta Sari		No Reg CU 808018 Organic		Ds. Wanagiri, Kec. Sukasada

														Productins Method USDA NOP		Kab. Buleleng

														Tgl 14 Januari 2008

														Control Union Certifications

		3.		Kopi Arabika		1,509.65		981.273		April-Sept		Tunggal Kayun		Rainforest Alliance Certified		I Made Bered/085238418551

												Suka Maju				Ds. Landih, Kec. Bangli, 

												Wana Sari 				Kab. Bangli



		4.		Kopi Arabika		130.41		83.000		April-Sept		Suka Maju		Organik		I Made Bered/085238418551

														No. LSPO-005-IDN-011		Ds. Landih, Kec. Bangli, 

														03 Nopember 2009		Kab. Bangli

														LeSOS, MOJOKERTO



		5.		Jambu Mete		190.00		52.955		Agust-Okt		Buana Kusuma		Organik		I Ngh Menget Ardiyasa

						159.50		68.442				Giri Celagi		No. NR-26510-SFT		 HP. 081338646078

														Mei 2010



						96.80		39.500				Tunas Mekar		I M O - SWISS		I Wy Badri Mardawan

																HP. 085237411177



						99.00		49.782				Pule Sari		Dibawah naungan PT.PMA		I Kadek Suparta

														No,26510/540, tgl 12 Des 2008		HP. 085237463362



		14.		Kopi Robusta		111.00		88.800		April-Sept		Eka Manik Merta		Organik		I Putu Suarjaya

														No. LSPO-005-IDN-015		HP. 081936360600

														10 Agustus 2010		Ds. Sepang, Kec. Busungbiu

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Buleleng



		15.		Kopi Arabika		123.26		55.470		April-Sept		Merta Sari		Organik		I Wayan Ijin

														No. LSPO-005-IDN-029		HP. 085738414924

														05 Nopember 2011		Ds. Belok Sidan, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		16.		Kopi Arabika		80.00		36.800		April-Sept		Sari Boga		Organik		I Wayan Suma

														No. LSPO-005-IDN-028		HP. 085238418551

														05 Nopember 2011		Ds. Plaga, Kec. Petang

														LeSOS, MOJOKERTO		Kabupaten Badung



		Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Bali
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		Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan (Komoditi Unggulan) di Provinsi Bali Tahun 2008 s/d 2012



		No		Komoditas		2008				2009				2010				2011				2012

						LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)		LA (Ha)		Prod (ton)



		1.		Kopi Arabika		8,205		3,135.75		8,281		3,475.59		9,453		3,255.05		10,491		3,081.30		11,982		4,199.73



		2.		Kopi Robustas		23,848		10,996.90		23,852		11,428.98		23,630		11,109.90		23,634		5,150.02		23,629		14,680.70



		3.		Cengkeh		15,523		3,768.37		15,413		4,312.16		15,495		4,506.50		15,691		765.42		15,686		6,153.68



		4.		Panili		809		32,305.00		808		28,720.00		710		21,135.00		683		45,748.00		664		52,839.00



		5.		Jambu Mete		10,801		3,943.13		11,096		3,966.34		11,985		3,761.27		11,997		3,495.53		12,591		3,735.80



		6.		Kakao		12,593		6,766.62		12,850		6,825.97		14,919		6,177.32		14,827		4,854.08		15,046		5,156.70



		7.		Kelapa		70,488		67,683.14		70,536		67,588.08		70,522		69,751.40		70,474		65,356.08		70,790		66,755.90



				Keterangan :		- Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Bali

						- LA = Luas Areal (Ha)

						- Prod = produksi (Ton)
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		Tabel 2.2. Luas Lahan Sawah Tahun 2008 - 2012 per Kabupaten/Kota Provinsi Bali



		No		Kabupaten/Kota		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012





		1.		Buleleng		10,913		11,067		11,042		10,992		11,039

		2.		Jembrana		6,477		6,820		6,836		6,836		6,836

		3.		Tabanan		22,562		22,465		22,455		22,435		22,388

		4.		Badung		10,230		10,237		10,227		10,243		10,196

		5.		Denpasar		2,717		2,693		2,632		2,597		2,519

		6.		Gianyar		14,747		14,743		14,790		14,732		14,729

		7.		Bangli		2,890		2,890		2,910		2,910		2,910

		8.		Klungkung		3,876		3,876		3,876		3,845		3,843

		9.		Karangasem		7,070		7,140		7,140		7,154		7,166



				Bali		81,482		81,931		81,908		81,744		81,625





								449

								(23)

								(164)

								(119)

								143

								28.6
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		Tabel 2.24. Ketersediaan Pangan (Beras) Tahun 2008 - 2012 di Provinsi Bali



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012 *)



		1.		Produksi padi (GKG) (ton)		840,465		878,764		869,160		858,314		865,554

		2.		Penggunaan gabah untuk non pangan (ton)		61,354		64,150		63,449		62,657		63,185

		3.		Gabah yang diolah menjadi beras (ton)		779,111		814,614		805,711		795,657		802,369

		4.		Produksi beras (Konvensi gabah ke beras) (ton)		492,398		514,836		509,210		502,855		507,097

		5.		Penggunaan beras untuk non pangan (ton)		16,397		17,144		16,957		16,745		16,886

		6.		Produksi beras untuk konsumsi (4-5) (ton)		476,001		497,692		492,253		486,110		490,211

		7.		Kebutuhan konsumsi penduduk		407,183		412,194		445,107		450,110		455,616

				     - Jumlah penduduk (jiwa)		3,510,200		3,553,400		3,939,000		3,986,000		4,032,000

				     - Konsumsi perkapita/tahun (kg/thn)		116		116		113		113		113

		8.		Selisih produksi/kelebihan produksi (ton)		68,818		85,498		47,146		35,692		34,595

		9.		Ketersediaan beras perkapita (kg/hr)		0.32		0.32		0.31		0.31		0.31



				*) Angka Sementara Daerah. Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
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		Tabel 2.25. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		padi di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		158,726		151,764		170,363		151,900		153,397

		2.		Luas panen (Ha)		143,999		150,283		152,585		152,585		149,000

		3.		Produktivitas (kw/ha)		58.37		58.47		58.47		56.25		58.09

		4.		Produksi (ton)		840,465		878,764		878,764		858,314		865,554



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.26. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		jagung di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		35,436		28,243		28,908		25,692		22,825

		2.		Luas panen (Ha)		27,251		32,305		26,706		22,739		21,008

		3.		Produktivitas (kw/ha)		28.48		28.79		24.85		28.41		29.45

		4.		Produksi (ton)		77,619		92,998		66,354		64,606		61,873



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali
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		Tabel 2.27. Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

		kedelai di Provinsi Bali tahun 2008 - 2012



		No		Uraian		Tahun

						2008		2009		2010		2011		2012*)



		1.		Luas tanam (Ha)		6,914		9,570		5,451		7,609		6,590

		2.		Luas panen (Ha)		6,345		9,378		4,827		6,896		6,344

		3.		Produktivitas (kw/ha)		14.69		14.42		11.51		12.76		12.68

		4.		Produksi (ton)		9,323		13,521		5,554		8,488		8,210



				Catatan : *) Angka Sementara Daerah. Sumber Distan Bali






% RT Mengkonsumsi Garam Mengandung Cukup Iodium Hasil Tes Cepat Menurut Provinsi, Indonesia 2007 dan 2013





Website: www.litbang.depkes.go.id



Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam mengandung cukup iodium hasil tes cepat tahun 2013 adalah 77.1% sedangkan tahun 2007 adalah 62.3%.  Target WHO adalah universal salt iodization  (USI) atau garam beriodium untuk semua yaitu minimal 90% RT mengkonsumsi mengandung cukup iodium.  Tahun 2013, sebanyak 13 provinsi  telah mencapai USI sedangkan tahun 2007 baru 6 provinsi.
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2007	Aceh	Bali	NTT	NTB	Maluku	Sumbar	Sulsel	Jabar	Sulbar	Jatim	Indonesia	Sultra	Banten	Jateng	Kep.Riau	DKI	Lampung	Papua	Sumut	Riau	DIY	Jambi	Kalteng	Kalbar	Malut	Kalsel	Sulteng	Sumsel	Bengkulu	Kaltim	Sulut	Gorontalo	Pabar	Babel	47.3	37.5	31	27.9	45.1	90.3	61	58.3	34.200000000000003	45.1	62.3	43.5	46.4	58.6	89.1	68.7	76.8	86.2	89.9	82.8	82.7	94	88.7	84.4	83	76.2	62.3	93	69.7	83.8	89.2	90.1	90.9	98.7	2013	
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